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Glosarium

Database: kumpulan data atau informasi yang tertata, biasanya disimpan secara
elektronik dalam sistem komputer.

Digital rights: penerapan hak asasi fundamental dalam dunia luring di dunia digital.

e-Budgeting: Sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi
program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses
penyusunan anggaran.

e-Government: Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan
informasi dan pelayanan bagi warganya, mencakup urusan bisnis, serta hal-hal lain
yang berkenaan dengan pemerintahan.

e-SAKIP: aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan
untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Interoperabilitas/bagi pakai: Kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen
untuk berbagi pakai data/informasi.

Komorbid: Kondisi seseorang menderita dua penyakit atau lebih pada saat yang
bersamaan.

Learning loss: Kemunduran secara akademis yang berkaitan dengan kesenjangan yang
berkepanjangan atau proses pendidikan yang berlangsung secara tidak baik.

Metadata: Informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan,
atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan
kembali, digunakan, atau dikelola.

New Public Service: pendekatan pelayanan publik yang menekankan peran
pemerintah dalam melayani warga, mengutamakan kepentingan publik yang
dicapai melalui dialog, manusia di atas produktivitas.

New Public Management: pendekatan pelayanan publik yang mengadopsi gaya manajemen
sektor bisnis swasta ke sektor publik, menekankan kontrol atas output kebijakan
pemerintah, desentralisasi kewenangan manajerial serta pelayanan yang
berorientasi pada pelanggan.

Nilai publik (public value): hal penting dan berharga yang disumbangkan organisasi
kepada warga.



Old Public Administration: pendekatan pelayanan publik yang mengandalkan kontrol
terpusat dan struktur organisasi hierarkis, pelayanan publik disediakan
melalui badan resmi pemerintah.

Open Data atau data terbuka adalah data yang dapat digunakan, digunakan kembali,
dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja - hanya tunduk
pada persyaratan untuk atribusi/pencantuman sumber.

Positivity rate: Perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang
dilakukan.

Privacy by design: Pendekatan rekayasa sistem yang berupaya memastikan perlindungan
privasi individu dengan mengintegrasikan pertimbangan masalah privasi sejak awal
pengembangan produk, layanan, praktik bisnis, dan infrastruktur fisik.

Probable: Orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat,
gagal napas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan
yang memastikan bahwa dirinya positif Covid-19.

Rural: Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Suburban: Wilayah dekat kota/urban.

Surveilans: proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara
sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang
membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.

Suspek: Seseorang yang memiliki salah satu atau beberapa kriteria gejala Covid-19.

Telusur kontak: proses identifikasi, evaluasi serta manajemen sekelompok orang
yang telah terpapar oleh virus untuk menghindari proses penyebaran lebih
lanjut.

Transformasi digital: efek ekonomi dan sosial-budaya dari digitisasi dan digitalisasi.
Digitisasi adalah konversi data analog dan proses ke dalam format yang dapat
dibaca mesin.Sementara itu, digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi dan data
digital serta interkoneksi yang menghasilkan aktivitas baru atau perubahan terhadap
aktivitas yang telah ada.

Urban: Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
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1

Pengantar:
Data dan Pandemi



1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pesat internet dan teknologi informasi telah membentuk era transformasi
digital yang ditandai oleh besarnya pengaruh teknologi digital terhadap semua aspek
kehidupan manusia (Stolterman & Fors, 2004). Selain itu, era ini juga telah secara signifikan
mengubah cara warga, pemerintah, dan bisnis dalam berinteraksi serta melakukan
pekerjaannya di seluruh dunia. Menurut OECD (2019), transformasi digital mengacu pada
efek ekonomi dan sosial dari digitisasi dan digitalisasi. Digitisasi adalah konversi data
analog dan proses ke dalam format yang dapat dibaca mesin, sementara digitalisasi
adalah pemanfaatan teknologi, data digital, dan interkoneksi yang menghasilkan aktivitas
baru atau perubahan terhadap aktivitas yang telah ada. Definisi sederhana ini dengan tepat
menunjukkan betapa data adalah unsur vital transformasi digital.

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran
penting data. Banyak aspek implementasi layanan sektor publik didasarkan pada hipotesis
tentang efektivitas intervensi pemerintah; data memungkinkan pemerintah untuk menguji
dan menyesuaikan pendekatan layanan publik (OECD, 2019). Dalam hal ini, pemerintah
dapat menggunakan data tidak hanya untuk mengantisipasi kebutuhan publik, tetapi juga
untuk memberikan layanan yang lebih baik, meningkatkan implementasi kebijakan, dan
meningkatkan kinerja mereka sendiri.

Kini, pandemi Covid-19 menguji kapasitas pemerintah dalam merespons konteks, risiko,
dan tuntutan publik secara cergas, jitu, dan tepat waktu. Kemampuan untuk mengelola
data aktual (real-time) menjadi kian penting lantaran memberi peluang transformatif bagi
sektor publik. Tata kelola data menjadi elemen kunci dalam memberikan layanan publik
yang berkualitas selama pandemi Covid-19.

Fokus riset ini ada pada dua sektor utama layanan publik yang sangat terdampak oleh
pandemi Covid-19, yaitu kesehatan dan pendidikan. Secara khusus, riset ini menyoroti lima
jenis layanan publik, yaitu: (1) beban layanan kesehatan, (2) penelusuran kontak, (3)
vaksinasi, (4) bantuan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh, dan (5) pembukaan
sekolah untuk pertemuan tatap muka.

Sistem kesehatan di Indonesia—yang telah tidak memadai sebelum pandemi—Kkini
terbebani dengan lonjakan jumlah kasus. Layanan kesehatan berisiko ambruk. Indonesia
hanya memiliki 4 dokter dan 12 tempat tidur rumah sakit per 10.000 orang, dan kurang dari
3 tempat tidur perawatan intensif (ICU) per 100.000 orang (Mahendradhata, et al., 2017). Ini
jauh di bawah standar WHO maupun Asia-Pasifik. Sebaran dan ketersediaan fasilitas
kesehatan primer (puskesmas) juga tidak merata. Bahkan secara nasional, 2 dari 3
puskesmas (6.893 dari 10.137 puskesmas) belum memenuhi standar ketenagaan (Pratiwi
etal., 2021). Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa pandemi Covid-19 telah merenggut
nyawa 2.000 lebih tenaga kesehatan.’



Sementara itu, sektor pendidikan sejak awal pandemi hingga kini menghadapi tantangan
seputar cara menyelenggarakan pembelajaran daring kepada sekitar 68 juta peserta didik
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020) dengan berbagai latar belakang sosial
ekonomi dan kondisi geografis. Belajar dari rumah (BDR), di tengah tantangan kesenjangan
digital, membuat anak Indonesia kehilangan pengalaman belajar (learning loss) dan
berisiko putus sekolah. Per Desember 2020 saja, UNICEF mencatat sebanyak 938 anak
Indonesia putus sekolah selama pandemi, sementara 30% siswa berpotensi tinggi putus
sekolah.? Dengan pertimbangan mencegah semakin tingginya angka putus sekolah dan
learning loss, tahun 2021 pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM) mulai
dilakukan.

Bertolak dari latar belakang di atas, riset ini hendak memotret praktik tata kelola data
sektor kesehatan dan pendidikan yang terjadi selama pandemi Covid-19, sekaligus
berkontribusi dalam perbaikan tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan
tata kelola data yang baik, penyelenggaraan pelayanan publik di sektor kesehatan dan
pendidikan diharapkan dapat semakin optimal.

1.2 Tujuan
1. Menganalisis dan merekomendasikan proses tata kelola data yang
berkesinambungan;
2. Menganalisis kapasitas institusional/kelembagaan pemerintah pusat dan lokal
dalam hal tata kelola data; dan
3. Menganalisis implikasi tata kelola data terhadap kualitas pelayanan publik sektor
kesehatan dan pendidikan.

1.3 Pertanyaan Riset
Riset ini ingin menjawab dua pertanyaan berikut:
1. Bagaimana tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan selama
pandemi Covid-19 memengaruhi pelayanan publik di kedua sektor tersebut?
2. Bagaimana merespons dengan pendekatan yang lebih baik untuk tata kelola data
sektor kesehatan dan pendidikan?
Untuk menjawab itu, kami meneropong dua sektor utama pelayanan publik yang menurut
kami sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, yaitu kesehatan dan pendidikan.
Mengingat banyaknya layanan di dua sektor ini, juga keterbatasan waktu dan sumber daya,
kami mengambil lima jenis layanan publik —tiga jenis layanan sektor kesehatan dan dua
jenis layanan sektor pendidikan—sebagai fokus riset ini, yaitu: (1) beban layanan
kesehatan, (2) telusur kontak (contact tracing), (3) vaksinasi, (4) bantuan kuota internet
untuk pembelajaran jarak jauh, dan (5) pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap
muka.

Kelimanya dipilih dengan pertimbangan: (1) urgensi penyelenggaraan layanan terkait di
masa pandemi Covid-19, termasuk potensi dampak bagi warga jika layanan ini terhenti/
tidak dijalankan; (2) relevansi penyelenggaraan layanan hingga minimal setahun ke depan;
(3) intensitas penggunaan data dalam penyelenggaraan layanan terkait; serta (4)
keberlanjutan manfaat yang secara khusus mempertanyakan sejauh mana perbaikan tata
kelola data pada layanan publik tertentu dapat bermanfaat bahkan setelah pandemi
Covid-19 berakhir.



1.4 Memahami Pentingnya Tata Kelola Data dalam
Pelayanan Publik

Tata kelola data merupakan elemen kunci dalam pelayanan publik. Data memungkinkan
pemerintah untuk merancang, memantau, menguji, dan mengevaluasi pelayanan publik yang
diselenggarakannya. Dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19 ini, tata kelola data yang
buruk dapat mengakibatkan kegagalan pelayanan publik dalam merespons risiko dan
kebutuhan warga secara layak, jitu, dan tepat waktu. Pada akhirnya, wargalah yang harus
merasakan dampaknya, yakni sulit atau bahkan tidak bisa memperoleh layanan publik yang
menjadi haknya.

Melalui studi kasus pada tingkat nasional (Indonesia), tingkat provinsi (Jawa Barat), dan
tingkat kota/kabupaten (Kota Pontianak), riset ini mengungkap bahwa praktik tata kelola data
sektor kesehatan dan pendidikan belum memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang
optimal selama pandemi. Tantangannya mencakup aspek regulasi, kapasitas institusional,
dan akuntabilitas pada lapis strategis, taktis, hingga delivery (penyaluran layanan).

Pada lapis strategis, Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dan Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia telah memuat prinsip keterpaduan
(pengintegrasian sumber daya yang mendukung implementasi SPBE) dan interoperabilitas
(data sebaiknya konsisten dalam bentuk, sintak, struktur, penyajian, dan semantik, serta
disimpan dalam format terbuka sehingga dapat dibaca oleh sistem elektronik). Sayangnya,
belum ada ketentuan spesifik mengenai interoperabilitas data. Karena itu, pada lapis taktis
hingga delivery, didapati data serba terpencar dan sulit dibagi-pakaikan, sistem informasi
tidak terintegrasi (baik antarinstansi pusat, antarinstansi daerah, maupun antara pusat dan
daerah), tanpa standar data dan metadata. Kondisi ini semakin dipersulit oleh kurangnya
jumlah dan kualifikasi SDM pengelola data serta variasi penerapan jaminan keamanan data
dan pelindungan data pribadi. Garda terdepan pelayanan publik terjepit di antara tuntutan
untuk menyediakan layanan yang prima tetapi tidak didukung oleh sistem yang mumpuni.

Kompleksitas tata kelola data berdampak pada sulitnya warga mengakses layanan publik
yang menjadi haknya. Di sisi lain, kompleksitas tata kelola data menghambat pemerintah
pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas. Menariknya,
dalam situasi genting ketika kehadiran layanan sungguh dibutuhkan oleh warga, inisiatif
warga dan kolaborasi multipihak justru menjadi penyelamat yang menambal berbagai
kekurangan dalam tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan. Pada titik ini, adalah
valid untuk meninjau kembali sejauh mana transformasi digital di tubuh pemerintah
mempermudah warga mengakses layanan publik. Belajar dari studi kasus dalam riset ini,
pembenahan signifikan dalam tata kelola data agaknya akan membutuhkan lebih banyak
kolaborasi substantif yang tidak hanya dilakukan dalam pemerintah sendiri, tetapi juga antara
pemerintah dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya.



1.5 Struktur Laporan

Setelah Bab 1 mengantar pembaca pada konteks besar tata kelola data dan pelayanan publik
selama pandemi, Bab 2 memberikan landasan teoretis mengenai kaitan antara hak warga,
tata kelola data, dan pelayanan publik. Bab 3 berisi ringkasan metodologi riset ini. Bab 4
menyajikan potret tata kelola data pada sektor kesehatan dan pendidikan, dilanjutkan dengan
Bab 5 yang membahas implikasi tata kelola data terhadap warga, sekaligus mempertanyakan
sejauh mana transformasi digital yang telah dan sedang bergulir mempermudah warga
memperoleh haknya. Pada akhirnya, Bab 6 menutup laporan riset ini dengan refleksi dan
tawaran agenda perubahan.
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Pandemi COVID-19 menguji penerapan layanan publik melalui teknologi digital
(e-government) di Indonesia, sekaligus mengungkap pentingnya data untuk mendukung,
membentuk, dan menginformasikan layanan publik (Djalante, et al., 2020; Lindsey & Mann,
2020; Shaw, Kim, & Hua, 2020; Jaffrey, 2020). Kami percaya bahwa tata kelola data yang baik
membantu terciptanya layanan publik yang berkualitas (yang secara inheren berarti
pemenuhan hak warga negara).

Untuk memahami premis tersebut, bab ini menyajikan kerangka teoretis tentang peran tata
kelola data dalam pelayanan publik, menjelaskan corak pelayanan publik yang berbeda, dan
memeriksa beberapa regulasi kunci terkait transformasi digital dan tata kelola data di sektor
kesehatan dan pendidikan di Indonesia.

2.1 Peran Data dalam Pelayanan Publik

Organisasi publik, khususnya lembaga pemerintah, secara rutin menyimpan data
penduduknya dalam volume besar. Analisis terhadap data penduduk ini dapat membantu
pengambilan kebijakan yang lebih relevan dan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga. Akan
tetapi, hal ini kerap terkendala oleh absennya tata kelola data yang baik (Nielsen, 2017). Agar
dapat memanfaatkan data bagi kepentingan warga, lembaga pemerintah harus memastikan
adanya pemahaman yang sama mengenai data, termasuk proses mendapatkan data dan
berbagi informasi dengan cara-cara/mekanisme sesuai kebutuhan organisasi. Hal ini
mensyaratkan tata kelola data yang baik.

Tata kelola data merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan layanan publik. Pelayanan
publik dilandasi hipotesis tentang efektivitas intervensi pemerintah; dengan data, pemerintah
dapat menguji, mengevaluasi, dan menyesuaikan pendekatan pelayanan publiknya (OECD,
2019). Selama pandemi Covid-19, kemampuan melakukan analisis aktual (real time)
berdasarkan berbagai sumber data menjadi semakin penting karena memberikan peluang
transformatif bagi sektor publik untuk merespons kebutuhan warga, risiko, dan perubahan
konteks secara tepat dan cekatan.

Terlepas dari semakin pentingnya tata kelola data, pandangan mengenai topik tata kelola
data hingga kini masih beragam. Sebagian besar publikasi yang membahas tata kelola data
fokus pada ranah spesifik, seperti kualitas data, keamanan data, dan siklus data (misalnya
Donaldson & Walker, 2004, him. 281; IBM, 2014, him. 26; Otto, 2011c, him. 5; Tallon, Ramirez,
& Pendek, 2014, him. 142). Lainnya fokus pada area tata kelola data yang didefinisikan secara
sempit, yaitu tata kelola data di komputasi awan (cloud) (Al-Ruithe et al., 2018a, him. 16),
prinsip tata kelola data (Brous et al., 2016, him. 3), dan kelincahan tata kelola data (Lillie &
Eybers, 2019).

Publikasi yang membahas tata kelola data dalam konteks sektor publik pun masih terbatas
(seperti yang tercermin dalam tinjauan sistematis dari Abraham, Schneider, Brocke, 2019).
Dalam tata kelola internet, tata kelola data mengacu pada tata kelola data antarnegara dan
pengelolaan aliran data internasional. Tata kelola data mencakup seluruh siklus data:
pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, penggunaan, keamanan, dan pengelolaan data.
Sementara dalam konteks sektor swasta, tata kelola data adalah pelaksanaan kewenangan
dan kontrol atas pengelolaan data (DAMA International, 2009, him. 19).




Tujuannya untuk menerapkan agenda data di seluruh perusahaan (Dyché & Levy, 2006, him.
150), memaksimalkan nilai aset data dalam suatu organisasi (mis. Carretero, Gualo,
Caballero, & Piattini, 2017, him. 143; Otto, 20114, him. 241), dan mengelola risiko terkait data
(misal DAMA International, 2009, him. 41; Morabito, 2015, him. 99).

Setelah mempertimbangkan berbagai definisi tata kelola data, riset ini menggunakan
pandangan dari Panian (2010). Secara eksplisit, ia menunjukkan empat komponen tata kelola
data, yaitu proses dan kebijakan, standar, organisasi, dan teknologi. Keempat komponen
tersebut diperlukan untuk mengelola dan memastikan terciptanya enam atribut utama dalam
tata kelola data, yakni aksesibilitas, ketersediaan, kualitas, konsistensi, keamanan, dan audit
data dalam sebuah organisasi.® Adapun enam atribut utama tata kelola data yang dimaksud
Panian adalah sebagai berikut:
1. Aksesibilitas data berarti bahwa semua data dapat diakses, terlepas dari
sumber strukturnya.
2. Ketersediaan data adalah jaminan bahwa data tersedia bagi pengguna kapanpun,
di manapun, dan dengan cara apapun ketika dibutuhkan.
3. Kualitas data berarti data lengkap, akurat dan terintegrasi.
4. Konsistensi data berarti makna data konsisten dan direkonsiliasi di semua sistem,
proses, dan unit organisasi.
5. Keamanan data berarti akses yang aman ke data.
6. Audit data memastikan kontrol dan jejak audit data.

Untuk memenuhi 6 atribut tersebut, Panian (2010) mengusulkan kerangka kerja tata kelola
data yang efektif terdiri dari 4 komponen utama:

1. Standar. Perusahaan perlu menetapkan definisi dan pengelompokan data,
mengembangkan model data dan menegakkan standar teknis yang terkait
dengan data.

2. Kebijakan dan Proses. Perusahaan perlu mendefinisikan data dan aturan bisnis
terkait data, mengontrol akses dan pengiriman data, mengelola perubahan data, dlI.

3. Organisasi. Perusahaan perlu mendefinisikan peran dan tanggung jawab serta para
pihak yang bertanggung jawab atas data dalam organisasi. Ini mencakup beberapa
peran berbeda dari dewan eksekutif hingga pelaksana sehari-hari (penganalisis
data atau pengelola data).

4. Teknologi. Perusahaan perlu menerapkan platform teknologi integrasi data yang
menyediakan kemampuan bawaan untuk mengakses, membersihkan, mengubabh,
mengirimkan, dan memantau data untuk tata kelola data. Hampir tidak mungkin
untuk mencapai tujuan akhir dari tata kelola data menggunakan pendekatan/alat
manual (spreadsheet, dokumen Microsoft Word, dll).

Definisi dan kerangka kerja tata kelola data Panian memberikan dasar untuk memahami tata
kelola data secara umum. Akan tetapi, pandangannya tidak secara spesifik meninjau tata
kelola data di sektor publik.



Di sisi lain, Brous et al. (2016) menyebut 4 prinsip tata kelola data bagi organisasi publik,
yaitu:

1. Organisasi, mencakup peran dan tanggung jawab, pemisahan tugas dan wewenang,
kepemilikan data, kontrol data, data stewardship, dan koordinasi pengambilan
keputusan;

2. Penyelarasan tata kelola data dengan kebutuhan organisasi, dukungan teknologi,
strategi data, definisi persyaratan kualitas data, minimalisasi penyalahgunaan data,
kebijakan dan prosedur yang efektif;

3. Kepatuhan (compliance) dalam arti pemenuhan akuntabilitas, pelaksanaan aturan,
due diligence, privasi, keterbukaan, keamanan, dan kualitas data;

4. Pemahaman bersama mengenai bagi-pakai data bersama, pemenuhan standar,
manajemen metadata, standar data, standar pemrosesan data, fasilitas komunikasi.

Sejalan dengan gagasan Panian (2010), Brous et al. (2016) menyimpulkan bahwa tata kelola
data seharusnya tidak dilihat dengan pendekatan “satu ukuran untuk semua" dan harus
dilembagakan melalui struktur organisasi formal yang sesuai dengan organisasi tertentu.
Tata kelola data juga harus memastikan bahwa data selaras dengan kebutuhan organisasi,
yaitu memenuhi persyaratan kualitas yang diperlukan. Upaya memastikan keselarasan data
dapat berupa penetapan, pemantauan, dan penegakan kebijakan data (internal dan eksternal)
di seluruh organisasi. Demikianlah tata kelola data yang tepat hanya mungkin terwujud ketika
makna dan arti penting data yang dikelola bagi organisasi dipahami dengan cara yang sama.
Sayangnya, Brous et al. (2016) tidak membahas lebih lanjut bagaimana tata kelola data dapat
dilembagakan melalui berbagai lapisan organisasi (organisasi internal) dan antarorganisasi
yang berbeda.

Meminjam prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Agere, 2000; UNESCAP, 2009), tata kelola
data yang baik harus mencerminkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi,
transparansi, koherensi, efektivitas (EU, 2001), serta melindungi privasi dan data dengan
layak (Brandusescu et al., 2019). Tata kelola data yang baik sejatinya sejalan dengan
kerangka kerja sektor publik berbasis data (data driven public sector) dari OECD, juga
pembuatan kebijakan berbasis data (evidence-based policy making) yang mengemuka
setidaknya sejak dua dekade terakhir.
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Gambar 2.1 Sektor Publik Berbasis Data (Data-driven Public Sector)
Sumber: OECD (2019)



Sektor publik berbasis data mensyaratkan berbagai lapisan dijalankan dengan benar. Menurut
OECD (2019), ada tiga lapisan yang berperan. Pertama, lapis strategis yang terikat pada
kepemimpinan dan perencanaan yang menghubungkan tata kelola data dengan tujuan yang
lebih luas dari institusi bersangkutan. Kedua, lapis taktis yang mengacu pada tahap
implementasi, baik melalui strategi data nasional, kehadiran chief officer, penyematan
kerangka hukum dan peraturan, serta keterampilan birokrasi pelayan publik. Ketiga, lapis
penyaluran layanan yang melandasi sekaligus melampaui implementasi taktis, mencakup
siklus nilai data, interoperabilitas, dan platform yang digunakan untuk mengatur, merapikan,
dan berbagi data. Ketiga lapisan tersebut harus mempertimbangkan unsur-unsur lain yang
berhubungan erat dengan tata kelola data di tingkat organisasi, seperti kebijakan sektoral,
multilevel, lintas sektoral, dan kerja sama lintas batas antarlembaga atau bahkan antarnegara
yang berbeda. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang terdiri dari (1) strategi
(perencanaan, kepemimpinan), (2) kapasitas (orang, standar, dan infrastruktur), (3) inovasi (di
luar sarana dan pemantauan rutin dari bawah ke atas), (4) evaluasi (misalnya pembuatan
kebijakan berbasis bukti, prediksi tren) (Lopes et al, 2016; Lopes dan Dhaou, 2018; WDR,
2017).

Kerangka kerja sektor publik berbasis data dilandasi gagasan bahwa penggunaan data dapat
menghasilkan nilai publik. "Nilai publik” secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hal
penting dan berharga yang disumbangkan organisasi kepada warga. Konsep “nilai publik”
pertama kali dicetuskan oleh Moore (1997) yang melihat bahwa keberhasilan pengelolaan
sektor publik dapat disamakan dengan peningkatan nilai publik melalui aktivitasnya; dalam
kasus lembaga pemerintah, aktivitas yang dimaksud adalah pelayanan publik. Talbot (2011)
menekankan bahwa nilai publik tidak dideklarasikan oleh pemerintah, melainkan ditentukan
oleh pemahaman warga akan hal penting dan berharga yang telah mereka peroleh.
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Gambar 2.2 Nilai Publik dalam Siklus Data Pemerintah
Sumber: van Ooijen, C., B. Ubaldi dan B. Welby (2019)
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Cara pemerintah mengelola data menunjukkan keseriusan pemerintah dalam
menyelenggarakan layanan publik. Mengacu pada model siklus data pemerintah dari van
Ooijen, Ubaldi, & Welby (2019), ada 4 fase pemrosesan data pemerintah: (1) pengumpulan dan
pembuatan data; (2) penyimpanan, pengamanan dan pengolahan data; (3) bagi-pakai, kurasi
dan publikasi data; serta (4) penggunaan dan penggunaan-kembali data. Dua fase awal
berkenaan dengan cara pemerintah mengelola dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap
data yang dihasilkan, dikumpulkan, dan disimpan. Kegiatan ini bersinggungan erat dengan
data rights dan nilai publik akuntabilitas pemerintahan. Adapun dua fase terakhir memuat
peluang menghasilkan nilai publik baru, terutama dalam hal pemenuhan hak warga atas
layanan publik. Nilai publik tersebut dapat timbul sebagai imbas dari upaya pemerintah
memproses data untuk memperoleh gambaran tentang dampak kebijakan, menelaah
masalah warga, prediksi tren dan kebutuhan baru, pelayanan yang lebih berkualitas, adaptasi
dengan pendekatan inovatif, pemantauan program/kegiatan, dan pengelolaan sumber daya
untuk menangani tantangan tertentu.

Setelah memeriksa dan menimbang beberapa pemikiran mengenai tata kelola data, kami
menggabungkan sektor publik berbasis data (OECD, 2019) dengan enam atribut utama data
(Panian, 2010) dan prinsip tata kelola data di sektor publik (Brous et al, 2016), kemudian
mengusulkan kerangka tata kelola data berikut untuk digunakan dalam penelitian ini.



Tabel 2-1 Kerangka Tata Kelola Data yang Digunakan dalam Penelitian

Lapis
Strategis

Lapis
Taktis

Lapis
Delivery

Kerangka Regulasi
(Penyelarasan,
Pemahaman Bersama)

* Visi
* Prinsip tata kelola
data yang baik

Kapasitas Institusional
(Organisasi)

Kepemimpinan

Mekanisme Akuntabilitas
(Pemantauan & Penegakan
Kepatuhan)

Koordinasi dalam
pembuatan keputusan

* Aturan, panduan

* Definisi dan
taksonomi data

* Manajemen metadata

Kapasitas untuk

implementasi yang

koheren atau sumber

daya yang dibutuhkan

untuk memastikan

aksesibilitas data,

ketersediaan data,

kualitas data, konsistensi

data, keamanan data,

audit data:

* Sumber daya manusia

* Teknologi dan
infrastruktur

* Pendidikan dan
pelatihan

* Pendanaan

* Peran dan tanggung
jawab, pemisahan
tugas dan fungsi

Kepatuhan:

* Penggunaan standar
untuk memastikan
aksesibilitas data,
ketersediaan data,
kualitas data,
konsistensi data,
keamanan data,
kemampuan audit data

* Adopsi hak asasi
manusia: partisipasi,
transparansi,
identifikasi diri, privasi
dan keamanan

* Pemantauan dan
evaluasi

Prosedur standar
sepanjang siklus data
(pengumpulan data,
pemrosesan data,
penyimpanan data,
bagi-pakai data,
penggunaan data,
penghapusan data)

* Arsitektur data (standar
data, referensi data)

* Infrastruktur data (a.l.
register data, katalog
data, API)

+Data value cycle (a.l.
aktor, peran & kapasitas
teknis, manajemen data)

Sumber: Penulis

Kami menemukan bahwa kerangka kerja sektor publik berbasis data OECD cukup membantu
untuk memahami peran penting data dalam layanan publik karena menjabarkan beberapa
lapisan tata kelola data. Kerangka kerja ini diambil dari praktik yang baik dalam pengelolaan
dan berbagi data dalam sektor publik, data pemerintah terbuka, dan pemerintahan digital.
Dengan demikian, kerangka kerja ini lebih mungkin untuk membantu kita memahami
kompleksitas tata kelola data di sektor publik.




2.2 Pelayanan Publik: Memastikan Pemenuhan Hak Warga

Secara sempit pelayanan publik dapat diartikan sebagai layanan atas keperluan individu atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Meutia, 2017). Pelayanan publik juga dapat
diartikan sebagai pelayanan yang, terutama atau seluruhnya, didanai oleh pajak. Biasanya
pelayanan publik mencakup bidang manajemen publik: pemerintah pusat dan daerah,
kesehatan, pendidikan, pertahanan, peradilan/urusan dalam negeri (Humphreys, 1998).
Penilaian akan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui pendekatan bagaimana
keberhasilannya dalam memenuhi kepentingan warga negara sebagai konstituen utama.
Dengan demikian pendekatan akan sistem manajemen publik mengalami sejumlah evolusi.
Idealnya negara akan menyesuaikan dan menerapkan sistem yang dapat memenuhi
kebutuhan warga negaranya.

Di Indonesia, akses warga terhadap pelayanan publik dijamin oleh UUD 1945 serta
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik (UU 12/2005). Sebagai hak konstitusional, Pasal 31 dan Pasal 34
UUD 1945 menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan publik (pendidikan dan
kesehatan) yang layak. Kemudian, sebagai hasil ratifikasi Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik, warga mempunyai hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan
urusan publik. Dengan demikian, negara melalui pemerintah mempunyai kewajiban positif
untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak warga (Carey,
Gibney, dan Poe, 2010). Menurut Katharina et al. (2017), betapapun implementasi pelayanan
publik di Indonesia semakin maju, nyatanya warga belum diposisikan sebagai pemegang hak
yang harus dilibatkan dalam setiap tahap pelayanan publik (perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi).

Pada awal perkembangan pelayanan publik (akhir abad 19), pendekatan yang digunakan
adalah old public administration. Pendekatan ini mengacu pada model kepegawaian dengan
prinsip hierarki dan meritokrasi. Old public administration (OPA) memiliki sejumlah ciri khas
seperti: mengandalkan kontrol terpusat, menetapkan aturan dan pedoman, memisahkan
pembuatan kebijakan dari implementasi, dan menggunakan struktur organisasi hierarkis
(Osborne, 2006). Meski telah diadopsi oleh beberapa negara, pendekatan ini bukan tanpa
cela. Banyak birokrasi publik dipandang tidak efisien, mementingkan diri sendiri, dan dibentuk
secara fundamental oleh faktor ekonomi politik yang mendasarinya (Robinson, 2015).



Masuk pada era selanjutnya, reformasi birokrasi terpusat diikuti oleh meningkatnya
popularitas pendekatan New Public Management (NPM). Pendekatan NPM mendapat
dukungan sejak tahun 1990-an, terutama dimotivasi oleh kegagalan gelombang pertama
reformasi sektor publik pada tahun 1980-an. Landasan teoretisnya terletak pada teori pilihan
publik dan masalah prinsipal-agen yang mengklaim bahwa kepentingan pribadi individu
mendorong perilaku birokrasi.* Persaingan, pendelegasian, kinerja, dan daya tanggap
menawarkan tolok ukuruntuk mengatur perilaku birokrasi dan hasil yang lebih baik (Dunleavy
dan Hood, 1994; McCourt, 2013). Namun demikian, reformasi NPM dikritik karena penekanan
tunggal pada prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, melemahnya akuntabilitas
demokratis dengan pembentukan lembaga eksekutif, dan kegagalan mereka untuk
mengedepankan kebutuhan warga sebagai fokus utama upaya reformasi sektor publik
(Minogue, Polidano dan Hulme, 1998).

Dalam menanggapi masalah konseptual dan praktis yang dihadapi oleh old public
administration dan pendekatan new public management, sejumlah ahli mengembangkan
konseptualisasi baru dari manajemen publik yang berangkat dari skema sebelumnya, yakni
pendekatan New Public Service (NPS). Pendekatan ini dimulai dengan premis bahwa fokus
manajemen publik harus warga negara, komunitas dan masyarakat sipil. Dalam konsepsi ini,
peran utama pegawai negeri adalah membantu warga negara mengartikulasikan dan
memenuhi kepentingan bersama mereka alih-alih mengendalikan atau mengarahkan
masyarakat (Denhardt dan Denhardt, 2000). Model New Public Service mendekati manajemen
publik dari sudut pandang teori demokrasi yang didasarkan pada gagasan tentang warga
negara yang terlibat aktif.



Tabel 2-2 Corak Pelayanan Publik

Teori

Rasionalitas
dan model
perilaku
manusia

Konsepsi
kepentingan
umum

Peran
Pemerintah

Tanggung
jawab

Akuntabilitas

Struktur
organisasi

Old Public
Administration

Teori politik (hierarki
dan meritokrasi)

New Public
Management

Teori ekonomi

New Public
Service

Teori demokrasi

Rasionalitas
administratif,
kepentingan umum

Rasionalitas teknis dan
ekonomi, kepentingan
pribadi

Rasionalitas strategis,
kepentingan warga

Kepentingan publik
secara politis dijelaskan
dan diungkapkan dalam
aturan hukum

Agregasi kepentingan
individu

Dialog tentang nilai-nilai
bersama

“Mendayung"”,
implementasi yang
berfokus pada tujuan
yang ditentukan
secara politis

“Kemudi", berfungsi
sebagai katalis untuk
melepaskan kekuatan
pasar

“Melayani", menegosiasikan
dan menengahi kepentingan
di antara warga negara

Klien dan konstituen

Pelanggan

Warga

Hierarki — administrator
bertanggung jawab
kepada pemimpin
terpilih

Berorientasi pasar,
dihasilkan dari akumulasi
kepentingan pribadi

Pegawai negeri multifaset
yang dipandu oleh hukum,
nilai, norma profesional, dan
kepentingan warga negara

Organisasi birokrasi
dengan otoritas
top-down dan
kontrol klien

Publik terdesentralisasi
organisasi dengan
kontrol utama di dalam
agensi

Struktur kolaboratif dengan
kepemimpinan bersama

Sumber: Denhardt dan Denhardt, 2000

Selain kebutuhan ekonomi dan sosial, pemicu perubahan pendekatan pelayanan publik
adalah munculnya teknologi (baru). Keberadaan teknologi dimaknai sebagai bagian dari
strategi modernisasi dan inovasi pemerintah, menciptakan nilai publik melalui keterlibatan
ekosistem pemangku kepentingan yang luas, serta menawarkan peluang untuk merespons
kebutuhan warga dengan lebih baik (OECD, 2017). Dengan demikian, pemerintah perlu
memiliki kesadaran terlebih dahulu untuk memetakan, memahami, dan mengintegrasikan
tuntutan dan kebutuhan warga dengan lebih baik dalam desain dan penyampaian strategi
layanan publik. Pemerintah Indonesia sendiri berusaha menerapkan pelayanan publik
berbasis elektronik yang tercermin dalam Perpres 95/2018 tentang SPBE. Termasuk dalam
hal ini perhatian terhadap data sebagai landasan pembuatan kebijakan (data-driven policy
making) yang diatur dalam Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Oleh karena itu,
patut disadari bahwa data publik merupakan aset vital untuk menerapkan pendekatan yang
memungkinkan pemerintah merancang dan menyesuaikan pelayanan publik dengan lebih
baik (OECD, 2017).



Idealnya, penerapan data sebagai landasan pembuatan kebijakan berjalan beriringan dengan
penghormatan terhadap hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini, hak digital (digital rights)
dalam pelayanan publik berbasis teknologi harus tetap diutamakan.® Artinya, hak asasi
fundamental yang berlaku/sudah diterapkan dalam dunia luring harus tetap berlaku dan
diterapkan di dunia digital. Digital rights mencakup tiga hak utama dalam konteks kegiatan
digital. Pertama, hak untuk mengakses informasi. Kedua, hak untuk berekspresi. Ketiga, hak
atas rasa aman. Pada penerapan new public service yang berbasiskan transformasi digital,
hak digital merupakan elemen penting yang tidak boleh luput dalam proses dan implementasi
pemberian layanan kepada warga.

2.3 Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik:
Beberapa Regulasi Kunci

Seiring komitmen pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan satu data (Satu Data
Indonesia) dan e-government (SPBE), tata kelola data menjadi penting. Setidaknya, ada 5
manfaat potensial dari e-government, yakni: (1) layanan "berorientasi pada warga" yang lebih
efisien, terjangkau, dan nyaman; (2) akses lebih luas terhadap informasi mengenai layanan
dan program pemerintah; (3) akses “mulus” yang terintegrasi secara horizontal ke semua
cabang dan tingkat pemerintahan melalui titik akses “satu pintu” seperti situs web dan pusat
panggilan; (4) pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif; (5) kesempatan
lebih luas bagi warga untuk memberi masukan langsung dan berpartisipasi dalam proses
pembuatan kebijakan.

Senada dengan hal di atas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dengan jelas menyebut asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan
dengan penerapan e-government, terutama dalam perwujudan asas partisipatif, keterbukaan,
akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan (Pasal 4).
Kesehatan dan pendidikan merupakan 2 dari 6 jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh
setiap warga negara dan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua daerah.® Hal ini tercantum secara eksplisit dalam PP 2/2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal.

Kemudian, merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang
bersifat nasional. Pada ayat (4) dijelaskan bahwa Penyelenggara berkewajiban mengelola
Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik,
sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan,
maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja. Berdasarkan hal tersebut,
dapat dipahami bahwa pelaksanaan e-government akan mempermudah penyelenggaraan
pelayanan publik. Selain itu, pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman Republik
Indonesia maupun perwakilan akan lebih mudah dalam proses pengawasannya.

Namun demikian, merujuk pada Tabel 2-2, berdasarkan rasionalitas dan model perilaku
manusia, akuntabilitas, tanggung jawab, hingga struktur organisasi, Indonesia tampak masih
terjebak pada model pelayanan publik lama yakni old public administration.



2.3.1 E-government dan SPBE di Indonesia
Adopsi e-government sering keliru dipahami sebagai sekadar penyelenggaraan pelayanan
secara elektronik dengan teknologi informasi (e-services) tanpa pemahaman yang memadai
bahwa e-government membutuhkan kapasitas, kemauan politik, perbaikan terus-menerus,
dan pembiayaan yang memadai (Aritonang 2017). Padahal, Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government (Inpres
3/2003) sudah cukup jelas menunjukkan bahwa aplikasi justru muncul pada tahapan akhir
sesudah SDM, sarana akses, sosialisasi, keterhubungan antarmuka, dan interoperabilitas
dipastikan siap. Inpres 3/2003 menyebut empat tingkatan implementasi e-government yang
masing-masing tingkatannya dapat dicapai secara bertahap, yaitu:
1. Persiapan, meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM,
penyiapan sarana akses yang mudabh, sosialisasi situs informasi internal dan publik.
2. Pematangan, meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan
antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Pemantapan, meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan
interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
4. Pemanfaatan, meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat
pemerintah ke pemerintah (government to government/G2G), pemerintah ke bisnis
(government to business/G2B), dan (pemerintah ke warga (government to
citizen/G2C) yang terintegrasi.

Inpres 3/2010 juga mengamanatkan bahwa tujuan pengembangan e-government adalah
untuk mendukung good governance (termasuk transparansi dan akuntabilitas publik) serta
mempercepat proses demokrasi. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Adapun dalam program prioritas, e-government merupakan salah satu sektor prioritas
Pembangunan Pitalebar Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014
tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.” Dalam Pasal 7 Perpres 96/2014
dicantumkan prioritas pembangunan Pitalebar Indonesia pada lima sektor, vyaitu
e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik dan e-Pengadaan.

Masih sejalan dengan semangat e-government, tahun 2018 terbit Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara umum,
Perpres 95/2018 mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.®
Perpres 95/2018 juga mengakui bahwa tata kelola dan manajemen sistem diperlukan untuk
meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE di tingkat nasional.



2.3.2 Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia sebenarnya berlandaskan pada prinsip Open Data yang
perkembangannya tidak lepas dari inisiatif Open Data global.® Di tingkat global, upaya
mendorong transparansi pemerintah telah disokong oleh Open Government Partnership
(OGP) yang dibentuk tahun 2011 sebagai “platform internasional bagi para reformis
domestik yang berkomitmen untuk membuat pemerintahan mereka lebih terbuka, akuntabel,
dan responsif kepada warga."'"® Open Data Charter ditandatangani pada 2013 oleh
negara-negara G-8, menetapkan prinsip “open by default.” Kesepakatan ini lantas memicu
seruan agar ‘“revolusi data" menjadi fokus perhatian dalam agenda pembangunan
pasca-2015, termasuk dialog tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals).”" Inisiatif penting lainnya termasuk Open Data for
Development Partnership (OD4D), yang terdiri dari 65 bilateral, multilateral, yayasan, dan
organisasi nonpemerintah; Kelompok Kerja Data Terbuka OGP; Open Contracting Data
Partnership; dan Kemitraan Global untuk Data Pembangunan Berkelanjutan (Global
Partnership for Sustainable Development Data); juga sarana seperti Open Data Barometer
yang menyediakan informasi tentang ketersediaan data di lebih dari 90 negara.

Open Data-yakni "data digital yang tersedia dengan karakteristik teknis dan legal yang
diperlukan untuk dapat digunakan, digunakan kembali, dan didistribusikan kembali secara
bebas oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja"™® —telah menarik banyak perhatian sebagai
sarana berinovasi, memberi nilai tambah, dan meningkatkan kinerja berbagai sektor. Dengan
atribut "ketersediaan dan akses, penggunaan kembali dan redistribusi, dan partisipasi
universal" yang melekat padanya, Open Data punya manfaat potensial dalam pelayanan
publik, antara lain mendorong inovasi dan efisiensi.

Open Data telah menarik banyak perhatian sebagai sarana berinovasi, memberi nilai tambah,
dan meningkatkan kinerja berbagai sektor. Dengan atribut "ketersediaan dan akses,
penggunaan kembali dan redistribusi, dan partisipasi universal"'? yang melekat padanya,
Open Data punya manfaat potensial dalam pelayanan publik, antara lain mendorong inovasi
dan efisiensi.

Sebagai bagian dari Open Data, Open Government Data (OGD)—yaitu data yang “dimiliki oleh
pemerintah nasional, regional, lokal, dan kota, lembaga pemerintah internasional, dan jenis
lembaga lainnya di sektor publik yang lebih luas"™ —telah dikaitkan dengan dampak positif
bagi sektor publik. Bank Dunia (2015) menyebut manfaat OGD, antara lain: (1) mendorong
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; (2) meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan cakupan pelayanan publik; (3) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi warga negara; serta (4) memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik di
dalam pemerintahan itu sendiri.” OECD pun mengungkap manfaat serupa, yaitu: (1)
meningkatkan akuntabilitas pemerintah, transparansi, daya tanggap, dan kontrol demokra-
tis; (2) mempromosikan pemberdayaan diri, partisipasi sosial, dan keterlibatan warga
negara; (3) membangun generasi pelayan publik yang berdaya; dan (4) menciptakan nilai
bagi perekonomian yang lebih luas.™



demokratis; (2) mempromosikan pemberdayaan diri, partisipasi sosial, dan keterlibatan
warga negara; (3) membangun generasi pelayan publik yang berdaya; dan (4) menciptakan
nilai bagi perekonomian yang lebih luas.'®

Perpres 39/2019 tentang Satu Data memberikan pedoman nasional pelaksanaan Open Data
untuk pembangunan di Indonesia. Beberapa daerah pun menyusun atau mengoreksi
peraturan terkait implementasi Satu Data di wilayahnya. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat
mencabut Perda Provinsi Jawa Barat 24/2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat
dan menggantinya dengan Perda Provinsi Jawa Barat 4/2021 tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.’® Namun, dalam Perda Provinsi Jawa
Barat 4/2021 ini, pengertian data direduksi menjadi sekadar angka dengan definisi: data
adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.'”

Sebelum pandemi, Indonesia telah memiliki regulasi tentang e-government (Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Satu Data Indonesia yang sebenarnya dibangun di
atas prinsip Open Data. Regulasi ini meletakkan dasar yang cukup baik untuk tata kelola data
di tingkat nasional. Namun hingga akhir tahun 2021, undang-undang khusus tentang privasi
dan perlindungan data pribadi masih belum ada, sehingga perlindungan terhadap privasi dan
data pribadi menjadi tidak komprehensif atau cenderung sektoral. Sebagai contoh, pada April
2020, protokol tata kelola data anak yang dirilis oleh Gugus Tugas Covid-19 —sebelum Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/KPC-PEN dibentuk— baru memuat
ketentuan tata kelola data anak pada distribusi layanan kesehatan dan bantuan sosial, tetapi
tidak secara spesifik menyebut aturan tata kelola data anak pada layanan pendidikan.
Berdasarkan protokol tersebut, pengumpulan data pribadi anak harus dilakukan dengan
persetujuan orangtua dan hanya dipertukarkan di antara kementerian/lembaga (K/L) melalui
persetujuan tertulis yang memuat spesifikasi data yang dikumpulkan/diambil. Saat ini, di
Indonesia terdapat setidaknya 32 regulasi sektoral terkait privasi dan data pribadi.

2.3.3 Regulasi Tata Kelola Data Sektor Kesehatan

Tata kelola data sektor kesehatan memiliki landasan regulasi yang secara umum telah
mengamanatkan pembangunan dan pelaksanaan sistem informasi. Hal ini dapat dilihat
melalui Pasal 168 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU 36/2009) tentang Kesehatan
yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien
memerlukan informasi kesehatan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
Aspek-aspek penting dalam implementasi sistem informasi ini diatur melalui peraturan-
peraturan turunan, yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 (PP 46/2014) tentang
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017
(Permenkes 46/2017) tentang Strategi E-Kesehatan Nasional. Berikut aspek penting dalam
PP 46/2014:



Tabel 2-3 Rangkuman PP 46/2014

Aspek

Data
kesehatan

Sumber
data dan
informasi
kesehatan

Penyimpanan
data dan
informasi

Kesehatan

Keamanan dan
kerahasiaan
informasi

Pengelolaan
SIK

Penjelasan

Regulasi ini mengatur definisi data, yakni Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan
data kesehatan terdiri dari data rutin dan data nonrutin. Data nonrutin terdiri
atas data khusus dan data luar biasa. Pengertian data luar biasa ini meliputi
data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan
kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan demikian data terkait pandemi
Covid-19 termasuk data kesehatan nonrutin.

Pasal 13 ayat (1) menyebutkan data dan informasi kesehatan bersumber dari:
a) fasilitas kesehatan; dan b) masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
Selain dua sumber itu, Pasal 13 ayat (2) sumber lain seperti dari instansi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Terkait penyimpangan, Pasal 22 mengatur bahwa penyimpanan data dan
informasi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas
milik pihak lain dalam negeri, dengan ketentuan:

a. pemilik data dan informasi kesehatan yang disimpan tersebut tidak
dapat melepaskan tanggung jawab atas kerahasiaan informasi;

b. pemilik data dan informasi kesehatan wajib menyampaikan
laporan penyimpanan Data dan Informasi Kesehatan tersebut
kepada Menteri; dan

c. harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait aksesibilitas arsip.

Tambahan, pada bagian Penjelasan, pemilik data diartikan sebagai pengelola
SIK di tingkat Nasional, Provinsi, Kab/Kota, Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 24 ayat (1) menjamin keamanan dan kerahasiaan melalui tugas Menteri
untuk menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna informasi kese-
hatan.

Pasal 26 ayat (1) mengatur SIK wajib dikelola oleh Pemerintah (untuk SIK Nasi-
onal), Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.




Aspek Penjelasan

Sumber Menurut Pasal 44 ayat (2) Sumber daya SIK terdiri atas a) perangkat dan b)
daya SIK sumber daya manusia. Dalam hal ini, perangkat juga meliputi infrastruktur
jaringan yang kemudian disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1) dibangun secara
bertingkat dan terintegrasi mulai dari Nasional (Menteri) hingga Daerah
(Gubernur atau Bupati/Walikota). Terkait dengan SDM, Pasal 51 ayat (1)
menyebutkan unit pengelola SIK Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki SDM yang mengelola SIK.
Dalam Pasal 51 ayat (4) menyebutkan SDM tersebut terdiri atas:

a. pemimpin dan penanggung jawab;

b. pengumpul dan penginput data;

c. pengolah data;

d. pelaksana penyebarluasan Informasi Kesehatan dan

pelaporan; dan

e. pemelihara teknis Sistem Elektronik Kesehatan
Namun, Pasal 55 menyebutkan pengecualian dalam hal Fasilitas Pelayanan
Kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan/atau kepulauan yang memiliki
keterbatasan SDM, pengelolaan SIK dapat dilakukan oleh dokter, dokter gigi,
perawat, dan/atau bidan sampai tersedianya sumber daya manusia Sistem
Informasi Kesehatan.

Peran serta Regulasi ini juga menjamin keterlibatan aktif masyarakat melalui Pasal 73 ayat
masyarakat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan SIK dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengumpu-
lan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, dan penggunaan data dan
informasi kesehatan serta pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan
pendanaan Sistem Informasi Kesehatan.

Sumber: Penulis, dirangkum dari PP 46/2014

Kendati PP 46/2014 telah menyebutkan beberapa aspek penting seperti peran dalam tata
kelola data, SDM, serta partisipasi masyarakat, penelitian ini menemukan beberapa pasal
yang masih perlu diperhatikan. Pertama, Pasal 22 menyebutkan bahwa penyimpanan data
dan informasi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik pihak
lain dalam negeri yang kemudian disebut sebagai pemilik data dan informasi kesehatan
(Bagian Penjelasan, him. 8). Hal ini tidak sesuai dengan pemahaman berdasarkan diskursus
internasional yang menegaskan bahwa kepemilikan data melekat pada individu atau entitas
selaku subjek data;, sedangkan pihak yang menyimpan data disebut sebagai pengelola
data.”® Pemahaman komprehensif ini sudah/sedang diadopsi ke dalam naskah regulasi
mengenai data seperti RUU Pelindungan Data Pribadi'®, sehingga penjelasan pada PP
46/2014 tentang SIK perlu disesuaikan kembali. Kedua, SDM yang mengelola SIK merupakan
SDM yang terpisah dari tenaga kesehatan kecuali pada fasilitas pelayanan kesehatan yang
mengalami keterbatasan SDM di daerah terpencil, perbatasan, dan/atau kepulauan. Akan
tetapi, aspek SDM dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan selama pandemi Covid-19
masih belum optimal sehingga berdampak pada beban tenaga kesehatan yang memiliki kerja

18 |ihat General Data Protection Regulation (GDPR) Artikel 4: https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/; juga https://rcpi-live-cdn.s3.ama-
zonaws.com/wp-content/uploads/2019/12/GDPR-Guidance-Doc-updated-December-2019.pdf, https://www.eu-patient.eu/globalassets/poli-
cy/data-protection/data-protection-guide-for-patients-organisations.pdf

19 RUU Pelindungan Data Pribadi dapat diakses melalui https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Ran-
cangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf



ganda, yakni menangani pasien dan proses pendataan.? Ketiga, peran serta masyarakat
dalam SIK telah dijamin dan masyarakat dapat dilibatkan dalam pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penyebarluasan, penggunaan, pengembangan, hingga pemantauan dan
evaluasi. Namun, belum jelas diperlihatkan seperti apa mekanisme partisipasi masyarakat
yang dijalankan.

Selain PP 46/2014 tentang SIK, terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017
(Permenkes 46/2017) tentang Strategi E-Kesehatan Nasional. Permenkes ini mengakui
bahwa penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat berpengaruh terhadap
bidang kesehatan, berupa: 1) meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan
upaya kesehatan serta kecepatan proses kerja terutama di fasilitas pelayanan kesehatan; 2)
mengoptimalkan aliran data sehingga meningkatkan ketersediaan data dan informasi
kesehatan yang berkualitas. Singkatnya, e-Kesehatan dapat dilihat sebagai bentuk
pemanfaatan TIK untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kesehatan agar mencapai
proses kerja yang efisien. Secara konkret, penerapan e-Kesehatan dapat berupa informasi
manajemen kesehatan, rekam medis, sistem surveilans, manajemen pengetahuan kesehatan,
telemedisin, mobile health, consumer health informatics, e-learning in health sciences, dan
medical research. Tabel di bawah merangkum sebagian identifikasi permasalahan yang telah
dicantumkan dalam Permenkes 46/2017 tersebut.

Tabel 2-4 Rangkuman Permenkes 46/2017

Permasalahan e-Kesehatan di Indonesia

Fragmentasi
SIK Nasional

Melalui Permenkes ini, diidentifikasi fragmentasi SIK Nasional berupa: 1)
lemahnya tata kelola SIK, 2) fragmentasi SIK, 3) lemahnya manajemen data
dan sistem penunjang pengambilan keputusan. Hal ini kemudian dinyatakan
mengakibatkan masih rendahnya ketersediaan dan kualitas data/informasi
kesehatan pada level Nasional.

Perlunya
penguatan
informatika

Perlunya pengembangan aplikasi dalam ekosistem SIK. Implementasi e-kese-
hatan memiliki enam komponen, yaitu: kebijakan, infrastruktur, aplikasi, stan-
dar, tata kelola, dan pengamanan.

kesehatan

Bervariasinya
Penerapan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi

Banyaknya inovasi TIK baik pengembangan secara mandiri maupun kerjasama.
Teknologi digunakan bervariasi, desain interface sesuai kebutuhan organisasi
penggunanya.

Minimnya
referensi
e-Kesehatan
Nasional

Perlu penguatan standar kualitas, terminologi, keamanan, interoperabilitas,
protokol pertukaran data.

Tingginya
Investasi untuk
Implementasi
e-Kesehatan

Investasi TIK memang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, jaringan,
dan aplikasi (aspek teknis), tetapi investasi yang lebih besar lagi berkaitan
dengan aspek sosio-teknis sebagai pendukung berjalannya infrastruktur TIK
tersebut seperti kebijakan, sumber daya manusia, dan pengelolaan TIK.




Kurangnya
SDM untuk
e-Kesehatan

Perlunya
regulasi yang
lebih teknis

Kepemimpinan
dan tata kelola

Strategi dan
investasi

Layanan dan
aplikasi TIK

Standar dan
interopera-
bilitas

Infrastruktur

Peraturan,
Kebijakan, dan
Pemenuhan
terhadap
Kebijakan

SDM

Permasalahan e-Kesehatan di Indonesia

Komposisi dan jumlah SDM e-kesehatan disesuaikan dengan tipe dan level
organisasi. Salah satu tantangan besar adalah memberikan pemahaman teknis
pada tenaga kesehatan dan medis, begitu pula sebaliknya memberikan pema-
haman kesehatan pada tenaga teknis.

Perlu pendetilan dalam panduan dan SOP dari berbagai macam e-Kesehatan di
organisasi kesehatan.

Status Implementasi e-Kesehatan Nasional

Sudah dibentuk tim inti SIK dan komite pengarah yang terdiri dari pemangku
kepentingan dari beberapa K/L.

Sudah ada roadmap SIK tahun 2015-2019.

Sistem informasi untuk pelayanan yang sudah dikembangkan, seperti: Kement-
erian Kesehatan memiliki: SIKDA Generik, SIMRS GOS, SIHA, SITT, SIM Survei-
lans, SI-PTM, SISMAL; BPJS memiliki P-Care; dan Industri memiliki SIMPUS,
SIMRS, SIM-Klinik. Data warehouse tingkat pusat akan mengintegrasikan berb-
agai sistem data.

Ada kerjasama yang berkelanjutan antara Kementerian Kesehatan, BSSN, dan
Kementerian Kominfo untuk menyusun standar e-Kesehatan nasional. Kemudi-
an sudah ada upaya mengadopsi ISO/IEC dan kesepakatan terhadap peman-
faatan NIK yang berpotensi sebagai identitas unik untuk mendukung integrasi
dan interoperabilitas antar sistem pelayanan kesehatan yang ada.

Beberapa Kabupaten/Kota menyediakan koneksi untuk Puskesmas dan
UPT-nya.

Regulasi teknis yang spesifik yang mengatur tentang e-Kesehatan belum
tersedia. Beberapa regulasi yang mendukung sedang disusun seperti RUU
Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kominfo tentang Keamanan
Informasi, dan sebagainya.

Telah dikembangkan beberapa Center of Excellent (CoE) Sistem Informasi
Kesehatan (9 Universitas) yang perlu diperluas serta adanya pengakuan
terhadap pentingnya tenaga fungsional untuk pengelolaan e-Kesehatan di
Fasilitas Layanan Kesehatan seperti tenaga perekam medis, statistisi, dan
pranata komputer.




Peluang pengembangan e-Kesehatan

Mekanisme Mengacu pada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, maka koordinasi
Koordinasi penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dilakukan sesuai dengan tingkat
Sistem Infor- masing-masing pemangku kepentingan.
masi Keseha- a. Pemerintah Pusat dalam menetapkan standarisasi SIK,
tan Nasional menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan SIK skala
Nasional, serta memfasilitasi pengembangan SIK skala Daerah.
b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah menyelenggarakan pengelolaan
dan pengembangan SIK skala Provinsi; dan
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan
pengelolaan dan pengembangan SIK skala Kabupaten/Kota.
Oleh karena salah satu kewenangan pemerintah pusat adalah melaksanakan
supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerin-
tahan yang menjadi kewenangan daerah, maka peran data dan informasi menja-
di sangat strategis.

Sumber: Penulis, dirangkum dari Permenkes 46/2017

Melalui sebagian identifikasi yang tercantum di Permenkes 46/2017, penelitian ini melihat
bahwa permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahun tersebut masih berlangsung dan
sangat terlihat selama pandemi Covid-19. Pertama, investasi TIK yang berhubungan dengan
infrastruktur dan SDM dinilai perlu ditingkatkan. Kedua, Permenkes 46/2017 telah menyebut
bahwa ada tantangan sistem yang beragam yang selama ini telah dibentuk oleh
masing-masing organisasi. Hal ini menunjukkan sisi peluang pengembangan bahwa perlu
adanya usaha untuk mengintegrasikan sistem. Ketiga, telah teridentifikasi bahwa dalam
pembangunan e-Kesehatan diperlukan standar kualitas, terminologi, keamanan,
interoperabilitas, dan protokol pertukaran data. Semasa pandemi Covid-19, hal ini cukup
signifikan mengingat beberapa sistem penanganan dan pelaksanaan e-Kesehatan
menghubungkan data dengan sektor lain (misalnya, kependudukan). Hal tersebut juga
menunjukkan pentingnya kolaborasi antar pihak. Keempat, regulasi teknis dan SOP yang
lebih  spesifik  dibutuhkan untuk  menunjang implementasi  e-Kesehatan.

2.3.4 Regulasi Tata Kelola Data Sektor Pendidikan

Pada sektor pendidikan, terdapat sistem data yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yaitu Data Pokok Pendidikan
(Dapodik). Diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun
2015 (Permendikbud 79/2015) tentang Data Pokok Pendidikan, Dapodik merupakan basis
data yang berisikan data siswa, guru, sekolah, hingga kurikulum. Hingga saat ini dapodik
digunakan sebagai rujukan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan.
Kewenangan Dapodik ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—kini Pusat Data dan Informasi Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Di lain pihak, produsen
data merupakan kewenangan satuan pendidikan sekolah.

Secara umum, Permendikbud 79/2015 menjadi satu-satunya regulasi acuan akan
terbentuknya sistem Dapodik Indonesia. Penjelasan lebih rinci mengenai dapodik dapat
dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2-5 Rangkuman Permendikbud 79/2015

Aspek

Definisi
Data Pokok
Pendidikan

Sumber
Data Pokok
Pendidikan

Penyimpanan
GETEWET)
informasi
pendidikan

Keamanan dan
kerahasiaan
informasi

Pengelolaan
Dapodik

Pembagian
kewenangan
Dapodik

Penjelasan

Pasal 1 ayat (2): Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan,
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui
secara online.

Masih dalam pasal 1 ayat (2), sumber data pendidikan berasal dari satuan
pendidikan yang diperbaharui secara online. Adapun entitas data yang
dimaksud meliputi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan,
peserta didik dan substansi pendidikan.

Terkait penyimpanan, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyimpanan data
yang terintegrasi disimpan pada infrastruktur pendataan pada Kementerian.
Tambahan pada pasal 7: pengumpulan data yang diintegrasikan oleh PDSPK
dilaksanakan melalui mekanisme sinkronisasi Dapodik.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan salah satu fungsi PDSPK adalah memastikan
komitmen institusi lain pengguna data untuk ikut menjaga kerahasiaan data
pendidikan.

Kemudian pada pasal 15 pengawasan atas sistem Dapodik dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data.

Pasal 12 ayat (1) mengatur secara menyeluruh mengenai tugas dan fungsi
PSDPK diantaranya merancang basis data; membangun suatu pusat data dan
mengintegrasikan data hasil dari pengumpulan data; menetapkan mekanisme
standar bagi sistem/aplikasi yang terhubung dengan Dapodik; memastikan
komitmen institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga kerahasiaan data di
Dapodik.

Terdapat pembagian kewenangan dalam sistem dapodik yang disebutkan pada
Permendikbud 79/2015 antara lain:

1. PDSPK melakukan pengelolaan dan integrasi sistem Dapodik

2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah secara umum bertugas merancang prosedur pengumpulan
data, termasuk pemanfaatan dapodik bagi institusi lain.

3. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan mengumpulkan data
evaluasi akhir peserta didik dan akreditasi melalui sistem transaksional
yang mengacu kepada Dapodik secara online.

4. Unit kerja eselon | lain di lingkungan Kemendikbudristek mempunyai tugas
pengumpulan data, koordinasi, hingga kontribusi output sistem ke dalam
dapodik.




Aspek Penjelasan

Pembagian Terdapat pembagian kewenangan dalam sistem Dapodik yang disebutkan pada
kewenangan Permendikbud 79/2015 antara lain:
Dapodik

1. PDSPK melakukan pengelolaan dan integrasi sistem Dapodik

2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah secara umum bertugas merancang prosedur pengumpulan
data, termasuk pemanfaatan dapodik bagi institusi lain.

3. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan mengumpulkan data
evaluasi akhir peserta didik dan akreditasi melalui sistem transaksional
yang mengacu kepada Dapodik secara online.

4. Unit kerja eselon | lain di lingkungan Kemendikbudristek mempunyai tugas
pengumpulan data, koordinasi, hingga kontribusi output sistem ke dalam
Dapodik.

5. Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota bertugas dalam pengisian
dan pengiriman data pengawas sekolah; sosialisasi, bimbingan, dan
layanan teknis; melakukan pengelolaan manajemen pendataan; melaku-
kan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; memanfaat-
kan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program pemba-
ngunan pendidikan di wilayah masing-masing. Dinas Pendidikan provinsi
dan kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung
kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan pendidikan
maupun tingkat daerah.

6. Satuan pendidikan melakukan pengisian dan pengiriman data melalui
Dapodik; pemutakhiran data secara berkala sekurangkurangnya satu kali
dalam satu semester; memeriksa dampak data yang telah diisikan pada
aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan men-
jamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.

Peran serta Tidak disebutkan secara eksplisit maupun implisit.
masyarakat

Sumber: Penulis, dirangkum dari Permendikbud 79/2015

Secara keseluruhan Permendikbud 79/2015 yang mengatur sistem dapodik telah
menyebutkan kewenangan dalam pengumpulan, pengelolaan, hingga infrastruktur basis data
pendidikan. Pada tabel di atas, dapat dilihat beberapa aspek yang menjadi sorotan seperti
definisi yang jelas atas data pokok pendidikan, pengaturan kewenangan, dan pengelolaan
sistem terpusat yang dilakukan PDSPK atau saat ini Pusdatin.

Instruksi pengelolaan Satu Data pokok pendidikan dari Kemendikbud hadir sebelum regulasi
sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui Perpres 95/2018 dan Satu Data Indonesia
melalui Perpres 39/2019. Namun demikian, dalam proses penelusuran yang tim lakukan,
belum ada aturan revisi maupun aturan turunan penyesuaian dapodik atas Perpres 95/2018
dan Perpres 39/2019. Aturan revisi atau turunan tersebut utamanya berhubungan dengan
upaya penyesuaian terkait peran serta masyarakat dalam perbaikan data, maupun partisipasi
yang tertuang dalam Perpres 39/2019 mengenai Satu Data Indonesia.



Selain bersumber dari dapodik, data ekosistem pendidikan yang berada di bawah naungan
Kementerian Agama menggunakan basis data bernama Education Management Information
System (EMIS). EMIS diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama dan Surat Keputusan
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Pendis (Pendidikan Islam). EMIS berisikan informasi mengenai data peserta
didik, tenaga pendidik, hingga satuan pendidikan. Pada level kementerian, kewenangan atau
tanggung jawab EMIS berada pada Sekretaris Direktorat Jenderal, u.b. Kepala Bagian Data,
Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat. Selain EMIS yang dikembangkan untuk
madrasah, Kemenag juga menyediakan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Kementerian Agama (SIMPATIKA) untuk pendidik dan tenaga
kependidikan serta Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) bagi guru agama.
Untuk pendidikan tinggi keagamaan Islam, mahasiswa dan pendidik dapat mengakses
aplikasi. Setelah menjabarkan peran data dalam pelayanan publik dan kaitannya dengan
pemenuhan hak warga, juga mengulas regulasi yang menjadi acuan transformasi digital
pelayanan publik serta tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan, pada bagian berikut
kami akan menguraikan operasionalisasi riset ini.

Setelah menjabarkan peran data dalam pelayanan publik dan kaitannya dengan pemenuhan
hak warga, juga mengulas regulasi yang menjadi acuan transformasi digital pelayanan publik
serta tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan, pada bagian berikut kami akan
menguraikan operasionalisasi riset ini.
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Metodolog:



Riset ini berupaya memahami sejauh mana transformasi digital pada pemerintahan
mendukung pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 dengan meneliti fenomena pada
tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan selama periode Maret 2020--November
2021. Mengambil lima jenis layanan publik sebagai subjek penelitian, riset ini menempatkan
fokus pada 3 area utama, yaitu kerangka regulasi, kapasitas institusional/kelembagaan, dan
mekanisme akuntabilitas.

3.1 Pendekatan

Melalui tabel berikut, kami menjabarkan ketiga area utama sebagai fokus riset ini.



Tabel 3-1 Ringkasan Operasionalisasi Konsep?'

Area Penelitian

Instrumen

Pertanyaan Penelitian 1: Bagaimana tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan selama
pandemi COVID-19 memengaruhi pelayanan publik di kedua sektor tersebut?

1. Kerangka Regulasi

Luaran:

Analisis kebijakan mengenai tata kelola data sektor

kesehatan dan pendidikan selama pandemi COVID-19

mencakup:

* Prinsip dan standar tata kelola data,

* Proses tata kelola data,

* Peran, fungsi, dan tanggung jawab pemangku
kepentingan (terutama pihak-pihak yang terlibat
dalam tata kelola data),

+ Kebijakan yang dapat ditingkatkan implementasinya
dan/atau perlu diselaraskan.

Studi pustaka terhadap dokumen kunci
(antara lain peraturan perundang-
undangan, artikel ilmiah, laporan
akademik).

Wawancara mendalam dengan pihak yang
terlibat dalam tata kelola data dan pakar .

Area Penelitian Instrumen

2. Kapasitas Institusional/Kelembagaan

Luaran:

Analisis kapasitas kelembagaan:

* Tugas dan tanggung jawab, serta sumber day
pengelola data,

« Praktik tata kelola data yang aktual terjadi di lapangan
(antara lain ketersediaan data, kesesuaian data
dengan kebutuhan pelayanan publik sektor kesehatan
dan pendidikan, integrasi data, tantangan tata
kelola data)

+ Dukungan yang aktual diberikan kepada penanggung
jawab dan pengelola data.

Studi kasus (level nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota) yang dikembangkan dari
studi pustaka, wawancara mendalam, dan
rangkaian diskusi dengan para pemangku
kepentingan terkait.

3. Mekanisme Akuntabilitas

Luaran:

Analisis reflektif/evaluatif pada mekanisme
akuntabilitas yang telah berjalan saat ini.

Studi kasus (level nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota) yang dikembangkan dari
studi pustaka, wawancara mendalam, dan
rangkaian diskusi dengan para pemangku
kepentingan terkait (melalui FGD atau
workshop).

Pertanyaan Penelitian 2: Bagaimana merespons dengan pendekatan yang lebih baik untuk tata

kelola data sektor kesehatan dan pendidikan?

Luaran:

Pembelajaran dan rekomendasi perbaikan tata kelola
data sektor kesehatan dan pendidikan untuk
mengoptimalkan layanan publik sektor kesehatan

dan pendidikan selama pandemi COVID-19.

Studi kasus (level nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota) yang dikembangkan dari
studi pustaka, wawancara mendalam, dan
rangkaian diskusi dengan para pemangku
kepentingan terkait.

Sumber: Penulis.

21 Detail operasionalisasi konsep riset ini dapat dilihat pada Lampiran 3.




Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu penyelidikan intensif dan
sistematis tentang seorang atau beberapa individu, kelompok, komunitas, atau unit lain yang
dilakukan secara mendalam untuk menggeneralisasi beberapa aspek/area/variabel unit
(Gustafsson, 2017; Yin, 2003). Menimbang kompleksitas topik, penelitian ini menggunakan
multiple case studies yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang kasus
sebagai satu unit, melalui perbandingan persamaan maupun perbedaan kasus-kasus
individual.

Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan pada tiga tingkat pemerintahan berikut: tingkat
nasional Indonesia, tingkat provinsi di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan tingkat
kabupaten/kota di wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wilayah studi kasus dipilih
dengan kriteria berikut:

1. Tingkat keparahan dampak pandemi Covid-19 terhadap wilayah tersebut terutama

di sektor kesehatan dan sektor pendidikan,

2. Daerah yang punya inisiatif open data,

3. Aksesibilitas data,

4. Tindakan afirmatif untuk daerah di luar Pulau Jawa,

5. Potensi untuk menindaklanjuti atau meneruskan engagement setelah riset selesai.
Dengan melakukan studi kasus pada tingkat pemerintahan di tiga wilayah berbeda, penelitian
ini diharapkan dapat menangkap gambaran situasi di lapangan yang lebih menyeluruh dan
cukup akurat tentang tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan selama pandemi
Covid-19.

3.1.1 Profil Indonesia

Indonesia memiliki 34 provinsi dan jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa.?? Terkait
fasilitas kesehatan, total jumlah Puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2020
adalah 10.205 puskesmas, yang terdiri dari 4.119 puskesmas rawat inap dan 6.086
puskesmas nonrawat inap.2? Kemudian untuk fasilitas klinik, terdapat 10.238 klinik pratama
dan 1.109 klinik utama di Indonesia.?* Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun
2019 terdiri dari 2.344 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 533 Rumah Sakit Khusus (RSK).?
Merujuk pada standar World Health Organisation (WHO), keterpenuhan atau tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan
di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio jumlah tempat tidur rumah sakit terhadap 1.000
penduduk. Jika melihat data 2015 hingga 2020, rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit
per 1.000 penduduk Indonesia masih sangat rendah (lihat gambar di bawah).?
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Gambar 3.1 Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 Penduduk 2015-2020
Sumber. BPS (2020)

Merebaknya pandemi Covid-19 jelas menambah beban fasilitas kesehatan yang
kapasitasnya minim ini. Terbukti pada Juli-Agustus 2021, sistem kesehatan Indonesia kolaps
menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Sementara itu, sektor pendidikan menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan proses
belajar di tengah variasi kondisi geografis dan latar sosial ekonomi peserta didik maupun
tenaga kependidikannya.

Tabel 3-2 Jumlah Murid di Berbagai Jenjang Pendidikan (2020)

. Jumlah Jumlah Rasio Rasio
Jenjang Jumlah . .
Pendidikan Murid Rombongan Ruang Murid Murid
Belajar Kelas per-Rombel per-Kelas
SD 25.203.371 1.121.739 1.112.993 22 1,01
SMP 10.112.002 347.047 387.606 29 0,90
SMA 4.976.127 159.177 177.323 31 0,90
SMK 5.249.149 183.585 185.819 29 0,99

Sumber: BPS, 2020

Di sektor pendidikan, hingga tahun 2020 terdapat 149.435 Sekolah Dasar (SD),
40.559 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13.939 Sekolah Menengah Atas (SMA),
14.301 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).?"

27BPS. (2020). Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2020. Jakarta: BPS..



3.1.2 Profil Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk paling banyak di Indonesia, pada 2020
tercatat sebanyak 49.935.858 jiwa. Provinsi Jawa Barat telah dikenal sebagai salah satu
wilayah yang memiliki sistem e-government terdepan di Indonesia.?? Pemprov Jawa Barat
(Diskominfo) memiliki kepemimpinan yang tinggi di bidang ini. Laman jabarprov.go.id
menggabungkan serangkaian inisiatif e-government di wilayah Jawa Barat.

Kasus pertama Covid-19 ditemukan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Menyikapi temuan itu,
Jawa Barat berinisiatif mengembangkan pikobar.jabarprov.go.id (dirilis 20 Maret 2020), portal
data dan informasi Covid-19 yang memuat berbagai indikator seperti kasus konfirmasi,
kematian, suspek, kontak erat, serta jumlah rapid test dan tes PCR. Pikobar sebagai basis
visualisasi metadata penelusuran kontak di Jawa Barat telah melampirkan privacy
disclaimer.® Pikobar juga memiliki forum diskusi Covid-19%. Akan tetapi, akurasi data jumlah
kasus antara Jawa Barat dan kabupaten/kota maupun pemerintah pusat masih menjadi
masalah.®

Terkait sektor pendidikan, Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan jumlah satuan
pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, SMK) terbanyak, total 38.386 unit.3? Sekitar
8.002.284 murid serta 456.964 guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah terdampak
pandemi ini.

3.1.3 Profil Kota Pontianak

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat dengan populasi 670.859 jiwa.
Kota Pontianak tercatat memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi dibanding kabupaten/kota
lain di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Adopsi e-government dan keterbukaan data di Kota Pontianak tampak dari laman
pontianakkota.go.id yang memuat e-budgeting, e-SAKIP, dan simekbang yang
termutakhirkan juga laman https://data.pontianakkota.go.id/. Data dan informasi mengenai
Covid-19 pun dapat diakses publik melalui covid19.pontianakkota.go.id dengan indikator
mencakup kontak erat, suspek, probable; kematian, hingga kasus aktif maupun non-aktif.
Meski demikian, tampaknya Kota Pontianak menggunakan sistem informasi yang berbeda
dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (https://dinkes.kalbarprov.go.id/-
covid-19/) yang menampilkan data Covid-19 dalam format gambar (JPEG) alih-alih open
data.



3.2 Strategi dan Instrumen Pengumpulan Data

3.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka berlangsung dari 21 Desember 2020 hingga 30 November 2021, dilakukan
terhadap dokumen kunci, antara lain peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan
akademik, dan pemberitaan yang relevan dengan tata kelola data sektor kesehatan dan
pendidikan.

3.2.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sesuai untuk proses penelitian
dengan pendekatan studi kasus yang bersifat eksploratif seperti riset ini. Wawancara
memungkinkan peneliti untuk memperoleh keterangan-keterangan faktual melalui
pertanyaan lanjutan, klarifikasi, dan kontekstualisasi studi kasus (Books, 1997).

Wawancara dilakukan untuk melihat tata kelola data di unit kerja kementerian (nasional) dan
unit kerja dinas terkait di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Selain itu, wawancara ini juga
menjadi titik awal pelibatan aktor-aktor kunci yang berperan langsung dalam tata kelola data
sektor kesehatan dan pendidikan,baik dalam tahap pengumpulan, penyimpanan, analisis,
agregasi, bagi-pakai, maupun penghapusan data.

Wawancara kami lakukan terhadap 32 narasumber dari 26 institusi/unit kerja pemerintah
sepanjang bulan Maret hingga April 2021.3% Seluruh wawancara dilakukan secara daring
melalui platform Zoom. Dari hasil wawancara ini, kami memperoleh gambaran awal
mengenai praktik tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan di tingkat provinsi Jawa
Barat dan Kota Pontianak.

3.2.3 Surveli Tertarget

Kami melakukan survei tertarget (targeted survey) pada fasilitas layanan kesehatan
(fasyankes) dan satuan pendidikan/sekolah untuk melihat tata kelola data pada unit terkecil
di lokasi studi kasus. Penentuan target survei dilakukan pada 5 April 2021 dengan
mempertimbangkan kriteria berikut:

Tabel 3-3 Kriteria pemilihan target survei

Fasilitas Layanan Kesehatan Satuan Pendidikan/Sekolah
1. Kabupaten/kota atau kecamatan dengan 1. Menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM)
jumlah kasus COVID-19 tinggi 2. Variasi karakter wilayah urban,
2. Variasi karakter wilayah urban, suburban, rural suburban, rural

3. Kondisi fasilitas layanan kesehatan terbatas 3. Terdiri dari sekolah di bawah koordinasi
Kemendikbud maupun Kemenag

Sumber: Penulis

Survei tertarget pada fasyankes dan satuan pendidikan mulai dilaksanakan pada 3 Mei 2021
dengan menyebarkan tautan kuesioner daring kepada target survei. Namun demikian,
setelah selama tiga minggu mendapati rendahnya respons fasyankes dan satuan pendidikan
terhadap survei daring, kami lantas melakukan penyesuaian pelaksanaan survei, termasuk
memperpanjang periode survei, mengubah lokasi target survei, dan mengunjungi lokasi
target survei.?



Tabel 3-4 Pelaksanaan Survei Tertarget

Jumlah Satuan

Jumlah Fasyankes

Studi Kasus . . Pendidikan yang Pelaksanaan
yang Disurvel . -
Disurvei
1 Kota Pontianak 4 4 Mei-Juni 2021, daring
2 Provinsi Jawa Barat
a Kota Depok 3 9 Mei-Juni 2021,
daring dan luring
b | Kab. Karawang 4 5 September 2021, luring
c Kab. Pangandaran 1 1 Mei-Juni 2021, daring

Sumber: Penulis

Di Kota Pontianak, survei tertarget dilakukan secara daring pada 4 fasyankes dan 4 satuan
pendidikan. Pengisian formulir survei dilakukan secara mandiri oleh target survei maupun
dengan bantuan peneliti yang memandu pengisian. Ketika mendapati isian yang kurang jelas
pada formulir survei, kami mengajukan pertanyaan klarifikasi kepada fasyankes maupun
satuan pendidikan terkait. Keseluruhan proses survei di Kota Pontianak terlaksana dalam
kurun Mei-Juni 2021.

Di Provinsi Jawa Barat, survei tertarget dilakukan dengan kombinasi daring dan luring pada 8
fasyankes dan 15 satuan pendidikan yang tersebar di Kota Depok (3 fasyankes, 9 satuan
pendidikan), Kabupaten Karawang (4 fasyankes, 5 satuan pendidikan), serta Kabupaten
Pangandaran (1 fasyankes, 1 satuan pendidikan). Keseluruhan proses survei di Provinsi Jawa
Barat terlaksana dalam kurun Mei-September 2021.35

Isian survei lantas kami tabulasikan dan kami analisis secara kualitatif dengan melihat
kesesuaian temuan survei dengan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional, provinsi,
maupun kota/kabupaten. Hasil survei tertarget pada fasyankes dan satuan pendidikan ini
memperkaya temuan riset dengan praktik dan contoh-contoh nyata permasalahan tata kelola
data yang ditemui di lapangan, terutama terkait kapasitas institusional tata kelola data dan
infrastruktur. Selain itu, temuan survei juga menunjukkan sejauh mana platform yang tersedia
sudah ramah pengguna dan membantu meringankan pekerjaan manusia.

3.2.4 Wawancara Mendalam dengan Pakar Tata Kelola Data

Sepanjang Juli-September 2021, kami mewawancarai 14 pakar dari 11 lembaga yang
berbeda.’® Masing-masing narasumber merupakan pakar tata kelola data sektor kesehatan,
pendidikan, kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE), maupun digital rights. Semua wawancara dilakukan secara virtual melalui platform
Zoom dan direkam dengan persetujuan narasumber. Rekaman audio setiap wawancara (total
durasi 9 jam 24 menit) kemudian ditranskrip secara verbatim (kata per kata), menghasilkan
transkripsi dengan total 73.197 kata.



Pandangan dari para pakar ini membantu kami meninjau dan memposisikan berbagai
tantangan riil tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan dalam konteks yang lebih luas
dan abstrak. Selain itu, pandangan para menunjukkan pentingnya peraturan tata kelola data
yang jelas (baik berupa prinsip panduan maupun ketentuan teknis), koordinasi lintas sektoral
di berbagai level yang berjalan baik, dan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni agar
tata kelola data yang baik terimplementasi pada unit terkecil layanan publik dan manfaatnya
bisa dirasakan warga.

3.2.5 Rangkaian Diskusi dengan Para Pemangku Kepentingan

Rangkaian diskusi dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk menyampaikan
rekomendasi awal dari penelitian, setelah melalui tahapan pengumpulan data. Rekomendasi
awal tersebut berisi analisis kebijakan tata kelola data di sektor kesehatan dan pendidikan,
khususnya mengenai beban fasilitas layanan kesehatan, telusur kontak, dan vaksinasi di
sektor kesehatan serta mengenai bantuan kuota dan pembelajaran tatap muka di sektor
pendidikan. Melalui pertemuan ini juga diharapkan adanya tanggapan terkait rekomendasi
awal. Lebih lanjut proses ini merupakan langkah advokasi agar terbangun dialog yang
konstruktif dan berkelanjutan untuk mendukung proses perumusan kebijakan tata kelola data
di sektor kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

3.2.5.1 Diskusi Bersama Organisasi Masyarakat Sipil

Diskusi bersama organisasi masyarakat sipil diselenggarakan pada 31 Maret 2021. Dihadiri
oleh 14 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus isu mengenai
data pribadi dan pelayanan kesehatan serta pendidikan. Tujuan adanya diskusi ini adalah
untuk memberikan paparan temuan awal dari penelitian yang berisikan inisiatif pemerintah
pusat maupun Jawa Barat dan Pontianak terkait pendataan secara digital dalam bidang
kesehatan di tengah pandemi. Selain itu,forum ini juga bermaksud menyediakan ruang
diskusi dua arah bagi pembicara dan partisipan terkait proses tata kelola data dalam
beberapa layanan publik (telusur kontak, vaksinasi, dan layanan rujukan kesehatan) di tengah
pandemi. Diskusi ini berjudul “#1 Ruang Bicara Data: Sesi Kenal dan Curah Pendapat.”

3.2.5.2 Focus Group Discussion (FGD)

Rangkaian FGD dilakukan untuk mendiskusikan temuan sementara bersama para pemangku
kepentingan tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan. Target partisipan FGD
ditentukan dengan pertimbangan bahwa pihak terkait (1) dapat memberi konfirmasi dan/atau
klarifikasi terhadap temuan sementara riset ini, (2) telah menjadi informan riset ini, (3) masih
terlibat aktif dalam tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan, sehingga (4) dapat
membantu mengidentifikasi tantangan utama dan potensi pembenahan dalam tata kelola
data sektor kesehatan dan pendidikan.

Terdapat total 6 FGD: 3 FGD tata kelola data sektor kesehatan dan 3 FGD tata kelola data
sektor pendidikan; semua dilaksanakan pada akhir Oktober 2021.3" Sayangnya, beberapa
informan kunci seperti Dinas Kesehatan Kota Pontianak tidak hadir dalam FGD (22/10/2021);
begitu pula Dinas Pendidikan Kota Pontianak (kendala jaringan) dan Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat (27/10/2021). Karena itu, kami berupaya mendapatkan tanggapan dari
pihak-pihak tersebut melalui pengisian formulir temuan sementara (daring) maupun
pertemuan terpisah (daring). Tanggapan tertulis melalui formulir daring yang diisi oleh
perwakilan Dinas Pendidikan Kota Pontianak sekaligus Satgas Covid-19 (diterima pada 28
Oktober 2021).



3.2.5.3 Diskusi/Pertemuan Bilateral dengan Pemerintah

Diskusi dengan pemerintah Kota Pontianak maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat
diselenggarakan pada Juni 2021 dan November 2021.3 Pihak-pihak yang kami temui di
antaranya Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan
Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat, Jabar Digital Service (JDS), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Dinas
Pendidikan Kota Pontianak, serta Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Melalui pertemuan
tersebut kami mendapatkan tanggapan mengenai temuan sementara, sekaligus informasi
perihal langkah dan kebijakan yang telah dan akan diambil pemerintah dalam penanganan
pandemi, secara khusus dalam hal tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan.

3.3 Keterbatasan
Pada periode riset ini terjadi perubahan konteks pandemi:

a. Sepanjang 26 Januari-8 Februari 2021 diterapkan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Pada periode ini kegiatan sosial dan
fasilitas publik dapat diakses dengan kapasitas 25%, jumlah kasus nasional yang
terkonfirmasi aktif harian rata-rata +10.000 kasus/hari.

b. Sepanjang 9 Februari hingga 28 Juni, PPKM masih diterapkan. Kali ini fasilitas
publik dapat diakses dengan kapasitas 50%.

c. Terjadi lonjakan kasus Covid-19 selama Juli-Agustus 2021 dengan rata-rata jumlah
kasus terkonfirmasi aktif harian nasional mencapai 35.000 kasus/hari. Pada waktu
ini pemerintah memberlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali, kegiatan sosial
dilarang, dan fasilitas publik ditutup 100%. Indikator penentuan pembatasan
kegiatan berubah: semula berdasarkan jumlah kasus konfirmasi, namun sejak Juli
2021 basis yang digunakan adalah positivity rate dengan mempertimbangkan juga
kapasitas respons kabupaten/kota.

d. Jumlah kasus terkonfirmasi aktif tertinggi di Indonesia tercatat pada 6 Agustus
2021, di mana jumlah kasus menyentuh angka 48.832 kasus/hari. PPKM Jawa dan
Bali diperpanjang dengan pembagian level PPKM yang diterapkan untuk tiap
daerah yang menyesuaikan pada positivity rate dan kapasitas respons tiap wilayah
kabupaten/kota.

Demikian, rentang waktu pengambilan data yang cukup jauh serta perubahan situasi
pandemi membuat data dari fasilitas layanan kesehatan dan satuan pendidikan Kota Depok
(pengambilan data pada Mei-Juni 2021) dan Kabupaten Karawang (pengambilan data pada
September 2021) tidak dapat dibandingkan begitu saja.
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Pada masa pandemi Covid-19, penggunaan data sangat diandalkan untuk menjamin
ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan, mulai dari segi perencanaan, implementasi
hingga evaluasi layanan. Kemampuan untuk melakukan analisis aktual (real-time) dari
berbagai sumber data—terlebih pada masa pandemi ini—menjadi kunci bagi pemerintah
untuk merespons permintaan, risiko, dan masalah secara jitu dan tepat waktu. Di samping itu,
menimbang kemungkinan besar virus Covid-19 akan lama berada di tengah kehidupan
masyarakat,*® baik sektor kesehatan maupun pendidikan memiliki urgensi pengembangan
tata kelola data untuk menjamin penyelenggaraan layanan publik yang prima.

Bab ini menyajikan potret tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan di masa pandemi
Covid-19. Pertama-tama akan ditampilkan alur data lima layanan publik yang menjadi fokus
riset ini. Selanjutnya, kami akan menyoroti isu-isu/temuan penting dalam tata kelola data
sektor kesehatan dan pendidikan.

4.1 Data Serba Terpencar dan Sulit Dibagi-pakaikan,

Sistem Informasi Tidak Terintegrasi
Hal yang menonjol dalam tata kelola data sektor kesehatan di Indonesia adalah data yang
terpencar dan sulit dibagipakaikan (interoperabilitas masih terbatas) serta sistem informasi
yang tidak terintegrasi. Di lain pihak, tata kelola data sektor pendidikan cenderung terpusat
pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang saat ini tidak terintegrasi dengan

4.1.1 Alur Data Beban Layanan Kesehatan

Informasi mengenai beban layanan kesehatan (seperti ketersediaan tempat tidur, alat
kesehatan, dan obat-obatan) dapat memberi gambaran kondisi sistem kesehatan di wilayah
tertentu. Dalam konteks pandemi Covid-19, informasi semacam itu dibutuhkan oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan penanganan
pandemi yang tepat bagi wilayahnya. Warga, di sisi lain, mengakses informasi layanan
kesehatan terutama untuk mendapatkan perawatan (medical treatment) sesuai
kebutuhannya. Tata kelola data yang baik dalam beban layanan kesehatan dapat melahirkan
nilai publik berupa keandalan informasi dan kemudahan akses layanan medis tepat waktu,
terutama di saat genting.
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Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan kesiapan fasyankes dalam beberapa aspek.
Sebagai contoh untuk kesiapan rumah sakit, terdapat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan Nomor HK.02.02/1/4405/2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi
Kesiapan Rumah Sakit di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang
mengatur beberapa aspek penting, seperti komponen kunci surveilans, komponen kunci
manajemen informasi RS, serta komponen kunci SDM.

Riset ini menilai kesiapan tersebut dapat dilihat dari segi tata kelola data kesehatan.
Setidaknya terdapat 14 aplikasi/sistem informasi terkait beban layanan kesehatan yang
dapat diklasifikasikan berdasarkan kegunaan dan kewajiban fasyankes. Daftar aplikasi/-
sistem informasi di bawah (Tabel 4.1) memperlihatkan bahwa setiap aspek pelayanan
kesehatan mulai dari sarana/prasarana, pendataan pasien, rujukan, dan keuangan/insentif
memiliki aplikasi/sistemnya masing-masing. Implikasi langsung yang terlihat adalah
fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RS) berkewajiban mengisi data pada banyak
aplikasi/sistem informasi dalam satu waktu. Selain aplikasi dalam daftar tersebut, biasanya
Puskesmas juga memiliki formulir pemantauan harian tersendiri untuk mencatat data
pemantauan isolasi mandiri di wilayah layanannya. Sementara, laboratorium pemeriksaan
Covid-19 yang sistem pencatatannya belum terintegrasi dengan NAR melaporkan rekap
pemeriksaan dalam dokumen Microsoft Excel kepada Dinas Kesehatan setempat.



Tabel 4-1 Daftar Aplikasi/Sistem Informasi Terkait Beban Layanan Kesehatan

Aplikasi/

No. ; . FKTP FKRTL KKP dan
Skl . Rengs (Puskesmas) (GERATTE) Karantina
Informasi
Sistem
database
kesehatan

2 |SIMPUS | Manajemen
Puskesmas

3 |[SISRUTE | Merujuk pasien
di Puskesmas
ke fasilitas

kesehatan lain

4 | SIRULI Digunakan
KONTES | rumah sakit
untuk merujuk
balik pasien
yang tidak
dapat diterima

5 |SILACAK | Pelacakan
kontak

6 |SISUGI* | Pelacakan
kontak

7 |ASPAK Pengecekan
sarana,
prasarana, dan
alat kesehatan

8 |SIRS Pendataan
pasien yang
menerima
perawatan di
rumah sakitnya

9 |SIMRS Manajemen RS

10 |SIRAJAL |Pendataan
pasien rawat
jalan

11 |SIRANAP | Pendataan
pasien rawat

inap
12 [INA- Input data dan
CBGs* mengunggah
berkas klaim

penggantian
biaya pelayanan
rumah sakit

13 |SINKARKES/| Data kesehatan
e-HAC pelaku
perjalanan

14 |http:// Pengajuan

insentif- | insentif tenaga
Covid19. [ kesehatan
kemkes.

go.id

Sumber: Penulis, dirangkum dari berbagai sumber

40Kota Pontianak menggunakan SISUGI sebelum ada SILACAK.
41INA-CBGs merupakan instrumen untuk menghitung pembayaran kepada rumah sakit dengan sistem "paket”
berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Case Base Groups (CBG) sendiri berarti cara pembayaran klaim



Sayangnya, tidak semua aplikasi dan sistem informasi dapat diandalkan pada saat krisis.
Riset ini menemukan penggunaan SISRUTE di Provinsi Jawa Barat kurang efektif. Dari segi
ketentuan pemakaian, SISRUTE merupakan sebuah sistem informasi yang wajib digunakan,
tetapi penggunaannya hanya efektif di beberapa daerah seperti Bandung Raya dan fasilitas
Pemerintah Daerah. Pada saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 di bulan Juli-September 2021,
SISRUTE praktis tidak digunakan karena prosesnya memakan waktu lama, sementara pasien
butuh tindakan medis dan/atau rujukan cepat. Kendala yang ditemui adalah terkadang
sistem melemah (down), dan pengunggahan (upload) data pasien harus dilakukan
berkali-kali setiap pindah fasilitas. Karena itu, penggunaannya tidak efektif saat periode
tersebut.

Di Kota Pontianak, sistem informasi seperti SIRS dan SIMRS tidak berfungsi optimal, tingkat
kepatuhan mengisi juga dirasa sangat kurang meski sudah ada penanggung jawab di setiap
rumah sakit. Implikasi dari tidak efektifnya sistem informasi adalah fasyankes harus kembali
lagi pada pendataan manual. Dalam pendataan manual, pengisian data dilakukan oleh orang
yang ditugasi; namun karena keterbatasan SDM, kerapkali tenaga kesehatan jugalah yang
mendapat tugas ini. Selama setahun lebih dalam masa pandemi juga pada puncak kasus
Covid-19 di Kota Pontianak (September—Oktober 2020 dan Juli—Agustus 2021), tata kelola
data beban layanan kesehatan lebih bertumpu pada pendataan manual.
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4.1.2 Alur Data Telusur Kontak

Salah satu upaya memutus rantai penularan Covid-19 adalah dengan melakukan telusur
kontak. Ketika data telusur kontak dikelola dengan baik, nilai publik yang dimunculkan akan
mendukung pembinaan kesehatan dan keselamatan warga maupun komunitas. Akurasi dan
kecepatan pemutakhiran data telusur kontak memungkinkan pemerintah daerah mengetahui
kondisi dan risiko aktual pandemi di wilayahnya, sehingga dapat menerapkan kebijakan yang
sesuai. Dengan data telusur kontak yang akurat dan mutakhir (updated) pula, warga yang
teridentifikasi sebagai kasus positif, kontak erat, suspek, probable bisa segera mengakses
haknya atas pelayanan medis, sehingga terhindar dari risiko fatal akibat keterlambatan
penanganan. Selain itu, warga umum bisa dengan mudah mengetahui risiko yang ia hadapi di
lokasinya dengan berbekal informasi tersebut, sehingga ia dapat menempuh langkah-
langkah yang perlu untuk menjaga kesehatan diri.

Upaya telusur kontak dan memperkuat surveilans, pencatatan, pelaporan, serta pemantauan
kasus dilakukan melalui aplikasi yang bernama SILACAK. Aplikasi SILACAK sendiri baru dirilis
pada November 2020, delapan bulan setelah kasus pertama Covid-19 teridentifikasi di
Indonesia. Sebelum SILACAK dirilis, tidak ada satu sistem penelusuran kontak yang berlaku
nasional. Setiap daerah mengandalkan inisiatif sendiri. Kota Pontianak misalnya, memilih
menggunakan Sistem Informasi Surveilans Epidemiologi (SISUGI https://sisugi.com/) yang
dikembangkan oleh Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) dengan dukungan dari
Kementerian Kesehatan. SISUGI mengakomodasi instrumen pengumpulan, pengolahan, dan
analisis data surveilans epidemiologi Covid-19 yang mudah diakses dan real-time.

Dari pengalaman petugas telusur kontak (tracer), penggunaan SILACAK ternyata kurang
memberikan kemudahan dan efisiensi. Sebelum ada perbaikan menjadi versi 3.0 yang dirilis
akhir tahun 2021, SILACAK memiliki beberapa kekurangan, di antaranya tidak terintegrasi
dengan data kependudukan (khususnya Nomor Induk Kependudukan/NIK). Kolom identitas
harus diisi satu per satu atau dalam hal ini tidak ada otomatisasi pengisian identitas. Selain
itu, data orang yang teridentifikasi sebagai kasus terkonfirmasi, suspek, kontak erat, dan
kontak tidak dapat dikendalikan. Sebagai contoh, terdapat penyintas Covid-19 yang terinfeksi
kembali atau terdapat orang yang sama teridentifikasi kembali sebagai kontak erat pada dua
kasus berbeda. Untuk kasus ini, petugas tidak dapat memasukkan ulang data orang yang
sama. Dengan kata lain, NIK tidak bisa di-input kembali untuk kasus yang berbeda. Selain
kendala pencatatan, seringkali SILACAK tidak dapat diakses karena sistem tersebut sedang
diperbaiki atau sedang banyak diakses. Seperti pelayanan kesehatan lain, lagi-lagi petugas
membuat catatan manual dan baru memasukkan data ketika sistem sudah bisa akses, yakni
pada malam hari.
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4.1.3 Alur Data Vaksinasi

Berbeda dengan sistem rujukan dan beban layanan kesehatan, pelaksanaan vaksinasi lebih
banyak bekerja dari sistem ke sistem. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84
Tahun 2020 (Permenkes 84/2020) tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Covid-19, pendataan sasaran vaksinasi merujuk pada sistem
terintegrasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Sementara itu, pencatatan untuk
vaksinasi dilakukan dengan input laporan melalui aplikasi daring Primary Care (P-Care) yang
dibuat dan dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kendati alur data vaksinasi bekerja antarsistem, ternyata tidak luput dari kasus data yang
tidak akurat karena kendala integrasi dan interoperabilitas data, terutama data
kependudukan. Salah satu kendala yang ditemui di RSUD Karawang (survei tertarget, 9
September 2021), yakni NIK pada KTP tidak sesuai dengan yang tertera pada sistem P-Care
saat registrasi vaksin. Ada juga KTP dirasa sudah akurat, tetapi tidak terhubung/sama
dengan data pada sistem. Sementara itu, di Kota Pontianak terdapat kendala terkait data NIK
yang tidak sesuai dengan pemiliknya, seperti NIK tercatat sudah terpakai untuk vaksinasi di
kabupaten/kota lain maupun provinsi lain. Setidaknya terdapat 5-6 kasus NIK bermasalah
seperti ini. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengatasi hal ini dengan mengeluarkan surat
keterangan vaksinasi kepada setiap peserta yang mengalami kendala. Meski demikian,
penerbitan sertifikat vaksinasi tetap terkendala bila masalah NIK ini belum diselesaikan.
Padahal, saat ini sertifikat bukti vaksinasi dijadikan syarat untuk mengakses layanan publik
lain (misal transportasi umum).

Dalam tata kelola data vaksinasi, terdapat kendala menyangkut akurasi data dan
interoperabilitas sistem informasi lintas sektor (NIK ada dalam basis data kependudukan dan
pencatatan sipil Kemendagri, sementara P-Care dikelola oleh BPJS Kesehatan). Karena
kendala tersebut, nilai publik berupa kemudahan bagi warga untuk mendapatkan vaksin akan
sulit terwujud.



K2

1aquns 1ebeqiaq Lep yejoip ‘siinuad Jaquing
ynep erer uesefejpaquiad yNjun Jduidju| Blony uenjueg ejeq INjy 'y fequien

/proB pngyipway iefejag-eiony//:isdiy uaquing

‘|osuod JOWoN ‘ZL
uep ‘uejewesay ‘Ll
‘uajednqgey
JIsulnold
{166u1] ueninbiad eweN
‘ye|oxas eweN
‘166Ul ueninbBiad apoy
‘NSdN
‘ueyipipuad bueluar
‘Ussop Alun
apoy |ebegas Al WAS
Sipipuad >1un spo
1ebeqgas Q| Mipipuad
S)Ipip e119sad yiun apoy|
lebeqgas Q| 11p!Q e1iesad

sa9pinoad
yoajo yuieyp buek eyeq

ueljode| swsiuexawl
¥Niun elep uewibuad

*

|osuod Jowou
ISEPI|BA UBD ISEXIJIIA
uey N ejdw JapInoid

4

unepsnd Janlas

|osuod Jowou
Buebbual esen
JeAeqeud
JieAeqeosed
Jowou
APy -
npisal
}Niun pleoqysep
ueyj|i[duweusiy

ejep inje uedeye| ¢———
:epuaba|

"ProfB pnaxipwa1pfipeIony//isdny
INCLdS peoldn

*

WCLdS €D

3

Jopinoid
Ip Isepijen sasoud
¥niun oy dwnp
elep uedeljAuad

ep a|ydwnp eiep
[lqwebuaw Japinoid

d3diAodd

/Prob pnayipway iippd
//:sd1y uep prof pngxipwiay
‘eiepesuod|ealsn//isdiy |esuod
JOWOU ISepI|eA pJOdal sniels

+

josuod Jowou
ISepI|eA sasold

1{1ppd//isdiny) 11Miaad nele (/prob

AFLSIHANSAIANINWIA

NilLvasnd

(pro6rpnaxipway

PN IpUIXHipelep ds//isdiy)
MipodeQq we|ep Jeyeplayl

NVIAQIaN3d
NVNLlVS

Vi0NM NVNLNVE
LINUILNI VLONMI NVNLNVE

viva ianiv




4.1.4 Alur Data Bantuan Kuota Internet

Untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh, pemerintah pusat menyediakan bantuan
kuota internet dan pembelajaran melalui televisi. Terdapat skema pendanaan yang
didukung melalui regulasi Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Kemendikbudristek melakukan penganggaran bantuan kuota internet serta mengizinkan
penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung peserta didik,
pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengakses infrastruktur Belajar dari Rumah (BDR).

Penyaluran bantuan kuota bekerja antarsistem atau melalui web based platform dalam input
data dan pengecekan silang. Alur yang berlaku secara umum adalah satuan pendidikan
melakukan pendataan dan pendaftaran nomor ponsel orang tua/siswa ke laman
https://spdatadik.kemdikbud.go.id/ atau https://pddikti.kemdikbud.go.id/.  Pusdatin
Kemendikbudristek kemudian melakukan verifikasi dan validasi. Setelah proses verifikasi dan
validasi, data pada Dapodik yang berkaitan dengan bantuan kuota internet diduplikasi oleh
penyedia layanan telekomunikasi.

Skema penyaluran bantuan kuota internet mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan buku
program yang dapat diakses melalui laman (website) yang berisikan informasi bantuan kuota
(https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/index.html). Peraturan yang menjadi acuannya
adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan
Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Juknis tersebut juga mengatur alur bantuan kuota internet
yang melibatkan pihak penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia dalam penyaluran
bantuan kuota ke peserta didik dan tenaga pendidik.

Program bantuan kuota terus diberikan hingga November 2021. Saat ini, ketentuan yang
menjadi acuan adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021. Secara keseluruhan, proses maupun alur
dalam penyampaian bantuan kuota pada juknis pertama dan juknis terakhir tetap sama.
Perbedaan dalam bantuan kuota 2020 dan 2021 hanya pada besaran jumlah kapasitas kuota
internet yang diberikan, serta alokasi penggunaan aplikasi yang sebelumnya terbatas kini
telah dibuka tanpa batas.
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4.1.5 Alur Data Pembukaan Sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka

Pada saat penyebaran Covid-19 di Indonesia memasuki masa paling kritis, pembelajaran
tatap muka tidak dianjurkan oleh Kemendikbudristek. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran
(SE) Mendikbud 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat
Penyebaran Covid-19 yang kemudian disusul oleh SE Sesjen Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
Kemendikbud juga mengeluarkan pedoman bagi pendidik dan peserta didik untuk melakukan
pembelajaran dari rumah. Publik dapat mengakses laman https://bersamahadapikoro-
na.kemdikbud.go.id/ sebagai sarana informasi belajar dari rumah.

Namun demikian, pembelajaran dari rumah bukanlah adaptasi yang dapat dilakukan dengan
mudah. Sejumlah riset dan evaluasi telah dikeluarkan terkait tantangan yang dihadapi saat
pembelajaran dari rumah.*? Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/K-
B/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717
Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
(selanjutnya disebut SKB 4 Menteri) sendiri telah mengalami setidaknya 4 perubahan.

Tabel 4-2 Perubahan Implementasi SKB 4 Menteri Terkait Pembelajaran
di Masa Pandemi Covid-19

Waktu Pokok Perubahan Implementasi

15 Juli-7 Agustus 2020 Hanya satuan pendidikan yang terletak di zona hijau dapat menerapkan
PTM dengan syarat. Sementara satuan pendidikan di zona kuning,
oranye, dan merah menerapkan belajar dari rumah (BDR).

7 Agustus- Satuan pendidikan di zona hijau dan kuning dapat menerapkan PTM
Desember 2020 dengan syarat. Sementara satuan pendidikan di zona oranye dan merah
hanya boleh menerapkan belajar dari rumah.

Januari-Maret 2021 Jika Pemda sudah memberi izin dan satuan pendidikan sudah
memenuhi semua syarat berjenjangnya, maka PTM diperbolehkan,
namun tidak wajib.

Maret 2021-saat ini Jika semua pendidik dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi
Covid-19, satuan pendidikan diwajibkan memberi opsi (1) layanan PTM
terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan (2) pembelajaran
jarak jauh (PJJ).

Satuan pendidikan dapat memulai PTM dengan protokol kesehatan
berbasis Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Proses pembelajaran juga mengikuti Pemberlakuan Pembatasan Kegia-
tan Masyarakat (PPKM) berdasarkan asesmen situasi Covid-19 (Level
4,3,2,1).

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber



Hingga saat ini, SKB 4 Menteri mengatur 2 perubahan tentang Pembelajaran Tatap Muka
(PTM). Pertama, satuan pendidikan wajib menyediakan opsi layanan PTM terbatas dengan
menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh, apabila semua pendidik dan
tenaga kependidikan sudah tervaksinasi. Kedua, satuan pendidikan dapat memulai PTM
dengan protokol kesehatan berbasis perda atau peraturan kepala daerah, serta mengikuti
aturan PPKM berdasarkan asesmen situasi Covid-19.

Dalam perjalanan satu tahun penanganan pandemi dan kegiatan belajar dari rumah, peman-
tauan dan evaluasi dilakukan oleh Kemendikbudristek terkait status sekolah yang melak-
sanakan PTM dan BDR. Institusi pendidikan diimbau untuk mengisi sejumlah data yang dapat
menjadi indikator bahwa sekolah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan PTM.
Beberapa indikator seperti akses ke fasilitas kesehatan, ruangan dengan ventilasi dan
kapasitas yang memadai, dan ketersediaan fasilitas sanitasi dan kebersihan diisi oleh
pendidik dan tenaga kependidikan melalui http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/#.
Data yang telah diisi kemudian dapat diakses melalui https://sekolah.data.kemdik-
bud.go.id/. Melalui skema yang ada, kumpulan data ini dapat menjadi rujukan bagi Satgas
Covid-19 daerah maupun pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembelajaran
tatap muka.

Pada kenyataannya, data yang ada dalam pelayanan PTM belum dapat diandalkan, meski
sekolah/satuan pendidikan mengakui bahwa data terus dimutakhirkan secara berkala.
Kenyataannya, kegiatan PTM dapat berhenti di tengah tahun akademik saat angka kasus
Covid-19 meningkat. Pada saat itu, ada sekolah yang tidak memutakhirkan (update) datanya.
Ketika tim melakukan observasi ke lapangan, terdapat sekolah yang sudah tidak melakukan
PTM meski statusnya masih tertera PTM pada laman http://sekolah.data.kemdik-
bud.go.id/kesiapanbelajar/.

Contoh dari kasus di atas ditemui pada Dinas Pendidikan wilayah Jawa Barat yang
menyediakan laman https://data.disdik.jabarprov.go.id/pentamas/ untuk menampung
sekolah yang mengajukan pembelajaran tatap muka ataupun tidak.* Satuan pendidikan yang
melakukan input data mengakui bahwa data ini terus dimutakhirkan secara berkala dan
akurat. Namun, melalui observasi khususnya di daerah Karawang (Jawa Barat), dari
penelusuran ke 15 sekolah yang menampilkan status PTM, ternyata 2 di antaranya masih
melakukan belajar dari rumah. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak dinamis dan tidak dapat
diandalkan. Satuan pendidikan mengakui biasanya melakukan pemutakhiran data hanya
pada saat dimulainya tahun ajaran baru. Satuan pendidikan cenderung melakukan persiapan
PTM setiap menjelang dimulainya tahun ajaran baru untuk memudahkan penyusunan
rencana pembelajaran.



Jika mengacu pada alur data kebijakan pembukaan sekolah (Gambar 4.5), data terkait PTM
dapat dimanfaatkan oleh Satgas Covid dan Pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan
PTM. Namun, dari observasi terbatas di Karawang, data tidak dimanfaatkan. Pada saat
observasi dilakukan di Karawang selama 5-8 September 2021, Pemerintah Kabupaten
Karawang baru akan melakukan ujicoba PTM pada 13 September.** Di lapangan, merujuk
pada data Dapodik dan kunjungan langsung ditemukan 13 sekolah yang sudah
memberlakukan PTM. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa alur data yang menjadi rujukan
tidak sepenuhnya dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan kabupaten/kota
tidak menggunakan Dapodik untuk verifikasi sekolah yang melakukan PTM. Perubahan
kondisi pandemi di lingkup kecamatan maupun kabupaten/kota terjadi setiap saat, demikian
pula pemberlakuan pembatasan mobilitas (level PPKM). Akan lebih efektif dan efisien bagi
Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk berkoordinasi langsung dengan Satgas Covid-19 di
daerah setempat dalam memutuskan apakah sekolah tertentu boleh menerapkan PTM.

Berbagai kendala terkait bagi-pakai data lintas sektor berimbas pada sulitnya melahirkan
nilai publik berupa implementasi kebijakan yang secara tepat dan cepat merespons
perubahan situsasi. Pada saat bersamaan, aplikasi dan sistem informasi yang kurang bisa
diandalkan saat krisis membuat garda terdepan pelayanan publik kesulitan menyalurkan
layanan secara optimal.

4.2 SDM: Tenaga Ada, Tapi...

Kecukupan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kualifikasi masih
menjadi masalah dalam tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan. Di Provinsi Jawa
Barat, diketahui jumlah dan kualifikasi SDM tata kelola data sektor kesehatan di Dinas
Kesehatan tingkat provinsi dinilai cukup. Namun, kondisi SDM tata kelola data di fasyankes
sangat bervariasi. Pihak Puskesmas dan RSUD mengakui SDM yang ada sudah mencukupi
saat tidak terjadi lonjakan kasus. Akan tetapi, saat berhadapan dengan data kasus Covid-19
yang besar, Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Karawang menyadari tidak memiliki SDM
yang cukup. Temuan lain yang berkaitan dengan SDM, di Jawa Barat, beberapa Puskesmas
mengaku terbantu dengan adanya bantuan dari program PUSPA berupa tenaga kesehatan
tambahan. Dengan bantuan tenaga kesehatan ini, Puskesmas dapat membagi beban kerja
antara petugas input data, telusur kontak, dan layanan kesehatan terutama mekanisme
rujukan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Pontianak menilai jumlah SDM tata kelola data
cenderung kurang karena banyak yang merangkap pekerjaan sementara kualifikasinya
cenderung kurang, sehingga butuh dukungan tambahan relawan. Puskesmas dan RSUD
mengungkapkan hal senada. Bahkan RSUD Dr. Soedarso menyatakan SDM tata kelola data
dinilai kurang dari segi jumlah dan sangat kurang dari segi kualifikasi.



Kotak Cerita 1. Kolaborasi Menambal Kekurangan

Tenaga tata kelola data yang kurang dari segi jumlah ataupun kurang mumpuni dari segi kualifika-
si pada garda terdepan pelayanan publik—dalam hal ini fasilitas layanan kesehatan dan satuan
pendidikan—ditambah keterbatasan sumber daya membuat pelaksanaan layanan publik
terseok-seok selama pandemi Covid-19. Data yang tersedia pun bisa jadi tidak cukup akurat
menggambarkan kondisi riil di lapangan. Beruntungnya, terdapat sejumlah inisiatif kolaborasi
masyarakat sipil dan pemerintah, juga inisiatif kolaborasi satuan pendidikan dengan pelaku
bisnis yang menambal berbagai kekurangan.

Salah satu contoh paling nyata adalah kerja sama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan dangan IndoRelawan. Per 25 Juli 2021, setidaknya 1.272 Relawan Data
membantu memutakhirkan (update) data ketersediaan tempat tidur berbagai rumah sakit di
Jabodetabek pada aplikasi SIRANAP 3.0 setiap 3 jam. Di Kota Pontianak, Seksi Pelayanan
Kesehatan dari Dinas Kesehatan bersama Tim Posko 119 (Satgas Covid-19) turun tangan
membantu pendataan layanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan beberapa RS
rujukan Covid-19 juga sempat merekrut relawan untuk membantu input data dan melakukan
pemutakhiran data.

Contoh lain kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah adalah Program Puskesmas Terpadu dan
Juara (PUSPA). PUSPA merupakan program kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang
didukung oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) untuk memperkuat
kapasitas respons Covid-19 di Puskesmas. Sebanyak 500 tenaga kesehatan memperkuat 100
puskesmas di 12 wilayah intervensi dengan melakukan deteksi, lacak kasus, edukasi, da
penyiapan vaksinasi Covid-19. Berlangsung sejak Maret hingga September 2021, penguatan
Puskesmas melalui PUSPA juga berupa transparansi data melalui pemantauan rutin dan real-time
di lapangan. Hal ini juga terlihat dari hasil observasi di Puskemas Kota Depok dan Kabupaten
Karawang yang merasa terbantu dari sisi pengelolaan data dengan keberadaan tenaga kesehatan
PUSPA.

Di sektor pendidikan, terjadi kolaborasi di tingkat nasional antara pemerintah dengan berbagai
pemangku kepentingan yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman
Bencana (Seknas SPAB). Tim gabungan dalam Seknas SPAB ini memberikan masukan kepada
Kemendikbudristek mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Think
tank di sektor pendidikan seperti PSPK pun secara aktif berkontribusi menyampaikan usulan
metode asesmen yang komprehensif untuk menilai kesiapan sekolah-sekolah di DKI Jakarta
dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Sementara itu, di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ditemukan kolaborasi antara satuan
pendidikan dengan perusahaan di kawasan industri. Misalnya, ada 1 sekolah yang baru 1 kali
mendapatkan bantuan kuota internet. Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik,
sekolah tersebut berinisiatif mengajukan kerja sama dengan perusahaan yang dulu sempat
bekerja sama dengan sekolah. Pada akhirnya, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan
kuota internet bagi peserta didik, tetapi juga modem dan fasilitas cuci tangan di sekolah.




Di sektor pendidikan, isu SDM ditemukan pada level satuan pendidikan: jumlahnya cukup,
tetapi kualifikasi dan kapasitas teknis cenderung kurang. Dalam observasi di sekolah,
operator data ikut dilibatkan dalam menjawab sejumlah pertanyaan. Setiap satuan
pendidikan mengakui bahwa operator berperan penting dalam melakukan input data ke
sistem Dapodik. Peran sebagai operator data biasanya melekat pada seorang individu,
namun tugasnya dapat mencakup lingkup lain seperti administrasi maupun dukungan TIK
(ICT support). Maka dari itu, pemahaman terhadap peran dalam tata kelola data bergantung
pada pemahaman dari operator di sekolah.

Satuan pendidikan/institusi di Pontianak dan Jawa Barat yang kami wawancarai menyatakan
bahwa kuantitas pengelola data dalam hal ini operator mencukupi. Operator di sekolah
biasanya merupakan jabatan yang melekat pada satu individu. Dalam beberapa sekolah yang
kami temui, operator data merangkap jabatan lainnya, seperti guru atau ICT support. Sekolah
mengakui bahwa pemutakhiran data pada Dapodik biasanya dilakukan berkala pada masa
tahun ajaran baru. Akan tetapi, dalam hal bantuan kuota internet dan PTM, kebutuhan input
data terjadi beberapa kali dalam satu tahun. Misalnya, pada bantuan kuota internet,
pemutakhiran data terjadi 4 kali dan pada PTM hanya 2 kali pada awal tahun ajaran baru.
Dengan demikian, meski beban kerjanya bertambah, sekolah menilai keberadaan satu orang
operator dalam tiap institusi satuan pendidikan sudah mencukupi.

Meski kuantitas sudah cukup, kapasitas teknis dan kualifikasi dari SDM cenderung kurang,
terutama pada sekolah yang ada di wilayah rural. Hal ini diakui karena satuan pendidikan
memiliki keterbatasan melakukan perekrutan SDM yang sudah memahami proses pendataan
dan pemahaman teknologi yang lebih baik. Misalnya, pemahaman mengenai penyimpanan
dan pengelolaan data secara elektronik yang menjamin kerahasiaan dan keamanan data
anak.

Lebih lanjut, penelitian ini turut melihat peran dukungan yang sudah diberikan bagi SDM
pengelola data, utamanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Dukungan paling
besar adalah adanya pelatihan yang diberikan secara daring terkait penggunaan dan
pendaftaran data untuk bantuan kuota. Dana BOS juga diakui dapat dialokasikan
pemanfaatannya untuk pengembangan kapasitas tenaga pengelola data di sekolah. Namun,
terkait juknis dan pemahaman proses pendataan, operator sekolah mengakui mempelajari

secara otodidak melalui kanal-kanal yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Dalam
hal ini dukungan yang diberikan masih terbatas pada proses input data. Satuan pendidikan
mengakui tidak ada pelatihan ataupun pengembangan terkait pengelolaan data yang baik di
tingkat satuan pendidikan, misalnya dalam hal pembuatan SOP database bersama, atau pada
penyimpanan data yang terkomputerisasi dan aman. Kapasitas tersebut diandaikan oleh
pemerintah daerah dan pusat sudah dimiliki oleh operator di satuan pendidikan. Lebih jauh
terkait penanganan data pribadi yang melekat pada peserta didik maupun tenaga
kependidikan, hal ini juga belum menjadi perhatian khusus operator di satuan pendidikan.



4.3 Di Sini Begini, Di Situ Begitu

Temuan kami menunjukkan bahwa tidak ada standar data dan metadata pada sektor
kesehatan dan pendidikan. Praktik untuk menjamin keamanan data, pelindungan terhadap
privasi dan data pribadi pun beragam. Padahal, berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia, data
yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data, memiliki metadata,
menggunakan kode referensi atau data induk, dan memenuhi kaidah interoperabilitas data.

Mengenai aspek keamanan data, riset ini menemukan bahwa sistem P-Care sudah baik
dalam menjamin keamanan data. Hal ini dijelaskan oleh responden survei tertarget dari
Provinsi Jawa Barat yang sehari-hari bekerja dalam pelaksanaan program vaksinasi di
daerahnya. Pada sistem P-Care, rekap data identitas penerima vaksin ditampilkan dengan
sensor atau tidak sepenuhnya menampilkan data pribadi (seperti NIK) yang melekat pada
penerima vaksin.

Namun demikian, belum ada jaminan keamanan data pada aplikasi PeduliLindungi yang
menggunakan platform Google (belum ada fakta mengenai bocornya data, tetapi ada rekam
jejak sistem BPJS dan e-HAC yang bocor), sehingga keamanan perlu diperkuat. Integrasi
PeduliLindungi dengan aplikasi lain seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, Grab, Dana, dan
lainnya melalui Application Programming Interface (API), memang menjamin tidak ada data
dari PeduliLindungi yang dipindahkan. Namun, PeduliLindungi tetap harus meningkatkan
standar keamanannya. Penelitian ini telah berusaha memverifikasi kepastian keamanan data
aplikasi PeduliLindungi, tetapi terdapat dua jawaban yang berbeda. Satu informan
mengatakan bahwa Satu Data Vaksinasi maupun PeduliLindungi belum memiliki standar
keamanan, sedangkan informan lain mengatakan sudah ada standar yang mengikuti standar
BSSN (FGD Konfirmasi, 26 Oktober 2021). Selain keamanan data dalam aplikasi
PeduliLindungi, perlu diperhatikan juga keamanan data yang dikumpulkan saat pelaksanaan
vaksinasi. Ditemukan fakta di lapangan bahwa masih terdapat mekanisme pencatatan data
pribadi oleh penyelenggara vaksinasi. Karena itu, harus ada pihak yang bertanggung jawab
atas keamanan data tersebut dengan standar operasi (SOP) vyang jelas.

Selain sistem P-Care dan aplikasi PeduliLindungi, aplikasi Pikobar yang digunakan di Provinsi
Jawa Barat diakui memiliki privacy notice (kebijakan privasi/pelindungan data pribadi) bagi
pemilik data. Namun demikian, ketersediaan privacy notice ini bervariasi di berbagai
fasyankes. RSUD Depok mengakui tidak ada notifikasi terkait penjagaan privasi dan data
pribadi pada sistem yang digunakan maupun dalam proses pendataan manual. Meski
demikian, di Provinsi Jawa Barat informasi mengenai siapa pengelola dan pengguna data
bagi pemilik data tersampaikan dan diinformasikan melalui petugas pelayanan kesehatan. Di
Kota Pontianak penjagaan privasi dan data pribadi lebih bervariasi. Sebagian mengakui tidak
adanya notifikasi privasi, walaupun di Kota Pontianak informasi mengenai siapa pengelola
dan pengguna data bagi pemilik data tersampaikan dan diinformasikan melalui petugas
pelayanan kesehatan.



Kotak Cerita 2. Beragam Aplikasi, Larinya ke WhatsApp Jua

Beragam aplikasi tidak menjamin pelayanan jadi lebih baik/efektif dan efisien. Saat ada desakan
untuk mendapatkan informasi secara cepat sementara aplikasi/ sistem informasi yang telah ada
tidak berfungsi optimal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Pontianak memilih
beralih ke aplikasi percakapan WhatsApp. WhatsApp digunakan untuk koordinasi dan komunikasi
baik untuk rujukan, telusur kontak di lapangan, bahkan pelaporan kasus.
“lya kita selama ini (-untuk koordinasi pelacakan kontak erat) memang lebih sering lebih cepat itu
melalui WhatsApp ya, semua jejaring itu melalui WA kita ada grup WA, kalau WA nggak respon
langsung kita telepon langsung.” (Dadang Fitra Jaya, Kabid P3PL Dinkes Kota Pontianak,
wawancara 5 April 2021).

Di Kota Pontianak, pelaporan hasil rekap pendataan manual dilakukan melalui WhatsApp dari
penanggung jawab ruangan yang menangani Covid-19 ke direktur fasyankes, lalu ke Dinas
Kesehatan kabupaten/kota, baru ke Dinas Kesehatan provinsi. Ketika RS rujukan Covid-19 di Kota
Pontianak kewalahan menghadapi limpahan pasien dari kabupaten/kota lain, WhatsApp kembali
jadi media pelaporan dan koordinasi.

Di sektor pendidikan pun WhatsApp kerap jadi pilihan. Koordinasi antara pengelola data di tingkat
pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga satuan pendidikan biasa dilakukan melalui platform
komunikasi seperti WhatsApp, baik dengan pesan tertulis, suara, maupun video call.

Kebiasaan menggunakan WhatsApp untuk koordinasi dan berbagi data atau informasi ini
menimbulkan risiko keamanan data, seperti malicious software, spyware, hingga kebocoran data
pada perangkat penyimpanannya. Selain itu, WhatsApp telah dibeli oleh Facebook pada 2014 dan
sejak 2016 telah membagi data jutaan penggunanya ke Facebook.

Dalam proses pendataan bantuan kuota internet, data yang dikumpulkan mencakup nomor
ponsel anak, NIK, dan NISN. Data tersebut merupakan data pribadi yang memuat identitas
anak. Namun dalam wawancara yang kami lakukan, diakui oleh operator bahwa tidak ada
kebijakan privasi yang tertera dalam platform Dapodik maupun EMIS. Hal yang sama terlihat
pula dalam juknis terkait pendataan. Padahal pengumpulan data dengan cara seperti ini
berisiko karena dalam prosesnya tidak ada jaminan privacy by design yang disampaikan oleh
platform terkait keamanan data anak. Meski terdapat himbauan pelindungan data anak
dalam penanggulangan pandemi di Indonesia, himbauan tersebut tidak mencakup pada
layanan bantuan kuota. Bahkan sebelum pandemi, diakui oleh pihak operator data
prinsip-prinsip penting dalam privacy by design tidak tersampaikan dalam laman Dapodik.

Lebih lanjut, dalam proses pendataan yang dilakukan secara manual, sekolah menyebutkan
tidak ada SOP penggunaan database bersama. Input data dan pemutakhiran data
mengandalkan satu operator data di setiap sekolah, sehingga sekolah mengaku tidak
membutuhkan SOP penggunaan database bersama secara internal. Padahal, idealnya
penyimpanan data dan pengelolaannya mengikuti skema yang terdokumentasi dengan baik.
Sayangnya, rendahnya kesadaran sekolah akan tata kelola data yang baik tampak tidak
disadari oleh Kemendikbudristek. Dalam hal ini, tidak ditemukan adanya instruksi
pengelolaan data yang terdokumentasi dan pembentukan SOP dalam juknis Dapodik yang
diterbitkan oleh Kemendikbudristek.



Terkait kondisi data, satuan pendidikan mengaku melakukan pemutakhiran data secara
berkala, biasanya pada awal tahun ajaran baru dan sebelum periode pembagian bantuan
kuota. Meski telah melakukan pemutakhiran data secara periodik dan sebisa mungkin
memastikan bahwa data yang diinput sudah akurat, hal ini tidak menjamin seluruh siswa
mendapatkan bantuan. Di Kota Depok dan Kabupaten Karawang misalnya, ada sekolah yang
mendapati bahwa tidak seluruh siswanya memperoleh bantuan kuota. Ditemukan pula kasus
ketidaksesuaian penerimaan bantuan kuota yang masih berhubungan dengan proses
pendataan dan kualitas data di lapangan.

Dinas Pendidikan pada level provinsi dan kota yang kami wawancarai menilai bahwa
interoperabilitas data dapat membantu untuk melalukan evaluasi atas program dari
Kemendikbudristek. Kebutuhan data sosial atau data pendukung dari berbagai dinas lainnya
akan sangat bermanfaat jika digunakan bersamaan dengan data yang sudah terekam dalam
Dapodik. Hal ini akan mempermudah dinas pendidikan misalnya untuk melakukan intervensi
terhadap akses dan peningkatan partisipasi pendidikan di daerah. Namun, dari Dapodik
sendiri ada keterbatasan akses untuk Dinas Pendidikan di kabupaten kota.

Dinas Pendidikan di kedua wilayah studi kasus mengakui memiliki keterbatasan untuk
menduplikasi Dapodik. Kewenangan pengelolaan Dapodik dipegang oleh Pusdatin
Kemendikbudristek. Akses pemerintah daerah ke Dapodik sangat terbatas, sehingga pemda
tidak bisa memanfaatkan dapodik untuk menganalisis kualitas penyelenggaraan pendidikan
di daerahnya sendiri, misalnya dalam evaluasi pendidikan daerah. Proses permintaan data
dapat dilakukan oleh daerah, tetapi hal tersebut harus melalui proses birokrasi panjang dan
lama, juga belum ada sistem yang menjembatani proses tersebut.



4.4 Siapa Berperan Apa?

Secara umum, masing-masing instansi memahami proses tata kelola data, tetapi
pemahaman mengenai peran dari setiap instansi masih beragam (belum seragam). Jika
dilihat dari pemahaman peran dalam tata kelola data telusur kontak, Puskesmas merupakan
pengelola data, Dinas Kesehatan memiliki peran sebagai pengelola data, dan Diskominfo
sebagai pengguna data. Namun, riset ini menemukan masih ada asumsi peran yang beragam
seperti asumsi Puskesmas sebagai pemilik data dalam kelola data kesehatan. Hal ini dapat
dipahami karena regulasi terkait sistem elektronik yang mencantumkan peran dalam tata
kelola data belum secara menyeluruh dipahami oleh tenaga kesehatan di lapangan. Hal ini
kemudian berkorelasi dengan kemampuan pengelolaan data secara teknis fasyankes.
Pengelolaan data tidak secara spesifik menjadi tugas dan fungsi yang ada di fasyankes,
sehingga perannya melekat kepada tenaga kesehatan lain yang kebetulan memiliki
pemahaman teknis dan kemampuan pengelolaan data.

Di sektor pendidikan pun kami menemukan pemahaman mengenai peran beragam. Dalam
bantuan kuota internet, kebanyakan satuan pendidikan menjawab perannya sebagai pemilik
data, sedangkan dalam PTM peran satuan pendidikan adalah pemilik dan pengelola data.
Permendikbud 79/2015 maupun juknis Dapodik menyebut satuan pendidikan (sekolah)
merupakan sumber data; oleh satuan pendidikan hal ini dipahami bahwa satuan pendidikan
merupakan pemilik data. Barangkali, karena itulah, data peserta didik berupa NIK, NISN,
nomor ponsel dianggap sebagai data milik sekolah, bukan data pribadi yang melekat pada
individu/subjek data.

Kemudian pada PTM, peran yang diakui oleh sekolah merupakan pengelola data, data berupa
fasilitas sekolah dianggap sebagai data yang dimiliki oleh Kemendikbudristek. Pemahaman
yang beragam ini menunjukkan kurangnya pengetahuan akan sekolah terkait fungsi dan
perannya dalam tata kelola data, meski regulasi dan sistem Dapodik telah berjalan selama 6
tahun (Permendikbud 79/2015).

Riset ini menemukan peran yang dipahami oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai pengguna
data. Hal ini sudah sesuai, mengingat pada Permendikbud 79/2015 telah disebutkan bahwa
peran dari Dinas Pendidikan provinsi hingga kota salah satunya adalah menggunakan data
pokok pendidikan untuk pembangunan wilayah. Meski demikian, dari wawancara kami
dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Pontianak, peran itu belum berjalan.
Dinas Pendidikan tidak mendapatkan data terperinci yang dibutuhkan untuk program daerah.
Misal ketika bantuan kuota sudah diberikan oleh pemerintah pusat namun belum sesuai
cakupan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu terlebih dahulu meminta data ke
Pusdatin Kemendikbudristek. Tidak ada sistem real time untuk intervensi bantuan. Hal ini
menimbulkan tumpang tindih penerimaan bantuan kuota ke peserta didik.



Selain sebagai pengguna data, peran lain Dinas Pendidikan adalah koordinator pengumpulan
data di satuan pendidikan. Dinas Pendidikan turut berperan dalam mengawasi proses
pengelolaan data tersebut. Namun demikian, dashboard khusus untuk pemantauan tersebut
sulit diakses. Akhirnya, koordinasi antara pengelola data di tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota hingga satuan pendidikan biasa dilakukan melalui platform komunikasi
seperti WhatsApp maupun video call. Kecepatan koreksi/pemutakhiran data bergantung
padakelancaran komunikasi dari berbagai pihak tersebut. Risiko besar terjadi ketika
pertukaran data NISN maupun data pribadi anak melalui platform komunikasi WhatsApp.
Pasalnya, platform komunikasi tersebut rentan terhadap pembobolan akses oleh pihak luar
ataupun pembajakan. Jika risiko keamanan ini sampai terjadi, tidak ada mekanisme yang
secara eksplisit menjelaskan siapa pihak yang harus bertanggung jawab.

Pada level strategis, Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dan Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia telah memuat prinsip keterpaduan
(pengintegrasian sumber daya yang mendukung implementasi SPBE) dan interoperabilitas
(data sebaiknya konsisten dalam bentuk, sintak, struktur, penyajian, dan semantik, juga
disimpan dalam format terbuka sehingga dapat dibaca oleh sistem elektronik). Perpres
39/2019 tentang Satu Data Indonesia bahkan secara eksplisit menyatakan tujuan pengaturan
Satu Data Indonesia adalah untuk ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan
instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan, sekaligus mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta
perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Hanya saja,
ketentuan spesifik mengenai interoperabilitas data memang belum ada. Akibatnya, pada level
taktis, implementasi prinsip keterpaduan dan interoperabilitas dalam tata kelola data sektor
kesehatan maupun sektor pendidikan masih terbatas. Kondisi ini diperparah dengan
ketiadaan standar data dan metadata, juga jaminan keamanan data serta pelindungan data
pribadi yang beragam.

Kondisi tersebut membuat level penyaluran (delivery), garda terdepan pelayanan publik
terjepit antara tuntutan untuk menyediakan layanan yang prima tapi tidak didukung oleh
sistem yang mumpuni. Sementara pada saat bersamaan, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sendiri kesulitan menyalurkan layanan publik dan menentukan kebijakan berbasis
bukti.

Setelah memotret masalah pokok dalam tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan,
pada bab berikutnya akan dibahas implikasi kondisi tata kelola data ini terhadap pemenuhan
hak warga atas layanan publik yang prima.
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Tujuan transformasi digital adalah mempermudah warga mengakses layanan publik melalui
teknologi. Hal ini sesungguhnya selaras dengan semangat New Public Service (NPS) yang
menempatkan warga sebagai fokus layanan. Merefleksikan kasus yang diangkat pada bab
sebelumnya, terlihat jelas bahwa tata kelola data menjadi bagian krusial/penting dalam
transformasi digital pelayanan publik. Data yang akurat, aktual, dan memiliki interoperabilitas
tidak hanya membuat penyaluran layanan publik lebih tepat sasaran, tetapi lebih dari itu, tata
kelola data yang baik juga membantu pemerintah bekerja lebih efektif. Pada gilirannya, warga
dapat merasai nilai publik dari aktivitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah.

5.1 “Harga" yang Harus Dibayar Warga atas Sengkarut
Tata Kelola Data

Pandemi Covid-19 menuntut pemerintah selaku penyelenggara layanan publik untuk
bertindak lebih sigap merespons perubahan kondisi dengan berbekal data yang dapat
diandalkan. Paduan semangat NPS dan tata kelola data yang baik seharusnya memperbesar
peluang lahirnya nilai publik dalam berbagai jenis layanan. Dalam beban layanan kesehatan,
misalnya, dapat lahir nilai publik berupa keandalan informasi dan kemudahan akses layanan
medis terutama di saat genting. Pada layanan telusur kontak, akurasi dan kecepatan
pemutakhiran data bisa membantu warga memahami kondisi dan risiko penularan di
lokasinya, juga membantu warga yang teridentifikasi pernah kontak dengan kasus Covid-19
untuk mengakses layanan medis. Dalam hal vaksinasi Covid-19, akurasi dan keandalan
informasi vaksinasi (seperti prosedur, jadwal, lokasi vaksinasi) dapat memudahkan warga
mengakses vaksin. Terkait bantuan kuota internet, potensi nilai publik berupa partisipasi
warga dapat memberi umpan balik substantif mengenai kebermanfaatan bantuan kuota bagi
dirinya. Sementara dalam pembukaan sekolah untuk PTM, data yang akurat dan memiliki
interoperabilitas dapat membantu peserta didik dan orang tua/wali peserta didik mengetahui
kondisi dan risiko aktual yang ia hadapi ketika PTM. Semua ini hanya mungkin ketika
pemerintah di level nasional maupun subnasional menerapkan tata kelola data yang baik.

Akan tetapi, persoalan tata kelola data agaknya setia mengiringi Indonesia sejak awal
pandemi Covid-19 hingga kini.** Pemerintah tampak kurang cergas menangani sengkarut
tata kelola data ini (seperti tercermin dalam pembahasan Bab 4), sampai-sampai garda
terdepan penyelenggaraan layanan publik kewalahan. Kebijakan pemerintah pun tak jarang
menuai kritik atau protes lantaran warga meragukan keandalan data yang digunakan
pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan. Sayangnya, justru wargalah yang harus
membayar sengkarut tata kelola data, kerapkali dengan harga teramat mahal.

Tata kelola data yang belum maksimal berdampak buruk pada penerimaan warga akan
layanan publik. Implikasi tata kelola data yang tidak berjalan dengan baik dapat berakibat
fatal bagi keselamatan manusia, contohnya, tata kelola data dalam sistem rujukan. Kondisi
sistem rawat inap yang terkendala (baik dari sisi jaringan maupun kekurangan SDM)
berdampak pada data ketersediaan tempat tidur yang tidak sinkron dengan apa yang
ditampilkan pada sistem informasi publik dan diakses oleh warga.



Hal ini juga diamati oleh Ombudsman saat terjadi lonjakan kasus pada bulan Juli 2021.
Ombudsman menerima laporan bahwa pada sistem SIRANAP masih tertera ada tempat tidur
tersedia di IGD, tetapiketika mengecek langsung di lapangan ternyata tidak ada sisa tempat
tidur, diikuti oleh antrean panjang pasien di IGD tersebut.*® Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 mencatat total kematian akibat virus Covid-19 di Indonesia mencapai 35.274 orang
sepanjang Juli 2021 saja,*” sebagian karena tidak mendapat penanganan medis tepat
waktu.*®

Kotak Cerita 3. Inisiatif Warga Saat Negara Tak Berdaya

Saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada Juli 2021, kebingungan merebak di masyarakat
lantaran informasi yang tersedia tidak memadai. Dalam masa-masa kritis seperti itu, informasi
seperti ketersediaan tempat tidur di RS, tabung oksigen, layanan konsultasi daring, maupun
ketersediaan obat menjadi kebutuhan yang mendesak. Namun, kebutuhan mendesak tersebut
tidak dapat langsung dipenuhi karena kurangnya informasi yang terintegrasi. Warga
pontang-panting mencari sendiri informasi dan layanan yang ia butuhkan.

Untuk mengisi celah ini, beberapa individu secara kolektif dan independen membangun situs
wargabantuwarga.com, satu kanal informasi yang berisi database RS, Puskesmas, ambulans,
penyedia oksigen, donor plasma, dan penyalur donasi. Dengan desain situs yang ramah
pengguna, warga dapat mencari informasi dengan dengan mudah dan cepatXhal yang sangat
membantu dalam kondisi genting.

Pada awal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk kelompok sasaran prioritas, yakni Januari
2021, penentuan sasaran dilakukan dengan mengambil data identitas kelompok sasaran.
Data yang memuat nama, alamat, serta NIK diambil dari berbagai sumber data. Misalnya
vaksinasi tenaga kesehatan, basis datanya dari SDM kesehatan (SISDMK), data BPJS
Kesehatan, data BPJS Ketenagakerjaan, data personel TNI dan Polri, serta data Dukcapil.

Data yang sudah masuk lantas diteruskan ke sistem yang dikelola oleh Kementerian
Kesehatan untuk selanjutnya diunggah ke dalam smart checking. Pada tahap ini, dilakukan
pengecekan teradap kelengkapan data, kemungkinan duplikasi, dan keterangan/status
vaksinasi. Bila data invalid, maka proses akan dikembalikan pada tahap awal. Data yang valid
selanjutnya mendapat e-ticket vaksinasi, lalu sistem memberi notifikasi kepada warga
(melalui SMS/pesan pendek) dan pada sistem P-Care yang akan digunakan untuk
pelaksanaan. Kendati demikian, pelaksanaan vaksinasi di Kota Pontianak terkendala data
yang salah sasaran. Notifikasi melalui SMS blast tidak sesuai dengan target kelompok
penerima. Saat pelaksanaan vaksinasi pada kelompok prioritas (tenaga kesehatan dan
pelayan publik), masyarakat umum sudah ada yang mendapat undangan vaksinasi dan
datang ke lokasi yang tertera dalam notifikasi. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman
masyarakat yang merasa sudah bisa mendapatkan vaksin dan datang ke tempat yang
ditentukan.



Kotak Cerita 4. Data Kependudukan dan Kesenjangan Akses Layanan Publik

Dokumen kependudukan yang memuat NIK seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi syarat utama untuk mendapatkan vaksinasi. Masalahnya,
KTP elektronik tidak selalu dapat diandalkan. Dalam penelitian ini ditemukan, misalnya 1 NIK yang
sama ternyata dimiliki oleh 2 orang berbeda. Ada juga kasus NIK yang telah dipakai oleh orang
lain. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi warga yang bersangkutan dalam mendapatkan
vaksin.

Sementara itu, belum seluruh masyarakat Indonesia memiliki NIK. Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan
sekitar 3,99% dari 270,3 juta penduduk belum memiliki NIK. Mereka yang tidak memiliki NIK
hampir pasti akan lebih sulit mengakses layanan publik.

Bertolak dari kondisi tersebut, koalisi masyarakat sipil pada Juli 2021 menyampaikan petisi
kepada pemerintah untuk mempermudah pelayanan vaksinasi bagi masyarakat adat dan
kelompok rentan, mengingat masyarakat adat dan kelompok rentan adalah kelompok besar yang
memiliki kendala perekaman identitas dan karenanya kerap tidak punya dokumen
kependudukan.*® Menanggapi petisi tersebut, pada Agustus 2021, pemerintah—khususnya
Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab basis data kependudukan—mengambil
kebijakan memperbolehkan warga tanpa KTP mendapat vaksin setelah melapor ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terdekat.5°

Pandemi menyingkap bahwa data kependudukan yang seringkali digunakan sebagai basis
penyelenggaraan layanan publik di Indonesia masih menyisakan celah. Kasus “joki” vaksin®
mungkin tidak akan terjadi bila verifikasi calon penerima vaksin dilakukan tidak hanya dengan
mencocokkan foto KTP dengan wajah orang yang datang, tapi dengan verifikasi sidik jari warga
yang sudah terekam dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Hal ini tentu
mensyaratkan sistem informasi antarkementerian dan antarlembaga pada berbagai jenjang
administrasi pemerintahan sudah terintegrasi.

Pada akhirnya, pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 secara bertahap. Pertama-tama
pada tenaga kesehatan dan pejabat publik termasuk tenaga kependidikan, kemudian pada
lansia (kelompok usia di atas 60 tahun), lalu pada kelompok rentan dan masyarakat umum,
menyusul kemudian pada kelompok usia 12-18 tahun. Baru pada Desember 2021 lalu,
program vaksinasi Covid-19 pada anak-anak usia 6-11 tahun dimulai. Demikian, dalam
konteks penerapan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) risiko kesehatan/keselamatan
terbesar justru ditanggung oleh peserta didik yang belum divaksin.

Pada sektor pendidikan, penerapan PTM tanpa landasan data yang berkualitas (akurat dan
dimutakhirkan secara berkala sehingga mencerminkan kondisi aktual di lapangan) telah
menempatkan peserta didik pada posisi rentan/berisiko. Misalnya pada 2021 ketika PTM
mulai diberlakukan di beberapa daerah. Di Bandung (Jawa Barat) pada Oktober 2021, melalui
tes acak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung ditemukan sejumlah kasus
positif. Dampaknya terdapat 12 sekolah yang kegiatan PTM-nya harus dihentikan.*? Masih di
Jawa Barat, Kota Depok pada November 2021 turut menghentikan kegiatan PTM pada
seluruh satuan pendidikan. Hal ini disebabkan adanya temuan konfirmasi positif saat
dilakukan tes acak oleh Satgas Covid-19 kota dan Dinas Pendidikan.



Dari dua contoh kasus tersebut terlihat bahwa keterlambatan pemutakhiran data, proses
verifikasi dan validasi yang kurang ketat membuat data yang tersedia tidak cukup tepat
menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Padahal, mekanisme verifikasi data yang sedari
awal sudah ketat dan dapat diandalkan memungkinkan kebijakan yang dibuat akan lebih
optimal. Dalam hal ini, standardisasi data juga merupakan aspek penting untuk membuat
kebijakan yang lebih akurat. Kasus PTM di atas menunjukkan bahwa tanpa standar data,
berbagai data dengan mekanisme verifikasi yang berbeda justru memicu perdebatan
kontraproduktif mengenai ada atau tidaknya klaster Covid-19 di sekolah.%

Pada proses verifikasi kesiapan sekolah, masing-masing daerah menerapkan mekanismenya
sendiri. Verifikasi dilakukan pada data fasilitas sekolah yang berkaitan dengan kebijakan
PTM. Sayangnya, dalam proses ini tidak ada panduan mekanisme verifikasi yang ketat.
Daerah yang kapasitas tata kelola datanya kurang mumpuni akan fokus ke data tertentu yang
bagi daerah itu penting (seperti jumlah siswa dan alamat sekolah), tetapi mengabaikan detail
soal sarana prasarana sekolah. Hal ini menimbulkan risiko data tidak akurat dan tidak valid.
Misal, sekolah memasukkan data jumlah siswa saja sebagai syarat memperoleh tunjangan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu, melalui proses wawancara ditemukan bahwa hingga saat ini Dapodik tidak
terintegrasi dengan data di Kementerian Kesehatan. Padahal keterpaduan data ini dibutuhkan
pada lapis taktis dan lapis penyaluran (delivery) layanan publik. Sebagai contoh, untuk
pengajuan izin PTM, satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan terkait informasi
kesehatan, seperti akses ke fasilitas layanan kesehatan terdekat, data tenaga kependidikan
dan peserta didik yang memiliki komorbid, serta riwayat kontak dengan orang yang
terkonfirmasi positif Covid-19. Data dan informasi kesehatan tersebut bukanlah data yang
terbuka untuk diakses publik, sehingga satuan pendidikan pun harus mengumpulkan data
sendiri dan aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 di wilayahnya.
Berbekal data pendidikan dan data kesehatan tersebut, Satgas Covid-19 di daerah bersama
Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Agama melakukan verifikasi dan evaluasi
kebijakan penerapan PTM di wilayahnya.

Di sisi lain, praktik pengumpulan data oleh berbagai lembaga menimbulkan kekuatiran
mengenai privasi. Pelindungan data pribadi bagi warga penerima layanan, termasuk yang
disediakan oleh negara (dalam hal ini layanan publik), adalah mutlak,. Kendati demikian,
unsur keamanan data nampaknya belum diperhatikan dengan serius. Tercatat, selama
pandemi Covid-19 layanan kesehatan mengalami beberapa kali kebocoran data. Diawali
pertengahan tahun 2020, data pasien Covid-19 di Indonesia diduga dijual di situs RaidForums
yang merupakan situs pasar jual-beli database. Di situs yang sama pada Mei 2021, sebanyak
279 juta data BPJS yang dikumpulkan bertahun-tahun kembali dijual. Adapun data yang
dijual mencakup identitas berharga seperti NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan alamat
e-mail. Kasus ini dapat menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp600 triliun.5*



Kotak Cerita 5. Sejauh Mana Negara Melindungi Privasi dan Data Pribadi?

Di Indonesia, insiden tersebarnya data pribadi pasien Covid-19 (identitas, riwayat kesehatan,
alamat tinggal) melalui WhatsApp mengindikasikan lemahnya aspek pelindungan terhadap
privasi dan data pribadi dalam tata kelola data. Di sektor kesehatan, pelindungan data pribadi
pasien tunduk pada regulasi mengenai rekam medis. Permenkes 269/2008 Pasal 10 ayat (2) jelas
menyebut bahwa membuka riwayat kesehatan hanya dimungkinkan untuk kepentingan
kesehatan, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, permintaan pasien sendiri, dan untuk
kepentingan penelitian atau pendidikan sepanjang tidak menyebut identitas pasien. Peraturan ini
jelas tidak memadai dalam memberi perlindungan terhadap data pribadi.

Saat ini, regulasi terkait pelindungan data pribadi tersebar setidaknya dalam 32 peraturan
sektoral.’® Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) sendiri telah
dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2016. Namun hingga saat ini,
pembahasannya masih melalui proses pembahasan rencana kerja di level legislatif. Pembahasan
tersebut menjadi kerikil dalam penyelesaian kebocoran data pribadi yang belakangan marak di
Indonesia. Tercatat lebih dari 5 kasus kebocoran data selama 2020-2021, namun
penyelesaiannya masih terbatas pada diskusi di media sosial tanpa pertanggungjawaban yang
jelas dari pengendali data maupun pengelola data.

Kebocoran data lalu terjadi pada sistem-sistem kesehatan lain. Pada Agustus 2021, terjadi
kebocoran sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi Health Alert Card (eHAC) milik Kementerian
Kesehatan. Data dan informasi pengguna yang bocor adalah data-data mengenai Covid-19
yang sangat detail, seperti: data hasil tes Covid-19, data 226 rumah sakit dan klinik di
Indonesia, serta identitas pengguna mulai dari KTP hingga hotel pelaku perjalanan.®® Selain
pembobolan sistem, terjadi pula kebocoran dari fitur aplikasi yang tidak aman. Hal ini mulai
disadari pada bulan September 2021, ketika sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo tersebar
di media sosial karena dapat diakses khalayak melalui aplikasi PeduliLindungi berdasarkan
nama dan NIK. Tidak lama, fitur tersebut langsung dihapus. Terakhir, pada awal tahun 2022,
seperti kasus-kasus sebelumnya, melalui situs RaidForums sebanyak 6 juta data pasien
Covid-19 kembali dijual. Kebocoran data itu meliputi identitas pasien, rekam medis,
diagnosis, hingga rencana perawatan. Tak hanya itu, data yang dijual juga termasuk alamat
dan nomor ponsel.%’
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Gambar 5.1 Deretan Kasus Kebocoran Data 2020-2021
Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber

Melalui deretan kasus tersebut, terlihat belum maksimalnya tindakan pelindungan data
secara preventif maupun efektif. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh warga, sementara
pihak yang berwenang hanya meminta pengguna aplikasi untuk menghapus aplikasi atau
tidak lagi mengakses sistem informasi yang bermasalah. Pada penghujung kisah, warga
negara berdiri sendiri menanggung konsekuensi kegagalan pemerintah dalam melindungi
data sensitif.

5.2 (Konon) Konstituen Utama, Tapi Tak Selalu Punya Suara

Mandat penyelenggaraan pelayanan publik sejatinya diperoleh pemerintah dari warga melalui
pemilihan umum. Di Indonesia, UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik jelas menyebut
asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan
e-government, terutama dalam perwujudan asas partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas,
ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan (Pasal 4). Ini berarti, jika
birokrasi pemerintahan benar-benar menghayati NPS, maka warga akan mengalami layanan
publik yang efisien, terjangkau, dan nyaman, serta pemerintahan yang lebih transparan,
akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi warga. Idealnya, inilah nilai publik yang dirasakan
warga. Dalam konteks tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan, hal ini seharusnya
tercermin antara lain dalam mekanisme koreksi data dan peluang partisipasi dalam tata
kelola data.

Ketika warga mendapati kesalahan pada data dirinya, setiap layanan kesehatan memberikan
kesempatan untuk koreksi data. Seperti pada layanan vaksinasi, warga dapat mengoreksi
data pribadi (kependudukan) yang bermasalah melalui aparat desa atau kecamatan
setempat. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemakaian data kependudukan sebagai basis
pencatatan dalam sistem Satu Data Vaksinasi. Namun hal ini memiliki dampak
keterlambatan warga mendapatkan vaksin. Misalnya seperti yang dilakukan oleh RSUD
Karawang, jika ada kendala data yang berbeda, warga diharapkan melakukan perbaikan data.



Namun, ketika pelayanan vaksinasi dirasa mendesak dan warga yang telah jauh datang tidak
merasa dirugikan, proses vaksinasi bisa tetap dilaksanakan dengan konsekuensi datanya
belum bisa di-input ke sistem dan sertifikat vaksin belum dapat diterbitkan. Bila sudah ada
perbaikan, data baru bisa di-input ke dalam sistem menggunakan fitur backdate agar sesuai
dengan tanggal warga divaksin.

Sama halnya seperti kasus di Kota Pontianak, terdapat inisiatif yang akhirnya dipilih agar
pelaksanaan vaksin tetap diprioritaskan. Dalam menghadapi kendala data kependudukan
yang berimbas pada penerbitan sertifikat vaksin, Dinas Kesehatan Kota Pontianak berinisiatif
untuk menerbitkan surat keterangan bagi warga yang mengalami kendala, sembari warga
tersebut melakukan perbaikan data.

Kotak Cerita 6. Lika-liku Warga Mengoreksi Data

Ketika warga mengalami masalah dengan datanya, maka warga tersebut harus memperbaikinya
agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan. Mayoritas kendala yang dihadapi warga adalah
terkait data identitasnya seperti NIK, nama, dan alamat yang tertera pada KTP. Umumnya, praktik
perbaikan yang dilakukan warga adalah menghubungi aparat desa/kelurahan tempat tinggalnya
dan menempuh mekanisme perbaikan data kependudukan yang telah ada. Terkadang, proses
perbaikan ini memakan waktu yang lama dan tidak sebanding dengan urgensi pelayanan
kesehatan yang mendesak, sehingga ada inisiatif tindakan tertentu agar pelayanan kesehatan
tetap diberikan.

Untuk kendala pada sertifikat vaksinasi, Kementerian Kesehatan membuat kanal pengaduan
melalui email sertifikat@pedulilindungi.id, chatbox WhatsApp, dan hotline 119 ext. 9. Sayangnya,
tidak ditemukan laporan hasil pemantauan dan evaluasi koreksi data melalui mekanisme
tersebut, sehingga belum dapat dipastikan efektivitas penyelesaian pelaporan warga atas
masalah datanya.

Dalam hal bantuan kuota internet, saat pendaftaran nomor ponsel peserta didik, yang
seharusnya didaftarkan adalah nomor yang sudah aktif milik peserta didik atau orang
tua/wali dari peserta didik dan memang digunakan sehari-hari. Namun di wilayah Kabupaten
Karawang terdapat perbedaan skema pendataan. Tiga sekolah di Karawang yang terlibat
dalam penelitian ini mengakui adanya pemberian nomor/kartu baru dari penyedia layanan
telekomunikasi (provider) ke sekolah. Masalah terjadi ketika ada perbedaan pemahaman
bahwa nomor perdana yang diberikan tersebut sudah berisi bantuan kuota internet di
dalamnya. Padahal, alur proses yang berlaku adalah penyedia layanan telekomunikasi
memberikan kartu baru yang kemudian harus didaftarkan oleh operator data masing-masing
sekolah ke Dapodik. Rupanya, setelah menerima kartu baru tersebut, tidak semua peserta
didik melanjutkan aktivasi kartu baru-sebagian telah memiliki nomor ponsel aktif atau
jaringan internet kartu itu tidak tersedia di kediamannya.

Di wilayah Depok, satuan pendidikan yang menjadi narasumber mayoritas adalah sekolah di
bawah naungan Kementerian Agama. Sekolah-sekolah tersebut tidak melakukan
pembelajaran dari rumah karena menggunakan model asrama atau pesantren. Meski
melakukan pembelajaran tatap muka, sekolah mengaku tetap taat instruksi dengan
melakukan pendataan nomor ponsel peserta didik. Namun demikian, frekuensi pemberian
bantuan kuota sangat terbatas dan dalam durasi pendek. Satuan pendidikan mengaku hanya
pernah menerima satu kali bantuan kuota internet untuk peserta didik.



Jika merujuk pada prinsip tata kelola data yakni pemahaman bersama dan pemantauan
(Brous et al., 2016), prinsip tersebut belum terwujud. Terkait dengan pemahaman bersama,
contohnya adalah masalah sosialisasi di Karawang yang belum memiliki kesepahaman
mengenai alur bantuan kuota inernet. Terkait pemantauan, hingga penelitian ini dilakukan,
penerimaan bantuan kuota belum maksimal. Dalam laman https://kuotadikti.kemdik-
bud.go.id/ maupun https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/ tidak ditemukan capaian
pemberian bantuan kuota yang disertai jumlah keseluruhan populasi penerima. Padahal, data
tersebut penting untuk melihat efektivitas dari bantuan yang telah diberikan. Demikianlah tata
kelola data merupakan proses menyeluruh yang tidak hanya berhenti pada back-end sistem
tata kelola, tetapi juga pemanfaatan data yang ada.

Dalam hal perbaikan data, terlihat proses rumit yang dialami oleh warga sebagai konstituen
utama pelayanan publik. Riset ini menemukan bahwa koreksi data yang dilakukan pada
pelayanan pendidikan biasanya berupa data NIK dan/atau hal yang berkaitan dengan
identitas peserta didik. Misalnya, terjadi kesalahan pada NIK, pengejaan nama, tempat, atau
tanggal lahir. Pemilik data atau subjek data harus memperbaiki data pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) level kecamatan kemudian ke
kabupaten/kota hingga provinsi. Setelah perbaikan data dilakukan, barulah pemilik data
melaporkan data yang telah diperbaiki ke pihak sekolah. Proses ini menunjukkan tidak
adanya interoperabilitas data antara sistem Dapodik dan dukcapil yang memungkinkan
pemilik data untuk mendapatkan layanan dengan lebih mudah.

q . Wali murid melaporkan kesalahan data anak di Dapodik

yang berkaitan dengan NIK dan/atau identitas pribadi anak
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Gambar 5.2 llustrasi Proses Koreksi NIK pada Dapodik
Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber



Seperti tercantum dalam regulasi maupun petunjuk teknis, warga dapat melakukan koreksi
data dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Namun, hal yang perlu disoroti adalah
proses yang ada saat ini belum berjalan mulus dan harus melalui tahapan yang berliku.
Prioritas warga sebagai user atau konstituen utama belum terlihat. Misalnya pada pelayanan
sektor kesehatan, perbaikan data dilakukan pertama-tama melalui sistem data
kependudukan, lalu dilanjutkan perbaikan pada sistem layanan kesehatan. Namun perbaikan
data tersebut belum otomatis termutakhirkan pada masing-masing sistem yang ada. Untuk
mengatasi masalah tersebut, pada beberapa kasus seperti vaksinasi, diterbitkan surat
penjelasan atau keterangan bahwa warga yang bersangkutan sudah divaksin dan sudah
berupaya melakukan koreksi data namun data kependudukannya masih bermasalah.

Hal serupa terjadi pada sistem data kependudukan dan sistem data pendidikan. Perbaikan
data harus dilakukan bertahap dan melalui proses yang rumit. Orang tua/wali peserta didik
perlu (setidaknya) dua kali mengajukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data
peserta didik. Mengingat berlikunya proses perbaikan data dalam sistem yang belum
terhubung, semangat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang
terintegrasi dan berorientasi pada kemudahan warga masih jauh dari yang diharapkan.

Dalam hal partisipasi masyarakat pada sistem kesehatan, mekanismenya belum diatur
secara jelas, padahal peluang keterlibatan organisasi masyarakat sipil sangat penting saat
pandemi Covid-19. Hal ini patut disayangkan, mengingat dalam sistem informasi kesehatan
(SIK), peran serta masyarakat terjamin dalam Pasal 73 PP 46/2014 yang menyebutkan
masyarakat dapat dilibatkan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
penyebarluasan, penggunaan, pengembangan, hingga pemantauan dan evaluasi data.

Kurangnya peluang partisipasi masyarakat tampak pada masalah yang bersifat sistemik atau
permasalahan mendalam yang tidak dapat diselesaikan secara cepat. Di sisi lain, peluang
keterlibatan masyarakat sebenarnya bisa berupa peran organisasi masyarakat sebagai
produsen data yang memperluas keterjangkauan pihak pemerintah saat mengalami
kendala.®® Saat ini di negara lain, aktor non-negara sudah mulai banyak bekerjasama untuk
mengoreksi data, sehingga ada diskusi mengenai metodologi koleksi data yang semakin
akurat.’® Di Indonesia sendiri selama pandemi Covid-19 sudah ada inisiatif warga maupun
kolaborasi multipihak yang kehadirannya terbukti berkontribusi positif terhadap tata kelola
data.



5.3 Transformasi Digital dan Relasi Warga dengan Pemerintah
Pelayanan publik adalah upaya negara hadir memenuhi hak warga (Carey, Gibney, & Poe,
2010). Bagi warga, pelayanan publik adalah hak konstitusional. Artinya, negara tidak hanya
berkewajiban, tetapi juga dapat ditagih bahkan digugat tanggung jawabnya dalam
pemenuhan pelayanan publik. Maka, pelayanan publik yang prima sejatinya merupakan tanda
kesadaran pemerintah atas tanggung jawab utamanya dalam pemerintahan, yakni
pemenuhan hak warga. Dalam hal ini, memeriksa pelayanan publik tak lain adalah
merefleksikan relasi antara warga dengan pemerintah.

Selaras dengan semangat New Public Service (NPS) yang menempatkan warga sebagai
fokus pelayanan, transformasi digital seharusnya mempermudah warga mengakses layanan
publik melalui teknologi. Paduan semangat NPS dan transformasi digital seharusnya
memposisikan kebutuhan warga sebagai fokus utama upaya reformasi sektor publik (juga
menjawab kritik Kathrina (2017), minogue, Polidano, dan Hulme (1998) soal kegagalan
pemerintah mengedepankan kebutuhan warga). Semangat tersebut tercermin dalam cara
pemerintah menangani elemen krusial pelayanan publik dan transformasi digital: data.

Sayangnya, dalam tata kelola data, warga sepertinya masih menjadi sekadar objek—alih-alih
subjek—data. Dari cara pemerintah memperlakukan data, tampaknya pemerintah masih
menganggap data bukan sebagai representasi subjek di ranah digital. Praktik pengumpulan
data tidak selalu didahului dengan permintaan persetujuan (consent). Informasi mengenai
jaminan keamanan data, siapa saja pihak yang terlibat dalam pemrosesan data, termasuk
tanggung jawab masing-masing pihak dan relasi antarpihak (misal: relasi antara lembaga
pemerintah dengan pihak ketiga yang mengembangkan aplikasi, mengelola, menyimpan,
menggunakan, dan mengakses data) tidak selalu transparan dan mudah diakses publik.
Padahal, wargalah yang menanggung risiko langsung saat terjadi kebocoran data atau
peretasan.

Persoalan mendasar dalam tata kelola data, seperti data tidak akurat dan aplikasi/sistem
informasi tidak bisa diandalkan terutama saat krisis, terbukti menghalangi warga dalam
mendapatkan layanan publik tepat waktu. Kendati begitu, pemerintah tampak lamban/tidak
cukup sigap mengatasi masalah ini, sehingga persoalan lama masih ditemui hingga kini.

Partisipasi warga dalam tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan pun masih
terbatas pada menyampaikan permohonan koreksi data dan aduan. Namun demikian,
mekanisme koreksi data yang rumit dan berbelit akibat data yang serba terpencar dan tidak
terintegrasi, hanya menambah bukti bahwa warga belum diposisikan sebagai subjek, baik
dalam tata kelola data maupun dalam pelayanan publik.

Berbagai kendala yang (masih) ditemui warga saat berupaya mengakses layanan publik
menimbulkan pertanyaan, “Sebenarnya, sejauh mana transformasi digital yang telah dan
sedang berlangsung di pemerintahan ini mendekatkan pelayanan publik kepada warga?"
Maka, kira-kira beginilah posisi warga di negara yang demokratis dan tengah
menjalankan reformasi birokrasi di tengah transformasi digital ini: kerap harus berinisiatif
dan berjuang secara mandiri (dilengkapi dengan stamina tinggi) untuk memperoleh layanan
publik yang menjadi haknya.



Refleksi dan
Agenda Perubahan

“It is often the most vulnerable citizens who have to do the
most joining-up between the public service islands and much
of it could be avoided with more collaborative service delivery.”

(Sir David Varney, 2006)*'




6.1 Refleksi dan Kesimpulan

Pandemi Covid-19 di Indonesia tampak mempercepat proses transformasi digital dalam
tubuh pemerintah. Namun sepertinya transformasi tersebut baru menyentuh permukaan atau
belum sepenuhnya terwujud dalam pelayanan publik yang dirasakan oleh warga. Riset ini
menemukan bahwa tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan masih memerlukan
banyak area perbaikan untuk menjawab kondisi pandemi yang membutuhkan penanganan
cepat dan terarah. Tata kelola data yang belum teratur memiliki dampak langsung. Pertama
adalah warga negara, mereka sulit mendapatkan haknya dan ini berimplikasi panjang
terhadap relasi warga dengan pemerintah. Dampak kedua adalah pemerintah yang
mengalami kesulitan dalam menyalurkan layanan publik ataupun menerapkan kebijakan
berbasis bukti.

Di sektor kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan sudah diinisiasi dengan
terbitnya berbagai regulasi tentang pelaksanaan sistem informasi dan implementasi layanan
kesehatan berbasis elektronik. Namun, secara substansial, regulasi seperti Permenkes
46/2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional justru tidak spesifik mengatur dan memberi
arahan tentang bagaimana data kesehatan sebaiknya dikelola. Poin-poin di dalamnya lebih
banyak mengidentifikasi masalah dan menjabarkan potensi solusi. Hal ini berimplikasi pada
masalah pengembangan pelayanan kesehatan yang kemudian dampak buruknya
terakselerasi saat kondisi darurat seperti pandemi. Tata kelola data yang kurang memadai
dapat dilihat dari beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki seperti kurangnya jumlah dan
kualifikasi SDM pengelola sistem informasi, ketidakmerataan infrastruktur teknologi, serta
variasi penerapan SOP yang telah diatur.

Sementara, sektor pendidikan telah menyediakan sistem informasi data seperti Dapodik yang
merangkum data kondisi satuan pendidikan, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Akan
tetapi, ketika penanganan pandemi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, data tidak dapat
digunakan oleh pihak yang membutuhkan. Saat penerimaan bantuan kuota belum mencapai
keseluruhan peserta didik dan tenaga pendidik, Dinas Pendidikan daerah masih harus
mengumpulkan datanya sendiri untuk melakukan intervensi bantuan. Selain itu, akurasi data
yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, ditambah tidak ada sistem
verifikasi dan validasi yang ketat terhadap data yang ada. Padahal, keputusan mengenai
pembelajaran pada masa pandemi perlu data yang lebih terperinci, misalnya terkait
kelengkapan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), data anggota satuan pendidikan
dengan komorbid tidak terkontrol, dan data yang berkaitan dengan akses ke fasilitas
kesehatan daerah.

Riset ini juga menemukan perbedaan definisi “data” antara Perpres 39/2019 tentang Satu
Data dan Perda Jawa Barat 4/2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian. Pengertian “data" dalam Perda Provinsi Jawa Barat 4/2021 adalah
“informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.”
Pengertian ini lebih mirip dengan definisi "Data Statistik” dalam Perpres 39/2019.9
Perbedaan dalam hal mendasar seperti ini berpotensi menimbulkan kebingungan nantinya.



Berbagai temuan di atas mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan publik tak hanya
bergantung pada kapabilitas pemerintah daerahnya, tetapi juga bergantung pada kepekaan
pemerintah daerah dalam menangkap kebutuhan akan data sebagai landasan kebijakan
penanganan pandemi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat menanggapi temuan
kasus pertama Covid-19 dengan membuat Pikobar, sementara Pemerintah Kota Pontianak
berinisiatif menggunakan SISUGI untuk penelusuran kontak sebelum kemudian beralih
menggunakan SILACAK yang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Kolaborasi multipihak juga digunakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Pontianak
dalam mengisi berbagai kekurangan pada tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan.
Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat sipil pada sektor kesehatan tampak misalnya
dalam PUSPA yang turut membantu manajemen data puskesmas di Jawa Barat serta peran
relawan data di fasyankes dan saat registrasi target vaksinasi kelompok lansia di Pontianak.
Di tingkat nasional pada sektor pendidikan, prinsip-prinsip adaptasi penyelenggaraan
kegiatan belajar di masa pandemi dapat dirumuskan dengan cukup cepat berkat adanya
Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang mempertemukan
berbagai pihak pemangku kepentingan.

Tata kelola data di kedua sektor jelas memerlukan upaya perbaikan. Riset ini menilai
beberapa upaya perbaikan cenderung bersifat tambal sulam yang reaktif terhadap
kedaruratan situasi, sehingga mengakibatkan layanan publik tidak tersampaikan dengan baik
kepada warga. Kecenderungan lembaga pemerintah dan penyedia layanan publik melakukan
koordinasi dan pertukaran informasi melalui aplikasi percakapan (seperti WhatsApp)—
bukannya melalui sistem informasi yang sudah tersedia—adalah indikasi bahwa dalam
situasi krisis sistem informasi yang ada saat ini tidak mumpuni atau tidak dapat diandalkan.
Pemerintah pusat maupun daerah mengalami hambatan dalam melakukan evaluasi
kebijakan berbasis data lantaran banyaknya aplikasi dengan interoperabilitas data yang tidak
maksimal, absennya standar data, sistem informasi berbagai sektor yang tidak saling
terhubung/terintegrasi di tingkat daerah maupun nasional, ditambah data kependudukan
yang kurang akurat. Akibatnya, pemerintah terlambat melakukan perbaikan layanan publik
yang cukup bermakna.

Pada akhirnya, wargalah yang paling dirugikan: terlambat atau tidak mendapatkan haknya.
Contoh paling nyata adalah sistem informasi kesehatan yang tidak dapat digunakan saat
terjadi lonjakan kasus, sementara, pelayanan kesehatan harus segera diberikan, tidak dapat
menunggu lama sampai sistem kembali bekerja. Dalam situasi genting dan mendesak itu,
pelaporan dan koordinasi layanan kesehatan beralih ke aplikasi yang sehari-hari dipakai
seperti WhatsApp. Informasi dipertukarkan melalui group chat ataupun pesan personal. Di
sektor pendidikan pun pengumpulan data oleh satuan pendidikan (melalui guru, wali kelas,
dan/atau operator data sekolah) dan dinas kerap mengandalkan WhatsApp. Di satu sisi, hal
ini menunjukkan adanya upaya memprioritaskan hak warga dalam memperoleh layanan
publik. Namun di sisi lain, praktik ini menimbulkan perhatian tersendiri terkait akuntabilitas
tata kelola data pemerintah dan hak warga dalam posisinya sebagai subjek data. Dari aspek
akuntabilitas tata kelola data, bagaimana pemerintah dapat memastikan keamanan data dan
informasi yang dipertukarkan melalui aplikasi pihak ketiga?



Dalam konteks yang lebih luas, aspirasi Indonesia untuk mewujudkan new public service,
yaitu pelayanan publik yang berfokus/berorientasi pada warga, tampak terganjal kultur
birokrasi yang masih bercorak old public administration. Akibatnya, meski Indonesia
memperlihatkan peningkatan dalam e-Government Development Index (UN, 2020),
implementasinya di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota belum ideal/optimal. Instrumen
kebijakan yang telah tersedia—di antaranya Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government, UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres
SPBE, Perpres Satu Data—tampaknya belum cukup menjadi pengungkit perubahan di sektor
kesehatan dan pendidikan, dua layanan dasar yang berhak diperoleh warga.

6.2 Agenda Perubahan
Bertolak dari refleksi di atas, riset ini mengajukan agenda perubahan pada aspek kerangka
regulasi, kapasitas institusional, dan mekanisme akuntabilitas untuk pembenahan tata kelola
data.
1. Kerangka regulasi
a. Implementasi regulasi SPBE (Perpres 95/2018) dan Satu Data (Perpres 39/2019).

Kedua peraturan ini adalah terobosan yang patut diapresiasi untuk proses
implementasi layanan publik berbasis elektronik. Perpres 95/2018 memberi
kerangka untuk aspek pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko serta skema
audit yang mencakup aplikasi dan infrastruktur. Hal lain yang perlu diperhatikan
adalah bagaimana mempraktikkan kedua regulasi ini dengan proses
implementasi di lapangan yang sesungguhnya lebih dinamis dan kompleks.
Kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan teknis keseharian terutama dalam
kondisi darurat seperti saat ini, perlu diisi dengan panduan sederhana untuk
pegangan petugas di lapangan, penyediaan layanan informasi dan dukungan
(help desk), forum berbagi antardaerah (peer support), identifikasi para pihak/
pemangku kepentingan yang dapat bekerjasama membantu proses
implementasi di lapangan.

. Lemahnya pengaturan terkait data pribadi. Hingga saat ini, pengaturan terkait data
pribadi tersebar dalam peraturan sektoral. Baik regulasi SPBE (Perpres 95/2018)
maupun Satu Data (Perpres 39/2019) belum memberikan penjelasan spesifik
terkait data pribadi, meskipun implementasi e-government di Jawa Barat dan
Pontianak menyebutkan soal keamanan data. Mengingat dalam situasi
pandemi ini basis layanan adalah data pribadi, maka perlu cara tertentu untuk
mengisi kesenjangan. Salah satu praktik baik yang bisa direkomendasikan adalah
privacy by design dan privacy by default. Privacy by design dan by default adalah
pendekatan rekayasa sistem yang berusaha memastikan perlindungan privasi
individu dengan mengintegrasikan pertimbangan masalah privasi sejak awal
pengembangan produk, desain layanan, praktik, hingga infrastruktur fisik. Ketika
perangkat tersebut mengelola data pribadi, dipastikan bahwa prinsip pelindungan
data pribadi yang berlaku secara internasional (misal: transparansi, tujuan proses,
minimalisasi data/data minimization, akurasi, retensi, dan keamanan) sudah
melekat di dalam desain.

. Penyelarasan regulasi perlu segera dilakukan. Perbedaan definisi "data" antara
Perda Jawa Barat 4/2021 dan Perpres 39/2019 adalah contoh kasus yang dapat
menghambat implementasi Satu Data Indonesia ke depan. Selain itu, standar data



dan metadata perlu segera dirumuskan untuk mendukung interoperabilitas.
Prosedur pemrosesan data kesehatan dan data pendidikan di setiap jenjang/level
pengelola data juga perlu disusun dengan memperhatikan prinsip akurasi,
akuntabilitas, jaminan keamanan data, dan interoperabilitas.

.Mekanisme koreksi data yang lebih mudah dan akuntabel/bisadi
pertanggungjawabkan perlu dibangun. Koreksi data adalah hal penting dalam
layanan publik langsung seperti telusur kontak, vaksinasi, juga akses bantuan
kuota internet. Akses untuk koreksi data juga merupakan bagian dari upaya
kepatuhan pada Peraturan Pemerintah 71/2019 terkait dengan Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 14 ayat 1 (d) tentang
pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara akurat, lengkap, tidak
menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan
tujuan pemrosesan data pribadi.

. Pertanggungjawaban penggunaan platform digital yang dipakai umum. Tidak
bisa dipungkiri bahwa semakin peralatan elektronik berjejaring (networked)
dengan beragam perangkat lunak, maka tingkat kerawanan juga semakin tinggi.
Penggunaan WhatsApp bisa dipahami dalam kondisi mendesak dan jangka
pendek, tetapi tidak untuk jangka panjang. Platform ini tidak dimaksudkan untuk
pertukaran data sensitif (misal data kesehatan, data anak) karena punya tingkat
kerawanan tinggi. Bagaimanapun, platform digital sebagai medium transaksi
tidak dapat dilihat sebagai media bebas nilai yang bisa digunakan tanpa
kehati-hatian karena bagaimanapun, platform seperti WhatsApp adalah milik
perusahaan pihak ketiga. Apabila terjadi insiden seperti kebocoran data atau
peretasan, maka permintaan proses pertanggungjawabannya tidak mudah
karena harus patuh pada terms of services yang memang diberikan oleh
perusahaan. Sangat disarankan untuk menyediakan platform berbagi data
sensitif melalui platform milik pemerintah atau platform yang punya perjanjian
kerjasama yang jelas dengan pemerintah atau yang berbayar/tidak gratis.

. Pembangunan/pengembangan sistem informasi lintas sektor yang
memungkinkan penyelenggara layanan publik mengambil keputusan
berdasarkan data dan informasi yang lengkap. Riset ini menemukan bahwa data
yang relevan dan dibutuhkan untuk layanan publik disimpan dalam struktur yang
berbeda di berbagai sistem informasi. Pada sektor pendidikan misalnya,
pembukaan satuan pendidikan untuk PTM membutuhkan detail informasi
mengenai akses ke fasyankes terdekat, fasilitas sanitasi dan kebersihan yang
berfungsi di satuan pendidikan, status vaksinasi dan juga komorbid tak terkontrol
pada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Semua detail informasi
tersebut tidak tersedia dalam Dapodik, melainkan dalam sistem informasi
kesehatan. Contoh lain pada sektor kesehatan, telusur kontak satu kasus
Covid-19 dapat meluas ke wilayah administrasi berbeda (beda kota/kabupaten
atau bahkan beda provinsi) dan membutuhkan koordinasi antarinstansi di
berbagai jenjang pemerintahan. Dengan demikian, penyelarasan dan
penggunaan data untuk perumusan kebijakan membutuhkan sumber daya yang
cukup besar dari pihak pengelola data.



g.Penerapan prinsip bagi-pakai atau interoperabilitas secara aman antarlayanan
publik. Layanan publik yang cepat mensyaratkan data yang bisa dibagi pakai
antarinstitusi penyelenggara layanan publik. Layanan publik di sektor kesehatan
dan pendidikan bergantung pada keandalan dan akurasi data di Dukcapil karena
terkait dengan NIK dari masing-masing warga negara. Karena itu, perbaikan tata
kelola data sektor kesehatan dan pendidikan perlu juga memperhatikan basis
data yang digunakan.

2. Mekanisme akuntabilitas

a.Integrasi sistem informasi untuk percepatan pelayanan publik, misalnya dari
Puskesmas ke RSUD dalam hal sistem rujukan atau dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah. Poin ini menjadi rekomendasi penting agar intervensi dapat
dilakukan ketika capaian bantuan tidak maksimal dan kinerja pelayanan publik
kurang optimal. Dengan demikian, ketepatan sasaran dan ketepatan waktu
penyaluran layanan publik dapat ditingkatkan.

b.Transparansi dan akuntabilitas mekanisme tata kelola data saat kolaborasi.
Kolaborasi menjadi tidak terelakkan dalam era digital. Keberadaan API misalnya,
memungkinkan data untuk digunakan secara bersama dengan kecepatan
transmisi tinggi demi kepentingan yang lebih baik. Pada saat yang sama, titik
kerawanan juga bertambah karena data semakin terbuka. Karena itu, perlu
dibangun mekanisme yang transparan serta pembedaan peran yang jelas di
antara masing-masing kolaborator. Misalnya terkait data pribadi, harus
dibedakan siapa pengendali data, siapa yang memproses data, atau siapa yang
melakukan keduanya. Selain itu, perlu ada pula catatan tentang proses transfer
data antara satu entitas ke yang lain sehingga ketika terjadi kebocoran, sudah
ada mekanisme yang jelas tentang siapa yang harus bertanggung jawab.

c.Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi mendalam serta komprehensif terkait
implementasi tata kelola data dan sistem informasi yang ada di pusat dan
daerah. Beberapa alternatif yang mungkin dapat dieksplorasi adalah (1)
dedicated agency yang melakukan hal tersebut, (2) memaksimalkan lembaga
yang sudah ada untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, (3) menunjuk
lembaga independen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.



d. Investigasi dan penjelasan ke publik terkait kebocoran data. Akhir Agustus 2021,
publik dihebohkan dengan kebocoran data 1,3 pengguna e-HAC. Data yang bocor
adalah NIK, paspor, hasil tes Covid-19, alamat, nomor telepon, nomor peserta
rumah sakit, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, dan foto. Kementerian
Kesehatan sudah memberikan penjelasan bahwa data yang bocor terkait dengan
aplikasi e-HAC yang lama dan sedang dilakukan investigasi.®? Untuk memperkuat
rasa percaya publik kepada pemerintah yang mengelola data pribadinya, sangat
disarankan agar ada penjelasan lanjutan terkait hasil investigasi yang sudah
dilakukan, termasuk sanksi yang sepadan bagi pelaku.5?

3. Kapasitas institusional

a.Kejelasan peran dalam pengelolaan data. Sektor kesehatan dan pendidikan tidak
hanya berurusan dengan data agregat, tapi juga data pribadi. Secara umum, perlu
ada pemisahan peran antara pengendali data (pihak yang menentukan tujuan
pemrosesan data) dan pemroses data dilengkapi juga dengan tingkatan otoritas
yang secara jelas menunjuk siapa yang bisa mengakses dan melakukan
perubahan data tertentu. Pada sektor kesehatan, penerapan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) secara konsisten perlu didorong sehingga nakes tidak perlu
merangkap sebagai petugas input data. Sebagai catatan, pendekatan one size
fits all tidak dapat diterapkan dalam tata kelola data mengingat kapasitas tiap
daerah yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan stakeholder mapping untuk
penerapan peran, terutama implementasi Satu Data Indonesia.

b.Peningkatan kapasitas teknis SDM tata kelola data. Ada dua macam cara: (1)
pelatihan singkat terutama di level unit penyedia layanan yang menjadi garda
terdepan penyelenggaraan layanan publik; juga (2) menyediakan layanan
informasi dan dukungan (help desk) yang mudah diakses dan memberi jawaban
aktual atas persoalan/kendala yang mungkin ditemui.

c.Pengarusutamaan hak digital/digital rights dalam setiap pemrosesan data. Ini
berarti bahwa data individu diperlakukan sebagai representasi subjek data.
Pemerintah dan para pihak yang terlibat dalam tata kelola data sektor kesehatan
dan pendidikan perlu menjamin pemenuhan hak akses, hak berekspresi, dan hak
atas privasi. Dalam hal pengelolaan data pribadi di sektor kesehatan (seperti
identitas pasien) dan pendidikan (seperti identitas anak/peserta didik), hak atas
privasi perlu diterapkan. Sementara penanganan masalah akses, antara lain pada
aplikasi Peduli Lindungi, sistem rujukan kesehatan, dan bantuan kuota internet,
perlu lebih memperhatikan kebutuhan pengguna layanan. Ini berarti pemahaman
tentang digital rights harus tertanam pada setiap level pengelola data.

d.Standar data dan metadata perlu segera diimplementasikan untuk dapat
mempercepat proses interoperabilitas data.



Selain berbagai langkah pada lapis strategis dan taktis tersebut di atas, kami mendorong
adanya penelitian lanjutan. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga ada
keterbatasan dalam memotret beragam kasus di Indonesia, walaupun menawarkan
kedalaman di setiap kasus. Riset ini juga masih perlu mengelaborasi tata kelola data
distribusi vaksin. Berdasarkan temuan selama pengumpulan data, rantai distribusi vaksin
memiliki tata kelola datanya sendiri dengan pemetaan aktor yang berbeda. Distribusi vaksin
dapat diteliti lebih jauh lagi terutama dalam kaitannya dengan kinerja pelayanan publik.
Misalnya, apa saja pertimbangan keputusan penyaluran vaksin dari pemerintah pusat ke
daerah yang melakukan permintaan serta transparansi prosesnya, sehingga publik dapat ikut
memantau pemerataan penerimaan vaksin di Indonesia.

Selain itu, proses riset ini justru memunculkan pertanyaan berikut: “Dalam kondisi
kedaruratan yang membutuhkan respons cepat dan tepat seperti pandemi saat ini, apakah
setiap aksi pelayanan publik harus selalu menunggu regulasi dulu baru dapat
diimplementasikan? Sejauh mana birokrasi pemerintahan--selaku penyelenggara layanan
publik--perlu (lebih) fleksibel atau adaptif terhadap perubahan situasi?” Penelitian berikutnya
dapat menyelidiki topik ini untuk memahami lebih jauh tegangan yang mungkin dialami
pemerintah dalam situasi krisis.
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Lampiran 1. Peraturan Mengenai e-Government di Tingkat Nasional dan Subnasional

Prinsip Tata Kelola Data

Keterpaduan

Perpres 95/2018 SPBE Perda Provinsi Jawa Barat 4/2021 | Peraturan Walikota Pontianak
Penyelenggaraan Komunikasi dan | 67/2019 Penyelenggaraan SPBE di
Informatika, Statistik, Lingkungan Pemerintah Kota Pon-
dan Persandian tianak
Peraturan Gubernur Jawa Barat
13/2020 Rencana Induk SPBE
Provinsi Jawa Barat Tahun
2019-2023

Prinsip  keterpaduan  adalah | Prinsip  keterpaduan  terwujud | Prinsip keterpaduan adalah pengin-

pengintegrasian  sumber daya
yang mendukung implementasi
SPBE.

dalam tujuan Rencana Induk SPBE
Jawa Barat untuk mewujudkan
rancangan dalam integrasi dan
interoperabilitas data dan sistem
informasi di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

tegrasian sumber daya yang men-
dukung implementasi SPBE. (men-
gacu pada Perpres 95/2018, namun
tidak ada pengaturan yang bersifat
operasional)




Kelembagaan (pemba-

gian tugas dan fungsi)

Penyelenggaran SPBE dipimpin
oleh Tim Koordinasi SPBE Nasi-
onal dengan tusi untuk melakukan
koordinasi dan penerapan kebija-
kan SPBE pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Tim Koordinasi SPBE dipimpin
oleh Menteri PAN-RB, dengan
anggota Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, Menteri Komu-
nikasi dan Informatika. Menteri
PPN-Bappenas, Kepala BSSN,
Kepala BPPT dengan tusi mas-
ing-masing sesuai Pasal 59-60.
Tim Koordinasi SPBE Nasional
selanjutnya membawahi Tim
Koordinasi SPBE Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah yang

tusinya ditetapkan pemimpin
instansi/kepala daerah mas-
ing-masing.

Arah kebijakan SPBE terkait tata
kelola dan SDM mengatur pen-
guatan kapasitas tata kelola,
koordinasi, dan kepemimpinan
SPBE. Namun belum ada penga-
turan yang lebih operasional
terkait hal tersebut.

Sejalan dengan Perpres 95/2018,
penyelenggaraan SPBE di Jawa
Barat dipimpin oleh Tim Koordinasi
SPBE Pemerintah Daerah yang
bertugas mengarahkan, memantau,
dan mengevaluasi pelaksanaan
SPBE di daerah. Koordinasi dan
penetapan kebijakan SPBE dengan
Instansi Pusat dilakukan oleh
Kepala Daerah, untuk di level
Pemerintah Daerah dipimpin oleh
Sekretaris Daerah.

Anggota Tim Koordinasi mencakup
Diskominfo, Bappeda, dan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD).

Koordinator SPBE di daerah seka-
ligus mewakili peran Komite Peng-
arah Tl sebagaimana tertera dalam
Lampiran Pergub 13 Tahun 2020.
Sudah terdapat pengaturan detail
terkait SDM TI yang dibutuh-
kan(baik dalam ataupun di luar
Diskominfo) dengan fungsi dan
tusinya (Lampiran Pergub no.
13/2020)

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah
Daerah dipimpin oleh Diskominfo.

Terdapat  pengaturan  spesifik
terkait keharusan Perangkat
Daerah penyelenggara layanan

SPBE untuk menyediakan SDM TIK
untuk memastikan layanan SPBE
berjalan baik (Pasal 38(5))

Sudah ada pengaturan spesifik
terkait lembaga yang terlibat dalam
penyelenggaraan SPBE serta keter-
kaitannya dengan infrastruktur
SPBE yang dikelola (Pasal 37-39)




Interoperabilitas
Bagi-Pakai

dan

Standar dan Keabsahan

Data

Perlindungan
Pribadi

Data

Belum diatur secara spesifik. Pen-
gaturan terkait standar interoper-
abilitas  hanya  menekankan
subjek yang menetapkan (menteri
bidang komunikasi dan informati-
ka), serta pengaturan terkait Arsi-
tektur Infrastruktur mencakup
Pusat Data, Jaringan Intra Instan-
si, serta Sistem Penghubung
Layanan Pusat dan Daerah.

Peraturan  spesifik  mengenai
standar  Interoperabilitas  ini
dalam Rancangan Peraturan

Menteri (RPM) Komunikasi dan
Informatika tentang Interoperabil-
itas Data yang dirilis pada Juni
2020. RPM ini memandatkan
adanya Layanan Interoperabilitas
Data (LID) pada tingkat pusat.

Pengaturan terkait Arsitektur Infra-
struktur sejalan dengan Perpres
95/2018.

Pemda Jabar sudah memiliki arsi-
tektur infrastruktur yang lebih detail
dengan menyebutkan teknologi
yang digunakan (EWS, Metro Ether-
net) untuk menyediakan inter-
koneksi antar instansi pemerin-
tah/antar kabupaten/kota.

Standar interoperabilitas mengacu
pada peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku.

Diskominfo Pontianak membangun
dan mengelola Pusat Data Elek-
tronik Daerah dan Sistem Interoper-
abilitas untuk mewadahi proses
bagi-pakai dan informasi antar
perangkat daerah.

Belum diatur.

Belum diatur.

Belum diatur.

Belum diatur.

Belum diatur.
Hanya menyebut keamanan data.

Belum diatur.
Hanya menyebut keamanan data.




Skema Akuntabilitas

Sumber: Penulis

Terdapat aspek pemantauan,
evaluasi, dan manajemen risiko
SPBE dalam ruang lingkup penga-
turan SPBE.

Pengaturan terkait mekanisme
pemantauan & evaluasi dan
manajemen risiko diatur dalam
Permen PAN-RB no. 5 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi, serta
Permen PAN-RB 5/2020 tentang
Pedoman Manajemen Risiko.
Selain itu, terdapat skema audit
yang mencakup:

Audit Infrastruktur SPBE, Audit
Aplikasi SPBE, Audit Keamanan
SPBE—keseluruhan proses audit
dilakukan lembaga non kemente-
rian, dilakukan 1 tahun sekali oleh
Instansi yang relevan dengan cak-
upan audit (e.g. BSSN untuk audit
keamanan).

Terdapat aspek pemantauan dan
evaluasi SPBE dalam ruang lingkup
pengaturan SPBE.

Mekanisme pemantauan, evaluasi
diimplementasikan oleh Chief Infor-
mation Officer (CIO) dan Komite
Pengarah Teknologi Informasi.

Terdapat aspek pemantauan dan
evaluasi SPBE dalam ruang lingkup
pengaturan SPBE.

Terdapat SIMEKBANG  (Sistem
Informasi Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Pembangunan) yang digu-
nakan untuk pengendalian pelaksa-
naan dan pengukuran kinerja pem-
bangunan secara elektronik.
Terkait audit keamanan, Diskomin-
fo wajib menyerahkannya kepada
tenaga ahli yang kompeten.




Lampiran 2. Peraturan Mengenai Satu Data di Tingkat Nasional dan Subnasional

Prinsip Tata Kelola Data

Definisi data

Perpres 39/2019 Satu Data

Perda Provinsi Jawa Barat 4/2021
Penyelenggaraan Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan
Persandian®®

Peraturan Walikota Pontianak
46/2021 Satu Data Pontianak®®

Data adalah catatan atas kumpu-
lan fakta atau deskripsi berupa
angka, karakter, simbol, gambar,
peta, tanda, isyarat, tulisan, suara,
dan/atau bunyi, yang merepre-
sentasikan keadaan sebenarnya
atau menunjukkan suatu ide,
objek, kondisi, atau situasi.

Data Statistik adalah Data berupa
angka tentang karakteristik atau
ciri khusus suatu populasi yang
diperoleh dengan cara pengum-
pulan, pengolahan, penyajian, dan
analisis.

Data Geospasial adalah Data
tentang lokasi geografis, dimensi
atau ukuran, dan/atau karakteris-
tik objek alam dan/atau buatan
manusia yang berada di bawabh,
pada, atau di atas permukaan
bumi.

Perda 4/2021: data direduksi men-
jadi sekedar angka (definisi data
berbeda dengan Perpres 39/2019)
dengan definisi:

Data adalah Informasi yang berupa
angka tentang karakteristik (ciri-ciri
khusus) suatu populasi.

Definisi
39/2019

data mengikuti Perpres

*mencabut Perda 24/2012 Satu Data Pembangunan Jawa Barat




Keterpaduan

Kapasitas Kelembagaan

Merujuk pada regulasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang berasaskan keter-
paduan.

Perda 4/2021: Tidak menyebut soal
keterpaduan. Hanya menyebut
bahwa pelaksanaan Satu Data ting-
kat daerah bersinergi dengan
penyelenggaraan kebijakan Satu
Data Indonesia.

Perda 24/2012: Keterpaduan dise-
but sebagai salah satu prinsip Satu
Data untuk Pembangunan, namun
tidak dijelaskan secara detail.

Keterpaduan disebut sebagai salah
satu prinsip Satu Data untuk Pem-
bangunan, namun tidak dijelaskan
secara detail.

Membagi tugas dan fungsi kerja
antara Dewan Pengarah di Pusat
dengan Pembina Data, Walidata,
Produsen Data, dan Pengguna
Data di Pusat dan Daerah.

Untuk mekanisme koordinasi,
harus dibentuk Forum Satu Data
Indonesia di level Pusat (dibentuk
oleh Eselon | K/L) dan Daerah
dengan Bappeda di daerah mas-
ing-masing bertindak sebagai
Ex-Officio.

Perda 4/2021: Menyebut

Gubernur melaksanakan urusan
statistik melalui kegiatan statistik
sektoral yang meliputi (a) data
statistik; dan (b) data geospasial.
Sementara penyelenggaranya
adalah pernagkat daerah urusan
bidang statistik bersama perangkat
daerah terkait.

Perda 24/2012: Sejalan dengan
Perpres 39/2019, namun juga men-
egaskan adanya kewajiban bagi
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
bertindak sebagai clearing house.
Pusat Daerah Penelitian dan
Pengembangan dapat dilibatkan
untuk menganalisis data.

Sudah secara spesifik menegaskan
bahwa pengelola data terpusat di
Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo). Walaupun jenjang
koordinasi dengan pembagian tusi
Pembina Data, Walidata, dan
Produsen Data belum dispesifikasi.
Dimungkinkan juga untuk bimbin-
gan sumber daya bagi pengelola
data. Walaupun pada praktiknya
Forum Satu Data Indonesia di Pon-
tianak telah dilaksanakan (Pemer-
intah Kota Pontianak 2021), namun
dalam regulasi ini, peraturan
tentang Forum Satu Data ini sendiri
belum dispesifikasi.




Interoperabilitas
Bagi-Pakai

dan

Selain itu, Pemda juga mendorong
dukungan bagi sumber daya pen-
gelola data di level kabupaten/kota.
Namun, belum menyebut secara
spesifik OPD mana di Pemda yang
bertindak sebagai Walidata. Telah
disebutkan terkait pembentukan
Forum Data, walaupun belum
dispesifikasi secara rinci.

Memastikan bahwa data sebaikn-
ya konsisten dalam bentuk, sintak,
struktur, penyajian, dan semantik.
Pun, disimpan dalam format
terbuka sehingga dapat dibaca
oleh sistem elektronik.

Ketentuan spesifik mengenai
interoperabilitas ini diatur dalam
Rancangan Peraturan Menteri
(RPM) yang dirilis pada Juni 2020.
RPM ini memandatkan adanya
Layanan Interoperabilitas Data
(LID) pada tingkat pusat.

Belum diatur.

Belum diatur.




Standar dan Keabsahan

Data

Perlindungan
Pribadi

Data

Menyebut bahwa keabsahan dan
kemutakhiran data wajib dipasti-
kan.

Standar data mencakup metada-
ta, keabsahan data, nomor refer-
ensi/induk.

Di luar standar data statistik dan
geospasial, Pembina Data Pusat
bertanggungjawab untuk menen-
tukan standar data. Berlaku sama
untuk isu multi-sektoral, Pembina
Data Pusat juga bertanggung-
jawab untuk menentukan standar
data.

Perda 4/2021: Pembagian standar
data ke dalam dua kategori:

a) data statistik;

b) data geospasial

Standar data statistik ditentukan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Standar data geospasial ditentukan
oleh Badan Informasi Geospasial.
Perda 24/2012: Pembagian standar
data ke dalam dua kategori:

a) Spasial (statistik);

b) Aspasial (sektoral).

Standar data spasial ditentukan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sedangkan, data sektoral ditentu-
kan oleh OPD terkait.

Pembagian standar data ke dalam
dua kategori:

a) Spasial (statistik);
b) Aspasial (sektoral).

Standar data spasial ditentukan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sedangkan, data sektoral ditentu-
kan oleh OPD terkait.

Belum diatur.

Perda 4/2021: Hanya menyebut
keamanan informasi, yaitu terja-
ganya kerahasiaan, keaslian, keutu-
han, ketersediaan dan kenirsangka-
lan.

Kategorisasi data mengacu pada
UU 14/2008 Keterbukaan Informasi
Publik (KIP)

Perda 24/2012: Kategorisasi data
mengacu pada UU 14/2008 Keter-
bukaan Informasi Publik (KIP),
yaitu:

Kategorisasi data mengacu pada
UU 14/2008 Keterbukaan Informasi
Publik (KIP), yaitu:

a) Data yang dapat dibagi;

b) Data yang tidak dapat dibagikan
(dikecualikan).

Ditegaskan bahwa Data Rahasia
tidak dapat dibagikan kecuali untuk
kepentingan Pemerintah Pusat,




Skema Akuntabilitas

Sumber: Penulis

a) Data yang dapat dibagi;
b) Data yang tidak dapat dibagikan
(dikecualikan).

Diatur pula bahwa Data Rahasia
dapat disajikan untuk kepentingan
Pemda diatur oleh Peraturan
Gubernur. Namun, belum dispesifi-
kasi landasan untuk kategorisasi
data rahasia ini.

Pemerintah Kota, dan Pemerintah
Daerah. Namun, belum dispesifika-
si landasan untuk kategorisasi data
rahasia ini.

Melalui  koordinasi  berjenjang
Forum Satu Data Indonesia,
pemeriksaan kualitas data dilaku-
kan oleh Walidata dan Pembina
Data.

Publik juga dapat berpartisipasi
memberikan masukan dalam
Forum Satu Data Indonesia Pusat.
Walaupun, mekanisme rinci belum
diperjelas.

Publik juga dapat berpartisipasi
memberikan  masukan  dalam
Forum Satu Data Indonesia Pusat.
Walaupun, mekanisme rinci belum
diperjelas.

Publik juga dapat berpartisipasi
memberikan  masukan  dalam
Forum Satu Data Indonesia Pusat.
Walaupun, mekanisme rinci belum
diperjelas.




Lampiran 3. Detail Operasionalisasi Konsep

Area Penelitian Keterangan

Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan
selama pandemi COVID-19 memengaruhi pelayanan publik di kedua sektor tersebut?

Kerangka Regulasi
1. Apakah kebijakan dalam tata kelola data

dan pelayanan publik di sektor kesehatan
dan pendidikan saat ini secara jelas mem-
beri panduan tentang:

a. bagaimana data sebaiknya dikelola,

b. institusi yang berperan melakukan,
pengelolaan data,

c. tanggung jawab sumber daya
manusia yang terlibat dalam
pengelolaan data?

2. Apa saja kebijakan tata kelola data di
sektor kesehatan dan pendidikan di
Indonesia?

3. Sejauh mana kebijakan khusus terkait
tata kelola data di sektor kesehatan dan
pendidikan selama pandemi COVID-19 (jika
ada) sejalan dengan peraturan yang telah
ada sebelumnya?

Metode pengumpulan dan analisis data:
* Studi pustaka terhadap dokumen kunci

(antara lain peraturan perundang-undan-
gan, artikel ilmiah, laporan akademik)

* Wawancara mendalam dengan pihak
yang terlibat dalam tata kelola data dan
pakar .

Luaran:

Analisis kebijakan mengenai tata kelola
data sektor kesehatan dan pendidikan
selama pandemi COVID-19 mencakup:

* Prinsip dan standar tata kelola data,

* Proses tata kelola data,

* Peran, fungsi, dan tanggung jawab
pemangku kepentingan (terutama
pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola
data),

* Kebijakan yang dapat ditingkatkan imple-
mentasinya dan/atau perlu diselaraskan.

Kapasitas Institusional/Kelembagaan

1. Bagaimana proses pengelolaan data
sektor kesehatan dan pendidikan untuk
merespons COVID-19 berjalan di lapangan
(antara lain alur pengumpulan, penyim-
panan, agregasi, pengamanan, dana anali-
sis data)?

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam
setiap proses tersebut? Bagaimana peran
dan tanggung jawab masing-masing
pihak?

3. Bagaimana prinsip tata kelola data
merespons dan beradaptasi terhadap
perubahan yang terjadi secara cepat dalam
lanskap layanan kesehatan dan layanan
pendidikan?

4. Sejauh mana partisipasi warga dimun-
gkinkan? mekanisme partisipatif dilakukan
berdasarkan prinsip non-diskriminatif?

Metode pengumpulan dan analisis data:
Studi kasus (level nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota) yang dikembangkan dari
studi pustaka, wawancara mendalam, dan
rangkaian diskusi dengan para pemangku
kepentingan terkait.

Luaran:

Analisis kapasitas kelembagaan:

* Tugas dan tanggung jawab, serta sumber
daya pengelola data,

* Praktik tata kelola data yang aktual terjadi
di lapangan (antara lain ketersediaan data,
kesesuaian data dengan kebutuhan
pelayanan publik sektor kesehatan dan
pendidikan, integrasi data, tantangan tata
kelola data)

* Dukungan yang aktual diberikan kepada
penanggungjawab dan pengelola data.




Lampiran 3. Detail Operasionalisasi Konsep

Mekanisme Akuntabilitas

1. Apa saja mekanisme yang tersedia
untuk mengukur akuntabilitas tata kelola
data sektor kesehatan dan pendidikan?
2. Apakah mekanisme tersebut dipahami
secara sejalan oleh oleh para pengelola
data di berbagai level (misal walidata
kabupaten/kota, walidata provinsi, dan
pembina data tingkat provinsi)?

3. Sejauh mana mekanisme ini dapat
diakses dan dijangkau publik?

Metode pengumpulan dan analisis data:
Studi kasus (level nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota) yang dikembangkan dari
studi pustaka, wawancara mendalam, dan
rangkaian diskusi dengan para pemangku
kepentingan terkait.

Luaran:

Analisis reflektif/evaluatif pada mekanisme
akuntabilitas yang telah berjalan saat ini.

Pertanyaan Penelitian 2: Bagaimana merespons dengan pendekatan yang lebih baik
untuk tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan?

Ruang Kemajuan/Perbaikan

Apa saja praktik baik dan pembelajaran
dari tata kelola data dalam pelayanan
publik di sektor kesehatan dan pendidikan
selama pandemi COVID-19?

Metode pengumpulan dan analisis data:
Studi kasus (level nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota) yang dikembangkan dari
studi pustaka, wawancara mendalam, dan
rangkaian diskusi dengan para pemangku
kepentingan terkait.

Luaran:

Rekomendasi perbaikan tata kelola data
sektor kesehatan dan pendidikan untuk
mengoptimalkan layanan publik sektor
kesehatan dan pendidikan selama pandemi
COVID-19.




Lampiran 4. Daftar Narasumber Wawancara

No

Mode

Kemendikbudristek

Narasumber Jabatan/Institusi Tanggal Wawancara Durasi
1 |AgiAgungG. Kepala Unit Pelak- |12/03/202 Daring 1:32:09
Purwanto sana Teknis Jabar |Digital Sevice
Digital Sevice
2 | L. Manik Musti- | Koordinator Sub- 12/03/2021 Daring 1:01:48
kohendro stansi Data dan
Statistik Pendi-
dikan, Pusat Data
dan Informasi
Kemendikbudristek
3 | Rudy Kepala Bidang 16/03/2021 Daring 1:02:00
Kurniawan Pengembangan dan
Sistem Informasi, 27/03/2021
Pusdatin Kemenkes
4 | Narasumber A | Dinas Kominfo 16/03/2021 Daring 1:11:14
Provinsi Jabar
5 | Narasumber B | Dinas Kominfo 16/03/2021 Daring 1:11:14
Provinsi Jabar
6 | Rudhy Pirngadi | Kabid Statistik 17/03/2021 Daring 59:58
Diskominfo Kota
Pontianak
7 | Marion Sari Kabid P2P Dinkes |17/03/2021 Daring 1:19:10
Bulan Provinsi Jabar
8 | Agus Sukandar | Staf Bidang P2P
Provinsi Jabar
9 |Asep Staf Bidang P2P
Provinsi Jabar
10 | Ana Marlina Sistem Informasi
Dinkes Provinsi
Jabar
11 [Irsyad Zamjani | Kepala Puslitjak Rabu, 17 Daring 58:03
Kemendikbudristek |Maret 2021
12 | Lukman Solihin | Staf Puslitjak
Kemendikbudristek
13 | Diyan Staf Puslitjak
Kemendikbudristek
14 [Indah Staf Puslitjak




Nama
Narasumber

Jabatan/Institusi

Tanggal

Mode
Wawancara

Durasi

15 | Bambang Kepala Pusdalops |18/03/2021 Daring 1:22:10
Surya Putra BNPB
16 |Dadi Staf Pusdalops
BNPB
17 | Prasetyo Staf Pusdalops
BNPB
18 | Annyk Subdit Vaksinasi 18/03/2021 Daring 1:02:01
Dinas Kesehatan
Provinsi Jabar
19 | Pram Staf Subdit Vaksi- [16/03/2021 Daring 1:11:14
nasi Dinas Keseha-
tan Provinsi Jabar
20 [Narasumber C | Dinas Pendidikan 19/03/2021 Daring 1:08:39
Provinsi Jabar
21 | Asep Dinas Pendidikan
Suhanggan Provinsi Jabar
22 |Sidig Handanu | Kepala Dinas 19/03/2021 Daring 1:21:09
Widoyono Kesehatan Kota
23 | Andry Pusdatin Kemend- [19/03/2021 Daring 53:35
ikbudristek
24 | Raden Vini A. Kepala Bidang 25/03/2021 Daring 1:02:00
Dewi Pelayanan Keseha-
tan Dinkes Provinsi
Jabar
25 | Kusmeidi Bidang Pengelolaan |26/03/2021 Daring 1:26:12
Data Tracer, Bidang
Kesehatan Satgas
Covid-19
26 | Masdalina Subbidang Data, 26/03/2021 Daring 59:45
Pane Satgas Covid-19
27 | Dadang Fitra Kepala Bidang P3PL |05/04/2021 Daring 56:40
Jaya Dinkes Kota Ponti-
anak
28 | Annis Fuad Anggota Perhim- 08/04/2021 Daring 1:51:49

punan Rumah Sakit
Indonesia




29

Nama
Narasumber

Syahdan M.Pd

Jabatan/Institusi

Kepala Dinas
Pendidikan Kota
Pontianak

30

Zulfikar
Amrullah

Kepala Seksi
Pengembangan
Data dan Informasi
Kependidikan
Disdikbud Kota
Pontianak

Tanggal

13/04/2021

Mode
Wawancara

Daring

Durasi

56:11

31

Narasumber D

Kementerian
Kominfo Indonesia

13/04/2021

Daring

44:11

32

Rizky Rahmat
Akbar

Kepala Bidang
Pelayanan
Kesehatan dan
Kefarmasian Dinkes
Kota Pontianak

13/04/2021

Daring

59:04

33

Iwan Amriady

Sekretaris Satgas
Covid-19 Kota
Pontianak

15/04/2021

Daring

1:12:09




Lampiran 5. Pelaksanaan Survei Tertarget

Target dan Realisasi Survei di Kota Pontianak

Fasyankes Kota Pontianak

Satuan Pendidikan Kota Pontianak

Target Realisasi Target Realisasi
Urban 1 3 1 1
Suburban 2 1 2 1
Rural 2 0 2 2
Target dan Realisasi Survei di Provinsi Jawa Barat
Fasyankes Kota Depok Satuan Pendidikan Kota Depok
Target Realisasi Target Realisasi
Urban 1 1 2 2
Suburban 1 1 2 4
Rural 1 1 1 3
Fasyankes Kota Kab. Tasikmalaya* Satuan Pendidikan Kab. Tasikmalaya*
Target Realisasi Target Realisasi
Urban 1 0 1 0
Suburban 1 0 1 0
Rural 1 0 2 0
Satuan Pen
Target Realisasi Target Realisasi
Urban 1 1 1 1
Suburban 1 0 1 0
Rural 1 0 1 0
Fasyankes Kab. Pangandaran+* Satuan Pendidikan Kab. Pangandaran+*
Target Realisasi Target Realisasi
Urban 1 1 1 1
Suburban 1 0 1 0
Rural 1 0 1 0




Fasyankes Kab. Karawang Satuan Pendidikan Kab. Karawang

Target Realisasi Target Realisasi
Urban 2 2 1 1
Suburban 1 1 2 2
Rural 1 1 2 2

*Per 2 Juni 2021, survei pada fasyankes dan satuan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya
dibatalkan karena: (1) kami sudah menghubungi fasyankes dan satuan pendidikan yang men-
jadi target survei melalui surel, pesan pendek, maupun telepon, namun sama sekali tidak
mendapat respons dari fasyankes maupun satuan pendidikan; (2) karakter Kota Depok dan
Kabupaten Pangandaran cukup kontras untuk memperkaya studi kasus di wilayah Jawa
Barat.

**Hingga 15 Juni 2021, hanya 1 fasyankes dan 1 satuan pendidikan yang merespons dan
mengisi kuesioner survei. Kami telah menyusun rencana untuk melakukan kunjungan lapan-
gan ke Kabupaten Pangandaran pada Juli 2021, namun peningkatan drastis kasus COVID-19
(diikuti dengan PPKM darurat dan larangan segala bentuk aktivitas tatap muka dari manaje-
men CIPG) membuat rencana kunjungan lapangan ke Kabupaten Pangandaran dibatalkan.
Sepanjang Juni-Juli 2021, kami terus berupaya menghubungi fasyankes dan satuan pendi-
dikan yang menjadi target survei maupun dengan pihak-pihak terkait perizinan penelitian di
Kabupaten Pangandaran. Meski berhasil memperoleh rekomendasi penelitian dari Kantor
Kesbangpol Kabupaten Pangandaran, kami samasekali tidak mendapat respons dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran, maupun
fasyankes dan satuan pendidikan yang menjadi target survei. Pada 3 Agustus 2021, kami
memutuskan untuk mengganti Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Karawang,
dengan pertimbangan kemiripan karakter dua kabupaten ini dalam koridor kriteria pemilihan
target survei yang sudah ditetapkan (lihat Tabel 3-1). Pemilihan Kabupaten Karawang
didasari pertimbangan berikut:

1. Variasi karakter wilayah urban, suburban, dan rural: mayoritas wilayah Kabupaten
Karawang—mencakup 30 kecamatan yang terdiri dari 12 kelurahan dan 297 desa—
merupakan wilayah dengan karakteristik rural (perdesaan), sehingga bisa memperkaya
temuan dari survei tertarget Kota Depok (mayoritas perkotaan/urban);

2. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan tren jumlah kasus Covid-19 tinggi
sepanjang Juni-Juli 2021 dengan data yang dapat diakses publik, yaitu melalui tautan
https://covid19.karawangkab.go.id/data/;

3. Kondisi fasilitas layanan kesehatan terbatas: hanya ada 5 RS rujukan Covid-19 di
Kabupaten Karawang, yaitu RSUD Karawang, RS Paru Karawang, RS Primaya, RS Hermina
Karawang, dan RS Lira Medika;

4. Sekolah yang melaksanakan pertemuan tatap muka (PTM) maupun PTM terbatas terdiri
dari sekolah di bawah koordinasi Kemendikbud maupun Kemenag

5. Aksesibilitas data dan keberadaan gatekeeper di lokasi: CIPG telah menjalin komunikasi
dengan CISDI (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives) yang berkolaborasi
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan PUSPA (Puskesmas Terpadu
dan Juara) di Kabupaten Karawang maupun gatekeeper lokal di Kabupaten Karawang.



Sementara itu, survei tertarget pada fasyankes dan satuan pendidikan di Kabupaten
Karawang dilakukan oleh tim dengan berkunjung langsung ke lokasi pada 6-10 September
2021. Rentang waktu pengumpulan data survei Kabupaten Karawang yang terpaut jauh
dengan pengumpulan data survei Kota Depok (Juni 2021) menjadi catatan tersendiri dalam
riset ini.



Lampiran 6. Daftar Pakar yang Menjadi Narasumber

Wawancara Mendalam

No Nama Narasumber LELL T EL Mode Wawancara
1 Ainun Najib 24/07/2021 Daring
2 Arthur Glenn Mail 09/07/2021 Daring
3 Biondi Sanda Sima 15/07/2021 Daring
4 Daniel Oscar Baskoro 11/08/2021 Daring
5 Dytha C. 08/07/2021 Daring
6 Praktisi dan peneliti sektor 12/08/2021 Daring
pendidikan

7 Goldy Dharmawan 12/08/2021 Daring
[lham Akhsanu Ridlo 09/07/2021 Daring
Indri Saptaningrum 19/08/2021 Daring

10 | Praktisi dan peneliti sektor 12/08/2021 Daring

pendidikan

11 Mawardi Amalia 10/08/2021 Daring
12 | Muhammad Reza 10/08/2021 Daring
13 | Nisa Felicia Faridz 08/07/2021 Daring
14 | Praktisi tata kelola data 14/07/2021 Daring

pendidikan




Lampiran 7. Daftar Focus Group Discussion

Realiasasi

1 21/10/2021

FGD Konfirmasi Tata

8 orang dari 4

4 orang dari 3

Kelola Data Sektor

Kesehatan — Jawa Barat

institusi berbeda

institusi berbeda

2 122/10/2021

FGD Konfirmasi Tata
Kelola Data Sektor

Kesehatan — Pontianak

6 orang dari 4
institusi berbeda

1 orang dari 1

institusi

3 |26/10/2021

FGD Konfirmasi Tata
Kelola Data Sektor
Kesehatan — Nasional

15 orang dari 5
institusi berbeda

10 orang dari 3

institusi berbeda

4 | 27/10/2021

FGD Konfirmasi Tata
Kelola Data Sektor
Pendidikan — Jawa Barat

3orang dari 1

institusi

0 (tidak menanggapi

undangan)

FGD Konfirmasi Tata
Kelola Data Sektor
Pendidikan — Pontianak

5 orang dari 2

institusi berbeda

0 (kendala jaringan di

Kota Pontianak)

5 128/10/2021

FGD Konfirmasi Tata
Kelola Data Sektor
Kesehatan — Nasional

6 orang dari 4

institusi berbeda

5 orang dari 2
institusi berbeda

2 institusi memberi
tanggapan tertulis
melalui formulir

daring




Lampiran 8. Daftar Pertemuan Bilateral dengan Pemerintah

No Tanggal Studi Kasus Hadir
1 21/06/2021 Nasional Digital Transformation Office (DTO)
Kementerian Kesehatan
2 21/06/2021 Jawa Barat Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
22/06/2021 Jawa Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
24/06/2021 Nasional Pusat Data dan Informasi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
5 29/06/2021 Pontianak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pontianak
29/06/2021 Pontianak Dinas Pendidikan Kota Pontianak
16/11/2021 Pontianak Dinas Kesehatan Kota Pontianak
17/11/2021 Jawa Barat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
dan Jabar Digital Service (JDS)
9 22/11/2021 Jawa Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat




